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ABSTRAK 
  
 Peraturan mengenai larangan menikah satu kantor telah menimbulkan 
polemik terutama pada pekerja yang dikenakan peraturan tersebut. Hal ini disebabkan 
karena peraturan tersebut membatasi kebebasan hak asasi pekerja yang hendak 
menikah dengan sesama pekerja lainnya yang bekerja pada kantor yang sama. Oleh 
karena itu, mereka yang bersangkutan mengajukan permohonan uji materil ke MK, 
yang mana hakim MK mengabulkan permohonan tersebut dengan  mengeluarkan 
Putusan No. 13/PUU-XV/2017 tentang Pembatalan Larangan Menikah Satu Kantor. 

Permasalahan dalam penelitian ini ialah pertama, bagaimanakah larangan 
menikah satu kantor menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kedua, bagaimana 
pertimbangan hakim MK dalam memutus perkara No. 13/PUU-XV/2017 dan ketiga, 
bagaimana perspektif hukum Islam mengenai Putusan MK No. 13/PUU-XV/2017 
terhadap Pembatalan Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Ketenagakerjaan. 
Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui konstitusionalitas larangan menikah 
satu kantor menurut Putusan MK No. 13/PUU-XV/2017 terhadap Pembatalan Pasal 
153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Ketenagakerjaan, pertimbangan Hakim MK 
dalam memutus perakara No. 13/PUU-XV/2017 serta untuk memberikan kontribusi 
yang lebih jelas mengenai perspektif hukum Islam terhadap larangan menikah satu 
kantor menurut Putusan MK No. 13/PUU-XV/2017 terhadap Pembatalan Pasal 153 
ayat (1) huruf f Undang-Undang Ketenagakerjaan. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-
normatif. Pengolahan data melalui editing, klasifikasi, ferifikasi, dan sistematisasi 
data. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa, 
pertama, dikeluarkannya Putusan MK No. 13/PUU-XV/2017 terhadap pembatalan 
Pasal 153 ayat (1) huruf f tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena 
bertentangan dengan HAM, Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD RI 
Tahun 1945 serta tidak sejalan dengan konstitusi. Kedua, tujuan dikeluarkannya 
Putusan MK No. 13/PUU-XV/2017 ialah untuk melindungi danomenjamin hak 
kebebasan pekerja agar mendapatkan hak pekerjaan dan hak menikah. Ketiga, dilihat 
dari sisi kemashlahatan perkara di atas, maka hukum Islam lebih menitikberatkan 
pada kemashlahatan yang lebih besar yaitu pada Putusan MK No. 13/PUU-XV/2017, 
sesuai dengan kaidah fiqiyyah:  جَلْبُ الْمَنْفَعَة وَدَفْعُ المَفْسَدَة (menarik kemanfaatan dan 
menolak kemudaratan) serta sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif yang 
berlaku di Indonesia dengan tidak adanya peraturan mengenai larangan menikah satu 
kantor dan agar tercapainya kemashlahatan bersama. Dengan demikian, bagi PLN 
dan perusahaan lainnya agar tidak melarang pernikahan antar pekerja satu kantor 
dengan membuat perjanjian bahwa para pekerja yang bersangkutan tidak melakukan 
tindakan yang merugikan perusahaan. Bagi aparat penegak hukum hendaknya 
memperhatikan masalah ini untuk dapat memberikan kejelasan jawaban hukum agar 
perlindungan lembaga perkawinan di Indonesia sesuai dengan hukum yang berlaku. 

 

 



 

MOTTO 
 

نَـهْياً شَدِيْدًا,  لِ التَّبَتُّ  وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ياَْمُرنُاَ بلِْبَاءَةِ وَيَـنـْهَى عَنِ 

 دُ وَصَحَّحَهُ ابْنَ يَـوْمَ الْقٍياَمَةِ. رَوَاهُ أحمَْ  أنْبِياَءَ  وَيَـقُوْلُ: تَـزَوَّجُوْاالوَلوُدَ الْوَدُوْدَ فإَِنىِّ مُكَاثرٌِ بِكُمُ 

 حِبَّانَ 

Artinya:”Daripadanya r.a (Anas bin Malik r.a)berkata Rasulullah s.a.w. 
memerintahkan kami untuk berumah tangga/kawin dan melarang kami 
membujang/tidak kawin.”Beliau bersabda, “Kawinlah dengan wanita yang 
banyak anak dan besar kasih ayangnya, karena aku bangga di hadapan 
para Nabi terdahulu kelak dihari kiamat.” Diriwayatkan oleh Ahmad dan 
dishahihkan oleh Ibnu Hibban.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Ibnu Hajar al-Asqalani, Terjemah Bulughul Maram, Cetakan Kedua, (Jakarta: Pustaka 

Amani, 1996), h. 386. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A.  Penegasan Judul 

Judul merupakan sebuah gambaran dalam karya ilmiah, guna memperjelas 

persepsi mengenai skripsi ini, maka diperlukan penjelasan definisi atau makna 

dari istilah-istilah yang terkandung di dalamnya. Dengan jelas judul skripsi ini 

ialah PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN 

MENIKAH SATU KANTOR (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 13/PUU-XV/2017 Terhadap Pembatalan Pasal 153 ayat (1) huruf f 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). 

Penjelasan dari beberapa istilah pokok judul skripsi ini adalah: 

Perspektif adalah sudut pandang, 2  yakni suatu cara pandang tertentu 

terhadap suatu peristiwa yang terjadi, dalam hal ini yaitu dipandang dari Hukum 

Islam. 

  Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan al-

fiqh al-Islamy atau dalam konteks tertentu dari al-syari’ah al-Islamy.3 Hukum  

Islam ialah hukum yang berpijak kitabullah (al-Qur’an) dan kitabulhadits (as-

Sunnah) sebagai sumber utama ijtihad dan pijakan kedua sebagai pelengkap atau 

                                                             
2 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, (Jakarta: 

PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1062. 
3 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Edisi I Cet. Ke-6, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2003), h. 3. 



 

penyempurna sumber utama,4 Hukum Islam ialah segala peraturan yang diambil 

dari wahyu Allah yang diformulasikan ke dalam empat produk pemikiran hukum, 

yaitu fiqih, fatwa, putusan pengadilan, dan undang-undang yang dipedomani dan 

diberlakukan bagi umat Islam termasuk di Indonesia, yang meliputi semua aspek 

kehidupan manusia, fikih, ibadah, muamalah, hukum perdata, pidana, ekonomi, 

politik, dan hukum internasional.5 

  Larangan menikah satu kantor. Larangan adalah perintah (aturan) yang 

melarang suatu perbuatan. Menikah satu kantor. Menikah adalah melakukan 

nikah6yang merupakan kata dasar dari kata nikah yang berarti ikatan (akad) 

perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan  hukum dan ajaran agama.7 

Maka yang dimaksud dengan larangan menikah satu kantor ialah aturan yang 

melarang suatu perbuatan  pernikahan yang dilakukan oleh pasangan calon suami 

istri yang bekerja pada suatu kantor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

sama. 

  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 ialah putusan 

yang dikeluarkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi yang memuat tentang 

pembatalan larangan menikah satu kantor terhadap uji materil Pasal 153 ayat (1) 

huruf f Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.8 

                                                             
4  Amnawaty, Wati Rahmi Ria, Hukum dan Hukum Islam (Bandar Lampung: Penerbit 

Universitas Lampung, 2008), h. 7. 
5 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi. (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada,2015), h. 7.  
6 Departemen Pendidikan Nasional. Op.Cit, h. 962 
7  Ibid. 
8 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017.  



 

Berdasarkan judul di atas, maka dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud 

dengan judul keseluruhan yakni suatu cara untuk mengetahui hal yang sebenarnya 

berkenaan dengan aturan yang melarang pernikahan dengan sesama pegawai satu 

kantor dipandang dari hukum Islam (studi analisis Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 13/PUU-XV/2017 terhadap Pembatalan Pasal 153 Ayat (1) huruf f 

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan). 

B.  Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan yang mendorong penulis untuk membahas masalah dalam 

skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1.   Alasan Obyektif 

Persoalan ini merupakan persoalan yang menarik untuk dikaji, mengingat 

adanya peraturan dalam  pada frasa Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-

Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa, “Pengusaha dilarang 

melakukan PHK karena pekerja/buruh mempunyai pertalian darah/ ikatan 

perkawinan dengan pekerja/buruh lainnnya dalam satu perusahaan, kecuali 

diatur dalam perjajian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja 

bersama” bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 9 yang selanjutnya 

dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Hakim Mahkamah 

Konstitusi. 

                                                             
9 Pasal 28B ayat (1) UUD RI Tahun 1945: “ Setiap orang berhak membentuk keluarga dan 

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” 
9  Pasal 28D ayat (2) UUD RI Tahun 1945:“Setiap orang berhak untuk bekerja serta 

mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” 



 

2.   Alasan  Subjektif 

a. Terdapat literatur yang mendukung untuk melakukan penelitian mengenai 

permasalahan ini. 

b. Pokok bahasan skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang peneliti 

pelajari di Fakultas Syari’ah terutama di jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah. 

 
C.  Latar Belakang Masalah 

         Islam memandang bahwa nikah adalah salah satu fitrah manusia dan 

merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan hawa 

nafsu seksual agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada 

masyarakat. Perkawinan di samping merupakan proses alami tempat bertemunya 

antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa 

dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami 

dengan perempuan sebagai isterinya, 10  serta senantiasa mempertimbangkan 

kesucian sebagai manusia yang pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial 

bermoral yang telah diilhami secara mendasar oleh Allah swt. 

     Sebagaimana dalam Firman Allah swt. QS. ar-Rum ayat 21: 

ْ إَِ�َۡ�� وََ�َ�َ�  ۦٓ ءَاَ�ٰ�ِ�ِ وَِ��ۡ  �ُ�ِ�ُ�ۡ� أزََۡ�ٰٗ�� ّ�ِ�َۡ�ُ�ُ�ٓ�ا
ۡ أَ

أنَۡ َ��ََ� �َُ�� ّ�ِ�
ُ�ونَ  ً�ۚ إنِ� ِ� َ�ٰ�َِ� �َ�ٰٖ� ّ�َِ�ۡ��ٖ َ�َ�َ��� ةٗ وَرَۡ�َ َ�د� �� ��َُ�ۡ�َ��   

Artinya:“ Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan 
pasangan-pasangan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, agar 
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia 
menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang 

                                                             
10 Dewani Romli,  Fiqih Munakahat , Cetakan Ke-1, (Bandar Lampung: Nur Utopi Jaya, 

2009),  h.10. 



 

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) 
bagi kaum yang berfikir”.11( QS. ar-Rum: 21) 

          

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa perkawinan bertujuan untuk 

membentuk rumah tangga yang bahagia sejahtera baik lahir maupun batin, 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa 

perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah 

mawaddah warahmah. Hal tersebut dibentuk berdasarkan nilai-nilai agama yang 

menuntut adanya interaksi saling asah, asih dan asuh diantara suami dan isteri.12 

        Allah telah memilih dengan cara perkawinan, agar manusia dapat 

melangsungkan keturunannya sehingga dapat melestarikan kehidupannya setelah 

masing-masing pasangan melakukan peranannya secara alamiah dan positif. 13  

Maka, antara suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban serta 

kedudukan isteri adalah seimbang dengan kedudukan suami dalam kehidupan 

rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat 14  Isteri 

berkewajiban mengurus rumah tangga serta mendidik anak-anaknya sedangkan 

seorang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada anak dan isterinya. 

Sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. al-Baqarah [2]: 233: 

  

                                                             
11  Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Mubin (Al-Qur’an dan Terjemahannya), 

(Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013),  h. 406. 
12 Dewani Romli., Op.Cit. 
13 Ibid., h. 12. 
14 Pasal 79 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam. 



 

 

� �َِ�ۡ� أرََادَ أنَ �ُ�ِ��  �َۡ�ٰ�َِ�تُٰ ٱ۞وَ  ۚ ٱ�ُۡ�ِ�ۡ�َ� أوََۡ�َٰ�ُ��� َ�ۡ��َۡ�ِ َ�ِ��َۡ�ِ وََ�َ  ���َ��َ�َ�
ِ  ۥَ�ُ  �َۡ�ۡ��ُ�دِ ٱ َ� �َُ���ُ� َ�ۡ�ٌ� إِ�� وُۡ�َ�َ��ۚ َ� �َُ��ر�  �َۡ�ۡ�ُ�وفِ� �رِزُۡ�ُ��� وَ�ِۡ�َ�ُ�ُ��� �

 ��َِ�َ�َِ� ۢ ةُ ُ  َ� وَ َ�ِٰ�َ ِ  ۥَ�ۡ��ُ�دٞ �� ِ�ۡ�ُ� َ�ٰ�َِ�ۗ �َ�نِۡ أرََادَا �َِ��ً� َ��  �َۡ�ارثِِ ٱوََ�َ  ۚۦ �َِ�َ�ِه
ْ أوََۡ�َٰ�ُ�ۡ�  ۡ� أنَ �َۡ�َ�ِۡ�ُ�ٓ�ا ۗ �نۡ أرََد�� �ََ�اضٖ ّ�ِۡ�ُ�َ�� وَ�ََ��وُرٖ �ََ� ُ��َ�حَ َ��َۡ�ِ�َ��

ِ  �ٓ �ََ� ُ��َ�حَ َ��َۡ�ُ�ۡ� إذَِا َ���ۡ�ُ�� ��  ْ ٱوَ  �َۡ�ۡ�ُ�وفِ� �ءَا�َ�ُۡ�� � َ ٱ ��ُ��ا ْ ٱوَ  �� أنَ�  ۡ��َُ�ٓ�ا
َ ٱ    ��َِ�� َ�ۡ�َ��ُ�نَ �َِ�ٞ�  ��

Artinya:“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 
penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan 
kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan 
cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 
kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan 
karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun 
berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua 
tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak 
ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh 
orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 
pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan 

ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”15 

           Pada era modern saat ini telah banyak antara suami isteri yang sama-sama 

bekerja atau berkarir yang tujuannya adalah untuk saling bekerjasama dalam 

memenuhi kebutuhan ekonomi hidupnya, baik bekerja dalam suatu tempat kerja 

atau perusahaan yang sama  maupun dalam suatu perusahaan yang berbeda.  

         Ada beberapa perusahaan di Indonesia terutama pada perusahaan Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai aturan bahwa setiap pekerja/ 

buruh dilarang untuk menikah dengan pekerja/buruh lainnya yang bekerja pada 

                                                             
15 Kementerian Agama Republik Indonesia, Op.Cit, h. 37. 



 

satu perusahaan/kantor yang sama. Apabila hal tersebut tetap dilanggar, maka 

salah satu antara pegawai yang menikah tersebut diwajibkan untuk mengundurkan 

diri atau akan dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) yanag mana peraturan  

tersebut diatur  dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja 

bersama dan dikuatkan dengan Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang 

Ketenagakerjaan yang berbunyi: “Pengusaha dilarang melakukan PHK karena 

pekerja/buruh mempunyai pertalian darah/ ikatan perkawinan dengan 

pekerja/buruh lainnnya dalam satu perusahaan, kecuali diatur dalam perjajian 

kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama”. 

 Adanya peraturan tersebut, maka menimbulkan masalah bahwa pasangan 

pegawai yang bersangkutan, untuk tetap mempertahankan pekerjaannya akhirnya 

memutuskan untuk tidak jadi menikah atau sebaliknya, mereka lebih baik 

meninggalkan pekerjaan daripada tidak jadi menikah. atau bahkan tidak menutup 

kemungkinan mereka memilih untuk tinggal bersama tanpa suatu ikatan 

perkawinan guna menghindari peraturan perusahaan.16 Hal ini tentunya sangatlah 

bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan yang dianut oleh bangsa Indonesia 

yang masih menjunjung tinggi lembaga perkawinan. 

         Sebagaimana para ulama bersepakat terhadap anjuran menikah bagi orang 

yang jiwanya berkeinginan kuat untuk menikah dan takut (akan terjerumusnya  ke 

lembah) perzinaan.17  

                                                             
16 Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
17 Abi Al-Mawahib ‘Abdu Al-Wahab bin Ahmad Al-Anshori , Al-Mizan Al- Kubro, (Beirut: 

Dar Al-Fikr, 1995), h. 233. 



 

         Hal itu dirasakan oleh para pegawai sangat dirugikan akibat 

diberlakukannya undang-undang tersebut yang dikarenakan hilangnya hak 

konstitusi pekerja yaitu hilangnya jaminan kerja, penghidupan yang layak, hak 

untuk mendapatkan imbalan serta hilangnya hak mereka untuk menikah dengan 

pilihannya. Dan juga peraturan tersebut tidak sejalan dengan norma dalam Pasal 

28B ayat (1)18 dan Pasal 28D ayat (2)19 Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 maupun Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.20 

         Pembatasan hak untuk membentuk keluarga dan hak atas pekerjaan tidak 

perlu dilakukan, apabila setiap individu yang bekerja pada perusahaan memiliki 

moral dan etika yang baik, untuk itu diperlukan adanya individu-individu yang 

menanamkan etika yang baik. 

         Apabila pengusaha mempunyai alasan untuk mencegah terjadinya unsur 

korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam satu perusahaan, hal ini dianggap 

sangatlah tidak beralasan karena faktor terjadinya KKN adalah tergantung dari 

mentalitas individunya sendiri.  

         Hal inilah yang menjadi alasan para pemohon untuk mengajukan 

permohonan uji materil terhadap Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang 

                                                             
18 Pasal 28B ayat (1) UUD RI Tahun 1945: “ Setiap orang berhak membentuk keluarga dan 

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” 
19  Pasal 28D ayat (2) UUD RI Tahun 1945: “setiap orang berhak untuk bekerja serta 

mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” 
20 Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: 

“setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang 
layak”. 

Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:”setiap 
orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat 
ketenagakerjaan yang adil”. 



 

Ketenagakerjaan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Januari 2017 yang 

kemudian pada tanggal 14 Desember 2017 hakim Mahkamah Konstitusi (MK) 

memutuskan dan menyatakan frasa “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, 

peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama” yang terdapat di dalam 

pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

Tahun 1945 (UUD RI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat.21 

         Berdasarkan penjelasan di atas, maka bagaimanakah hukum Islam dalam 

memandang larangan menikah satu kantor menurut Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 terhadap Pembatalan Pasal 153 ayat (1) 

huruf f Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Hal inilah yang memotivasi untuk membahas permasalahan dalam skripsi 

yang berjudul, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Satu 

Kantor (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 

Terhadap Pembatalan Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). 

D.   Rumusan Masalah 

        Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas 

dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:  

                                                             
21 Pasal 28B ayat (1) UUD RI Tahun 1945: “ setiap orang berhak membentuk keluarga dan 

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” 
21  Pasal 28D ayat (2) UUD RI Tahun 1945: “setiap orang berhak untuk bekerja serta 

mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” 



 

1. Bagaimanakah konstitusionalitas larangan menikah satu kantor menurut 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 terhadap 

Pembatalan Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan?  

2. Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus 

perkara Nomor 13/PUU-XV/2017 tentang Pembatalan Larangan Menikah 

Satu Kantor? 

3. Bagaimana perspektif hukum Islam mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 13/PUU-XV/2017 Terhadap Pembatalan Pasal 153 ayat (1) huruf f 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? 

E.   Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

       1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui konstitusionalitas larangan menikah satu kantor menurut 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 terhadap 

Pembatalan Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan. 

b. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam 

memutus perkara Nomor 13/PUU-XV/2017 tentang Pembatalan Larangan 

Menikah Satu Kantor. 

c. Untuk memberikan kontribusi pemahaman yang lebih jelas mengenai 

analisis hukum Islam terhadap larangan menikah satu kantor menurut 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 terhadap 



 

Pembatalan Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan. 

 

 

2.  Kegunaan Peneliltian 

a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk 

mengembangkan kajian ilmu tentang Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 13/PUU-XV/2017 terhadap Pembatalan Pasal 153 ayat (1) huruf f 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  

b. Dapat dijadikan acuan atau tambahan referensi dalam masalah-masalah 

yang berkaitan dengan larangan menikah. 

 
F.   Metode Penelitian 

         Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan 

menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut 

Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi adalah pemikiran yang sistematis mengenai 

berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan data dan 

penafsiran fakta-fakta. 22 Adapun metode dalam penulisan skripsi ini, peneliti  

menggunakan  metode penelitian sebagai sebagai berikut 

1.  Jenis dan Sifat Penelitian  

      a.    Jenis Penelitian  

                                                             
22 Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 1  



 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (Library Research)  yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data dan 

informasi dengan bantuan berbagai buku yang berkaitan dengan masalah 

yang akan dibahas dalam  penelitian ini. 

 

        b.   Sifat Penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis-

normatif yaitu penelitian yang pada awalnya dilakukan terhadap data 

sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer di 

lapangan, atau terhadap kenyataan yang ada dalam masyarakat.23  

2.  Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian library research menggunakan metode pengumpulan data secara 

dokumentatif, 24 dengan menelusuri kitab-kitab, buku-buku atau karya ilmiah 

lainnya yang berkaitan dengan topik kajian, penelusuran terhadap literatur-

literatur tersebut diambil atau didapat dari sumber data primer, data sekunder, 

dan data tersier. 

a. Sumber data primer ialah sumber data25  atau merupakan bahan-bahan 

yang mengikat dalam pembahasan ini yang harus ditelaah yakni kitab, 

buku atau literatur asli. Dalam hal ini ialah al-Qur’an, hadis, Undang-

Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan putusan 

                                                             
23 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1981), h. 3. 
24 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik , (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 1991), h. 75 
25 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 

2004), h. 121, 



 

Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XV/2017 tentang Pembatalan 

Larangan Menikah Satu Kantor. 

b. Sumber data sekunder merupakan data yang berasal dari bahan 

kepustakan. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer.26 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini ialah buku-buku yang terkait 

dengan pembahasan ini seperti buku yang berjudul Hukum Perdata Islam 

di Indonesia karya Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Munakahat karya H. Tihami, 

dan Sohari Sahrani, serta  Fikih Sunnah karya Sayyid Sabiq. 

c. Sumber data tersier yaitu bahan hukum yang member penjelasan terhadap 

bahan hukum yang memberi penjelasan bahan hukum primer dan 

sekunder, seperti kamus atau ensiklopedi.27 Diantaranya, Kamus Bahasa 

Indonesia karya (KBBI) karya Pusat Bahasa Departemen Pendidikan 

Nasional, Kamus Istilah Fiqih karya M. Abdul Mujieb, dan lain 

sebagainya. 

 3.  Pengolahan Data 

 Pengolahan data adalah melakukan analisis terhadap data dengan metode dan 

cara-cara tertentu yang berlaku dalam penelitian.28 Pengolahan data umumnya 

dilakukan dengan cara: 

a. Pemeriksaan data (editing) adalah mengoreksi apakah data yang terkumpul 

sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah sesuai, atau relevan dengan 

masalah. 
                                                             

26 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2011), h. 88.  

27 Supranto, Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 68. 
28 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), h. 199. 



 

b. Klasifikasi data ialah mereduksi data yang telah ada dengan cara menyususn 

dan mengklasifikasi data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atas 

permasalahan tertentu untuk memperoleh pembahasan. 

c. Ferifikasi data ialah mengelompokkan data dan memahami maksud dari 

sumber data yang diperoleh. 

d. Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika  

bahasa berdasarkan urutan masalah.  

4.   Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan cara utuk mengulas keseluruhan data yang tersedia 

dari berbagai sumber. seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. 29 

Metode analisa data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa masalah larangan menikah satu kantor 

yang kemudian dinyatakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam analisis kualitatif, peneliti 

menggunakan metode deduktif yakni analisis yang berangkat dari 

pengetahuan yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan khusus.   

  

                                                             
29 Lexi J. Moloeng. Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 

190. 



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
A. Perkawinan Menurut Hukum Islam 

1. Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukum 

a.  Pengertian Perkawinan 

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut 

dengan 2 (dua) kata, yaitu nikah  (نكاح) dan zawaj (زواج). Kedua kata ini yang 

terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam 

al-Qur’an dan hadis Nabi.30   

Nikah, secara etimologi (bahasa): al-jam’u dan adh-dhammu yang artinya 

kumpul.31 Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian 

secara majaz bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya akad nikah, 

karena termasuk pengikatan sebab akibat.32 Pengertian nikah menurut imam 

Syafi’i ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan tubuh 

antara pria dan wanita.33   

Menurut Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab 

nikahun yang merupakan masdar atau ysng berasal dari kata kerja (fi’il 

madhi) nakaha, sinonimnya tazawwaja yang selanjutnya diartikan ke dalam 
                                                             

30 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan 
Undang-Undang Perkawinani), Cetakan Ke-5, ( Jakarta: Kecana,2014), h. 35. 

31 Sulaiman Al-Mufarraj, Bekal Pernikahan: Hukum Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, 
Kata Mutiara, Alih Bahasa, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), h. 5.  

32 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana, 2016), 
h.23. Lihat juga Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, Taisiru al-allam Syarh Umdatu al-Ahkam, 
Edisi Indonesia: Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim Pent: Kathur Suhardi, Cetakan ke-7, (Jakarta: 
Darus Sunnah, 2008), h. 739. 

33 Ibrahim Hosen, Fiqih Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, dan Rujuk, (Jakarta: 
Ihya Ulumuddin, 1971), h. 65.  



 

bahasa Indonesia yaitu perkawinan. Istilah nikah juga dipergunakan sebab 

telah masuk ke dalam bahasa Indonesia.34 

Sedangkan arti kata perkawinan atau yang berasal dari kata kawin 

menurut bahasa Indonesia secara bahasa ialah membentuk keluarga dengan 

lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.35 Istilah kawin 

digunakan secara umum, untuk manusia, hewan, dan tumbuhan dan 

menunjukkan proses generatif secara lain. Berbeda dengan itu, istilah nikah 

diartikan sebagai akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan 

terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul 

(pernyataan penerimaan dari pihak lelaki) dan hanya digunakan pada 

manusia, karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat 

istiadat, dan terutama menurut agama.36 

 Menurut syar’i , nikah adalah:  

نُ اِباَحَةَ وَطْءٍ بلَِفْظٍ انِْكَاحِ أوْتَـزْويِْجِ   عَقْدٌ يَـتَضَمَّ
“Suatu akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan 
sebagai suami istri dengan menggunakan lafaz “inkah” (menikahkan), atau 
lafadz “tadzwij” (mengawinkan).” 

 
  Kata nikah itu sendiri secara hakiki berarti aqad, yaitu aqad antara calon 

suami istri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagaimana suami isteri 

dan secara majazi berarti persetubuhan.37 Dengan kata lain nikah juga berarti 

akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling 

                                                             
34 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 11.  
35  Anonimous, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), h. 456. 
36  Abd Rachman Assegaf, Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim 

Kaffah, (Yogyakarta: Gama Media, 2003), h. 131. 
37  Dewani Romli, Fiqih Munakahat, (Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya, 2009), h. 13. 



 

memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah 

tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fikih berkata, 

zawwaja atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya 

mengandung kata; inkah atau tazwij. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang 

ditulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang memberikan definisi 

perkawinan sebagai berikut: 

 عَقْدٌ يَـتَضَمَّنُ إِباَحَةَ وَطْئٍ بلَِفْظِ النِّكَاحِ أوِ التـَّزْوِيْجِ أَوْ مَعْنَاهمُاَ

“Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin 
dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya”38 
 
 Dari definisi di atas, baik menurut imam Syafi’i, para ahli fiqih, Zakiyah 

Drajat serta menurut syara’, mendefinisikan perkawinan ialah sebuah akad 

yang menghalalkan hubungan antara suami dan isteri dengan menggunakan 

lafaz inkah atau tazwij atau yang semakna dengannya. 

 Sedangkan menurut Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang 

suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki 

dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-

menyantuni, kasih- mengasihi, tentram dan bahagia.39 

 Demikian juga sejalan dengan pengertian yang diungkapkan oleh 

Muhammad Abu Israh: 

                                                             
38  Zakiyah Darajat dkk, Ilmu Fikih, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), jilid II, h. 48. 
39  Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Cetakan Keempat, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), h. 2. 



 

بَـينَْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأةَِ وَتَـعَوُِ�اَ وَيجَِدُ مَالِكَيْهِمَا مِنْ حُقُوْقِ وَمَا عَليَْهِ مِنْ عَقْدٌ يفُِيْدُ حِلُّ عُشْرةَِ 
 وَاجِبَتِ 

“Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan untuk 
mengadakan hubungan suami isteri antara seorang pria dan seorang wanita 
serta mengadakan tolong menolong dan memberikan hak-hak dan kewajiban 
antara mereka.” 
  
 Pengertian ini memberikan arti bahwa dalam perkawinan terdapat 

kandungan untuk saling mendapatkan hak dan kewajiban, serta bertujuan 

mengadakan pergaulan yang dilandasi rasa saling tolong-menolong.40 

 Maka dapat dikemukakan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara 

seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kesukaan dan kerelaan dua 

belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat 

yang telah ditetapkan syara’ untuk menghalalkan pencampuran antara 

keduanya. Sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi satu sebagai 

teman hidup dalam rumah tangga.41 

 
b. Dasar Hukum 

 Nikah merupakan sunnaturrasul yang dasarnya terdapat dalam kitabullah 

dan sunnaturasul. Allah Swt., berfirman dalam QS. ar-Rum ayat 21: 

ْ إَِ�َۡ�� وََ�َ�َ�  ۦٓ ءَاَ�ٰ�ِ�ِ وَِ��ۡ  �ُ�ِ�ُ�ۡ� أزََۡ�ٰٗ�� ّ�ِ�َۡ�ُ�ُ�ٓ�ا
ۡ أَ

أنَۡ َ��ََ� �َُ�� ّ�ِ�
ُ�ونَ  ةٗ وَرَۡ�ًَ�ۚ إنِ� ِ� َ�ٰ�َِ� �َ�ٰٖ� ّ�َِ�ۡ��ٖ َ�َ�َ��� َ�د� �� ��َُ�ۡ�َ��   

  

                                                             
40 Dewani Romli, Op.Cit, h. 15 
41 Beni Kurniawan, Manajemen Pernikahan Tuntunan Praktis bagi Pasangan Muda, Nasihat 

Bijak untuk Semua Keluarga, Edisi Pertama, (Tanggerang: Jelajah Nusa, 2012), h. 2. 



 

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu 
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”42 

 
Ayat ini menerangkan adanya tanda-tanda kebesaran Ilahi pada diri 

manusia yaitu Allah swt telah menciptakan pasangan untuk setiap manusia 

yang mana hal itu bertujuan agar manusia dapat mewujudkan kehidupan 

rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.43 Kemudia diakhir ayat di 

atas, Allah swt menegaskan bahwa hal itu merupakan tanda–tanda kekuasaan 

Allah bagi mereka yang mau berfikir. 

Firman Allah swt. QS. Adz-Dzariyat ayat 49: 
 

ُ�ونَ  وَِ�� ءٍ َ��َۡ�َ�� زَوَۡ�ۡ�ِ �ََ���ُ�ۡ� �ََ��� ۡ�َ ِ ّ�ُ�   
 

Artinya:”Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu 
mengingat (kebesaran Allah).”44 

 
Firman Allah swt. QS. Yasin ayat 36: 
 

ِيٱ ُ�ۡ�َ�ٰ�َ  � �ُ��ُِ�  ۡ�َزَۡ�جَٰ ٱَ��ََ�  �� �ضُ ٱُ��َ�� ِ���
َ ۡ
�  �َ � �ُ�ِ�ِ�ۡ� وَ�ِ��

ۡ أَ
وَ�ِ�

   �َ�ۡ��َُ��نَ 
 

Artinya: ”Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan 
semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri 
mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”45 

                                                             
42 Kementerian Agama RI, Al-Mubin (Al-Qur’an dan Terjemahannya), (Jakarta: Pustaka Al-

Mubin, 2013), h. 406. 
43 Khumedi Ja’far, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis), 

(Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari’ah, 2014), h.42. 
44 Ibid, h. 522.  
45 Ibid, h. 442. 



 

Kedua ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt telah menciptakan 

segala macam kejadian dalam bentuk yang berlainan dan dengan sifat yang 

bertentangan, yaitu setiap sesuatu itu merupakan lawan atau pasangan bagi 

yang lain. Ia menjadikan siang dan malam, petunjuk dan kesesatan.46 Tak 

terkecuali termasuk manusia adalah saling berpasangan, agar dijadikan 

renungan manusia, bahwa pada dasarnya keberadaan manusia yang oleh Allah 

diberikan pasangan hidup, bagi suami mendapatkan isteri sedang istri 

mendapatkan suami. Demikian ini bukanlah suatu kejadian kebetulan saja 

namun merupakan bahan renungan agar manusia saling mengandung tuntutan 

agar kehidupan keduanya dapat melangsungkan kehidupan serta 

mengembangkan keturunannya serta agar manusia ingat dan sadar serta 

mengambil pelajaran sehingga mengetahui kebesaran Allah swt yang 

menjadikan segala sesuatu dan Dia pula lah yang  berkuasa memusnahkannya, 

yang menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, bermacam jenis dan 

bentuk.47 

Firman Allah swt. QS. An-Nisaa’ ayat 1:  

��َ ��
َ
� ْ ٱ ���سُ ٱ َ�� ُ��ا ِيٱرَ��ُ�ُ�  �� ِ�َ�ةٖ وََ�َ�َ� ِ�ۡ�َ�� زَوَۡ�َ�� َ��ََ�ُ�� ّ�ِ� ��ۡ�ٖ� َ�ٰ  ��

ۚ وَ  ْ ٱوََ��� ِ�ۡ�ُ�َ�� رَِ��ٗ� َ��ِٗ�� وَ�َِ��ءٓٗ ُ��ا َ ٱ �� ِيٱ �� ۚ ٱوَ  ۦ�ََ��ءَٓ�ُ�نَ �ِ�ِ �� إنِ�  ۡ�َرَۡ��مَ
َ ٱ    � �ِ�ٗ��َ�نَ َ��َۡ�ُ�ۡ� رَ  ��

 

                                                             
46 Universitas Islam Indonesia, al-Qur’an dan Tafsirnya, Jilid IX, (Yogyakarta: PT. Dana 

Bhakti Wakaf, 1995), h.502. 
47 Universitas Islam Indonesia, al-Qur’an dan Tafsirnya, Jilid VIII, (Yogyakarta: PT. Dana 

Bhakti Wakaf, 1995),  h.235. 



 

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah 
menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah 
memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan 
bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya 
kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan 
silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi 
kamu.”48 

 
Ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah swt memerintahkan kepada 

manusia agar bertaqwa kepada-Nya. Yang memelihara manusia dan 

melimpahkan nikmat karunia-Nya. Dialah yang menciptakan manusia dari 

seorang diri yaitu Adam sebagai manusia pertama.49 Kemudian dari diri yang 

satu itu Allah menciptakan pula pasangannya yaitu Hawa. Dari keduanya pula 

berkembang biaklah manusia. 

Kemudian sekali lagi Allah memerintahkan kepada manusia untuk 

bertakwa kepada-Nya dan seringkli mempergunakan nama-Nya dalam berdo’a 

untuk memperoleh kebutuhannya.serta memerintahkan supaya manusia selalu 

memelihara silaturahmi antara keluarga dengan membuat kebaikan dan 

kebajikan yang merupakan salah satu sarana pengikat silaturahmi. Ketahuilah 

bahwa Allah pengawas terhadap perbuatan manusia. 50 

  Firman Allah swt. QS. ar-Ra’du ayat 38: 

ۚ وََ�� وَ�ََ��ۡ  �ٗ َ�نَ �ِ�َُ��لٍ أنَ  أرََۡ��َۡ�� رُُ�ٗ� ّ�ِ� َ��ۡ�َِ� وََ�َ��َۡ�� �َُ�ۡ� أزََۡ�ٰٗ�� وَذُرِّ��
� َ�ِ

ۡ
ِۗ ٱ�ٍَ� إِ�� �ِ�ذِۡنِ �َ� َ�ٖ� �َِ��بٞ  ��

ِ أَ ّ ُ
�ِ��   

                                                             
48 Ibid, h. 77. 
49 Universitas Islam Indonesia, al-Qur’an dan Tafsirnya, Jilid II, (Yogyakarta: PT. Dana 

Bhakti Wakaf, 1995) , h. 116. 
50 Ibid, h. 117. 



 

Artinya: “Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum 
kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan 
keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan 
sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap 
masa ada kitab (yang tertentu).”51 

 
 Firman Allah swt. QS. an-Nur ayat 32: 
 

 ْ �ِ�ُ��ا
َ�َٰ�ٰ ٱ وَأَ

َ ۡ
ٰ�ِِ��َ ٱِ��ُ�ۡ� وَ  � ُ���ُ�اْ ِ�ۡ� ِ��َ�دُِ�ۡ� �َ��ٓ�ُِ�ۡ�ۚ إنِ �َ  ���
ُ ٱُ�َ�َ�اءَٓ ُ�ۡ��ِِ�ُ�  ُ ٱوَ  ۗۦ ِ�� �َۡ��ِ�ِ �� ��  �ٞ�ِ��َ �ٌ�ِٰ�َ�   

 
Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian52 diantara kamu, dan 

orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu 
yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika 
mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. 
Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”53 

 
Pada ayat ini Allah swt menyerukan kepada semua pihak yang memikul 

tanggung jawab atas kesucian akhlak umat, agar masing-masing mereka 

mengawinkan laki-laki yang tidak beristeri, baik duda atau jejaka dan 

perempuan yang tidak bersuami baik janda atau dara dengan membukakan 

kesempatan yang luas untuk itu. Demikian pula terhadap hamba sahaya laki-

laki atau perempuan yang sudah patut dikawinkan, hendaklah diberikan pula 

kesempatan yang serupa. Seruan ini berlaku untuk semua para wali (wali 

nikah) seperti bapak, paman dan saudara yang memikul tanggung jawab atas 

keselamatan keluarganya, berlaku pula untuk orang-orang yang memiliki 

                                                             
51 Tujuan ayat ini ialah pertama-tama untuk membantah ejekan-ejekan terhadap Nabi 

Muhammad s.a.w. dari pihak musuh-musuh beliau, karena hal itu merendahkan martabat kenabian. 
keduanya untuk membantah Pendapat mereka bahwa seorang Rasul itu dapat melakukan mukjizat 
yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya bilamana diperlukan, bukan untuk dijadikan permainan. bagi 
tiap-tiap Rasul itu ada kitabnya yang sesuai dengan  keadaan masanya. 

52  Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak 
bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin. 

53 Kementerian Agama RI, Op.Cit,  h. 354. 



 

hamba sahaya, janganlah mereka menghalangi anggota keluarga atau budak 

yang di bawah kekuasaan mereka kawin jika syarat untuk kawin telah 

terpenuhi. Dengan demikian terbentuklah keluarga-keluarga yang sehat bersih 

dan terhormat. Dari keluarga-keluarga inilah tersusun suatu umat dan bangsa. 

Bila keluarga itu kuat susunannya, sehat dan terhormat, maka pastilah umat 

atau bangsa itu menjadi kuat dan terhormat pula.54 

هَى عَنِ وَعَنْهُ قاَلَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ياَْمُرنُاَ بلِْ  نَـهْيًا شَدِيْدًا,  لِ التَّبَتُّ  بَاءَةِ وَيـَنـْ

حِبَّانَ  يَـوْمَ الْقٍياَمَةِ. رَوَاهُ أحمَْدُ وَصَحَّحَهُ ابْنَ  أنْبِيَاءَ  وَيَـقُوْلُ: تَـزَوَّجُوْاالوَلوُدَ الْوَدُوْدَ فإَِنىِّ مُكَاثرٌِ بِكُمُ   

Artinya: Daripadanya r.a (Anas bin Malik r.a)berkata Rasulullah s.a.w. 
memerintahkan kami untuk berumah tangga/kawin dan melarang 
kami membujang/tidak kawin.”Beliau bersabda, “Kawinlah dengan 
wanita yang banyak anak dan besar kasih ayangnya, karena aku 
bangga di hadapan para Nabi terdahulu kelak dihari kiamat.” 
Diriwayatkan oleh Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban.55 

 
Rasullah saw., bersabda: 

مَنْ لمَْ ياَ مَعْشَرَ الشَبَّبِ مَن السْتَطاَعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَـلْيَتـَزَوَّجْ فاَِنَّهُ اغََضُّ للِْبَصَرِ وَأَحْصَنُ للِفَرجِْ وَ 

نَّهُ لَهُ وجَِاءٌ (متفق عليه) صَّوْمِ فاَِ ليَسْتَطِعْ فَـعَلَيْهِ بِاا  
“Wahai kaum muda, barang siapa di antara kalian mampu menyipakan 
bekal, nikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan 
memelihara farji. Barangsiapa tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa, 
karena puasa dapat menjadi benteng.” (Muttafaq ‘Alaih)56 
 
 
 
 
 
 

                                                             
54 Universitas Islam Indonesia, al-Qur’an dan Tafsirnya, Jilid VI, (Yogyakarta: PT Dana 

Bhakti Wakaf, 1995), h. 626-627.  
55  Ibnu Hajar al-Asqalani, Terjemah Bulughul Maram, Cetakan Kedua, (Jakarta: Pustaka 

Amani, 1996), h. 386. 
56 Al-Shan’iny, Subul al- Salam, Juz 3, (Kairo: Dar Ihya’ al-Turats al-Araby, 1379 H/ 1980 

M), h. 109. 



 

2.   Hukum Pernikahan 

 Hukum pernikahan ialah hukum yang mengatur hubungan antara 

manusia dengan manusia yang berkaitan dengan penyaluran kebutuhan 

biologis antarjenis, serta yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 

sebagai akibat dari perkawinan.57 

 Pada dasarnya para jumhur fuqaha berkomentar bahwa menikah itu 

hukumnya mubah.58 

 Golongan Syafi’iyyah berkomentar: 

اَحُ للِشَخْصٍ أَنْ يَـتـَزَوَّجَ بقَِصْدٍ التـَّلَذُذِ وَالإِسْتِمْتَاعِ فإَِ ذَا نُـوَى  بهِِ الاصْلُ فيِ النّكَاحِ ألاِباَحَةِ فَـيُب

حَبٌ العِفَةُ أوَِ الحوُْلِ عَلَى وَلدٍَ فإَِنَّهُ مُسْتَ   
Artinya: “Nikah (kawin) hukumnya asalnya adalah mubah (boleh), maka 

seseorang oleh menikah dengan maksud bersenang-senang saja, 
apabila ia bermaksud untuk menghindari diri dari berbuat haram, 
atau memperoleh keturunan, maka hukumnya sunnah.” 

Sedangkan golongan Zahiri menetapkan hukum wajib. Para ulama’ 

Maliki Mutaakhirin berpendapat bahwa menikah dapat dihukum wajib, 

sunnah atau mubah, demikian ini dengan memperhatikan dampak pernikahan 

yang terjadi baginya. 

 Perbedaan dalam menetapkan hukum nikah disebabkan permasalahan 

nikah yang terdapat dalam  fi’il amr pada ayat atau hadits apakah diartikan 

wajib, sunnah atau mubah. Sebagaimana amr (kata perintah) termaktub dalam 

QS. an-Nisa’ ayat 3: 

                                                             
57 H.S.A. Al- Hamdani, Risalah Nikah, terjemah Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 

h. 1. 
58 Muhammad Abu-Zahrah, Ushul Fiqih, terjemahan Saefullh Ma’shum, (Jakarta: Pustaka 

Firdaus, 1994), h. 558-559 



 

َ�� ُ�ۡ�ِ�ُ��اْ ِ�  �نۡ 
ْ ��َ  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱِ�ۡ�ُ�ۡ� �  ��َِّ��ءِٓ ٱَ�� َ��بَ �َُ�� ّ�َِ�  �ِ�ُ��ا

 ۚ�ۡ�ُ�ُٰ�َۡ�
َ
َ�� َ�ۡ�ِ��ُ�اْ �ََ�ِٰ�َ�ةً أوَۡ َ�� َ��ََ�ۡ� �

َ�ۡ�َ�ٰ وَ�َُ�َٰ� وَرَُ�َٰ�ۖ �َ�نِۡ ِ�ۡ�ُ�ۡ� �
َ�� َ�ُ���ُ�اْ 

   �َ�ٰ�َِ� أدََۡ�� �
    Artinya:“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-

kawinilah  Makahak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), 
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika 
kamu takut tidak akan dapat berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja, 
atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat 

kepada tidak berbuat aniaya.”59 

  Berdasarkan perubahan illat-nya, maka hukum nikah dapat beralih 

menjadi wajib, sunnah, makruh dan haram.:60 

a. Wajib  

Bagi seseorang yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut 

terjerumus dalam lembah perzinahan, maka yang demikian ini adalah 

wajib untuk menikah. 

Imam Qurtuby berpendapat: bujangan yang sudah mampu untuk menikah 

dan takut dirinya dan agamanya, sedangkan untuk menyelamatkan diri 

tidak ada jalan lain kecuali dengan nikah, maka tidak ada perbedaan 

pendapat ulama’ bahwa wajib hukumnya. 

Senada dengan pendapat ini adalah ulama Malikiyah yang mengatakan 

bahwa menikah itu wajib bagi orang yang menyukainya dan takut dirinya 

akan terjerumus kejurang perzinahan manakala ia tidak menikah, 

sedangkan berpuasa ia tidak sanggup. 
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60 Mardani, Op.cit, h. 36. 



 

b. Sunnah (Dianjurkan) 

Menikah memiliki hukum sunnah bagi seseorang yang dapat mencari dan 

member nafkah akan tetapi belum berniat menikah dan/atau mampu 

mengendalikan nafsunya (tidak khawatir terjerumus perzinaan).61 Hal ini 

dapat dianjurkan kepadanya untuk segera menikah, karena menikah lebih 

utama baginya daripada ia melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lain. 

Hal ini merupakan pendapat Jumhur Ulama’, kecuali Imam Syafi’i. alasan 

adanya hukum ini adalah menikah merupakan penyempurnaan setengah 

agama. Rasulullah Saw. bersabda: 

يْنِ فَـلْيَتَّقِ اللّهَ فيِْمَا بَقِيَ.  اِذَا تَـزَوَّجَ الْعَبْدُ فَـقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّ

Artinya:“Jika seorang hamba telah menikah, maka sungguh ia telah 
menyempurnakan setengah dari agamanya. Hendaklah ia 
bertaqwa kepada Allah dalam menjaga sisa(nya).62 

Keutamaan hukum menikah diutarakan pula dalam hadits Rasulullah Saw, 

diriwayatkan oleh Sa’ad bin Abu Waqash ra., Raasulullah saw bersabda 

bahwa ”Allah swt, tidak menganjurkan hidup membujang bagi kita, 

namun menggantikannya dengan kesucian penuh toleransi (pernikahan),” 

hadits tersebut menjelaskan bahwasanya tidak ada anjuran bagi seorang 

yang mampu menahan syahwatnya untuk tidak menikah, dengan kata lain, 

sekalipun ia tidak khawatir terjerumus perzinaan, pernikahan tetap 

merupakan anjuran dan keutamaan dalam menyempurnakan ibadah. 

                                                             
61 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 3, diterjemahkan oleh Abu Syauqina dan Abu Aulia 

Rahma, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 207.  
62 HR. ath-Thabrani. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Ash-Shahihah Juz 

2: 625. 



 

Hadits tersebut diperjelas dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu 

Umamah ra bahwa Rasulullah saw telah bersabda yang artinya 

“Menikahlah; karena aku membanggakan kalian dengan umat yang lain 

karena banyaknya jumlah kalian; dan janganlah kalian bertindak seperti 

para pendeta Nasrani (tidak menikah)”. Hadits ini menegaskan 

keutamaan nikah untukmengembangkan generasi dan membedakan 

dengan kebiasaan pendeta Nasrani yang tidak menikah.63 

c. Makruh  

Makruhnya menikah adalah bagi seorang yang belum berkeinginan untuk 

menikah dan ia juga mampu untuk istrinya baik secara lahir maupun 

batin. 64  Oleh karena itu, hendaknya ia mempersiapkan bekal untuk 

menikah terlebih dahulu. Allah Swt., berfirman:  

ِ��َ ٱ ۡ��ِِ� وَ�ۡ�َۡ�َ�  ��  �ُ�ُ�َِ��ۡ�ُ ٰ ُ ٱَ� َ�ُِ�ونَ �َِ��ً�� َ��� ِ��َ ٱوَ  ۗۦ ِ�� �َۡ��ِ�ِ �� �� 
�ۖ  �ِۡ�َ�َٰ� ٱ�َ�ۡ�َُ��نَ  �َۡ�ُٰ�ُ�ۡ� �ََ��ُِ��ُ�ۡ� إنِۡ َ��ِۡ�ُ�ۡ� �ِ�ِ�ۡ� َ�ۡ�ٗ

َ
� �ۡ�ََ��َ � ���ِ

�لِ  ِ ٱوءََا�ُ�ُ�� ّ�ِ� �� ِيٓ ٱ �� ��  ٰ ْ َ��ََ�ٰ�ُِ�ۡ� َ�َ وََ�  ُ�ۡ�ۚ ءَا�َ� إنِۡ  ۡ�َِ��ءِٓ ٱ �ُۡ��ُِ��ا
ْ َ�َ�ضَ  َ�ۡ�َُ��ا ِ�ّ ��ٗ َ�ٰ�ةِ ٱأرََدۡنَ َ�َ�� ۚ ٱ ۡ�َ ��َ�ۡ �� �َ�نِ�  �� َ ٱوََ�� �ُۡ��ِ��� ��  �ِ�ۡ�َ �ۢ�ِ

   �إِۡ�َ�ٰ�ِِ��� َ�ُ��رٞ ر�ِ��ٞ� 
Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga 
kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan 

karunia-Nya. “ (QS. An-Nuur ayat 33) 

                                                             
63 Sayyid Sabiq, Mukhtasar Fiqih Sunnah Jilid 2, diterjemahkan oleh Sulaiman bin Yahya Al-

Faifi, (Solo: Aqwam, 2010) , h. 207.. 
64 Sayyid Sabiq, Op.Cit, h. 208. 



 

Pernikahan juga dihukumi makruh bagi seseorang yang dalam keadaan 

mampu baik secara harta, membiayai pernikahan, menafkahi istri, tidak 

dikhwatirkan terjerumus perzinaan apabila tidak menikah namun justru 

dikhawatirkan berbuat dholim baik berupa penganiayaan ataupun 

penelantaran terhadap istri jika terjadi pernikahan.65  

d. Haram 

 Pernikahan menajdi haram apabila seseorang yang akan melakukan 

pernikahan tersebutdipastkan tidak akan mampu memberikan nafkah 

kepada istrinya baik secara lahir maupun batin.66 Oleh karena itu, setiap 

orang yang hendak melakukan suatu pernikahan sedangkan ia tahu bahwa 

dirinya tidak akan mampu untuk memberi mahar dan menjalankan segala 

konsekuensi dalam pernikahan maka haram baginya untuk melakukan 

suatu pernikahan hingga dia benar-benar merasa mampu untuk 

melaksanakan segala konsekuensi dalam pernikahan. Pernikahan juga 

diharamkan jika tujuan dari adanya suatu pernikahan hanya untuk 

menyengsarakan seorang perempuan. Serta haram bagi seseorang yang 

mengidap penyakit yang mengahalangi untuk melakukan hubungan suami 

isteri sehingga tidak dapat terpenuhinya nafkah batin bagi salah satu atau 

kedua belah pihak. Sesungguhnya keharaman dalam suatu pernikahan 

disebabkan karena apabila pernikahan yang tetap dilaksanakan maka hal 
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(Jakarta: Amhaz, 2015), h. 46.  
66 Ibid, h. 207  



 

yang disyariatkan dalam hukum Islam adalah untuk mencapai sebuah 

kemashlahatan (kebaikan) dunia dan akhirat tidak akan tercapai.67 

e. Mubah 

Hukum pernikahan adalah mubah apabila tidak ada hal-hal yang 

menjadikan keharusan dan/atau penghalang dilaksanakannya pernikahan 

pada diri seseorang.68 Dengan kata lain, hukumnya mubah jika seseorang 

tidak masuk dalam dua kategori pernikahan yang dihukumi sunnah dan 

haram. Oleh karena itu seseorang yang telah mampu dan tidak takut 

melakukan maksiat, kemudian jika menikah juga tidak dikhawatirkan 

melakukan aniaya terhadap istrinya.69 

3.   Rukun dan Syarat Perkawinan  

 Perkawinan yang sarat nilai dan bertujan untuk mewujudkan kehidupan 

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah, Islam mengaturnya 

dengan baik dan detail, dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan 

disyariatkannya perkawinan untuk membina rumah tangga dan melanjutkan 

keturunan tercapai.70 

Khalil Rahman menjelaskan mengenai rukun dan syarat perkawinan 

menurut hukum Islam, yaitu sebagai berikut:71 

a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya: 
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1) Islam 

2) Laki-laki  

3) Dapat memberikan persetujuan 

4) Tidak dipaksa/atas kemauan sendiri  

5) Bukan mahram dari calon isteri 

6) Jelas orangnya 

7) Tidak sedang menjalankan ihram.72 

  b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya: 

  1) Beragama (Islam,Yahudi atau Nasrani) 

  2) Perempuan 

  3) Dapat dimintai persetujuan 

  4) Jelas orangnya  

  5) Merdeka atas kemauan sendiri73 

6) Tidak terdapat halangan perkawinan (tidak bersuami, bukan mahram, 

tidak sedang iddah)74 

  c. Wali nikah, syarat-syaratnya: 

  1) Laki-laki 

  2) Baligh 

  3) Berakal 

  4) Tidak dipaksa 

  5) Adil 
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  6) Mempunyai hak perwalian 

  7) Tidak sedang ihram haji.75 

  d. Saksi nikah, syarat-syaratnya: 

  1) Minimal 2 (dua) orang  

  2) Islam 

  3) Dewasa 

  4) Hadir dalam ijab qabul 

  5) Dapat mengerti maksud akad 

 e.  Ijab Qabul, syarat-syaratnya: 

  1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali 

  2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria. 

3) Memakai kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij. 

4) Antara ijab dan qabul bersambungan 

5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya 

6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram 

haji/ umrah 

7) Majelis ijab dan qabul  harus dihadiri minimum 4 (empat) orang, yaitu 

calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau 

wakilnya, dan dua orang saksi.76 
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 Mahar tidak harus disebut dalam ijab qabul dan tidak harus diserahkan 

pada waktu akad itu berlangsung, maka mahar tergolong syarat perkawinan 

dan tidak termasuk dalam rukun perkawinan. 

 Undang-undang Perkawinan tidak berbicara tentang rukun perkawinan. 

Namun, hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan. Sedangkan 

Kompilasi Hukum Islam secara jelas membicarakan rukun perkawinan 

sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut 

mengikuti fiqih Syaf’i dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.77 

 Rukun dan syarat-syarat perkawinan di atas wajib dipenuhi, jika tidak, 

maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Disebutkan dalam Kitab al-

Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah: “Nikah fasid  yaitu nikah yang tidak 

terpenuhinya syarat pernikahan, sedang nikah bathil adalah nikah yang tidak 

terpenuhi rukunnya. Dan hukum, nikah fasid dan nikah batil  adalah sama, 

yaitu tidak sah.”78 

4.   Larangan Pernikahan dalam Islam 

  Salah satu asas yang dikenal dala hukum perkawinan Islam ialah asas 

selektivitas. Maksud dari asas ini adalah bagi orang yang akan menikah harus 

terlebuh dahulu memilah dengan siapa ia diperbolehkan atau terlarang untuk 

menikah.79 
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  Terdapat dua jenis perempuan yang diharamkan untuk dinikahi. Jenis 

yang pertama pengharamannya bersifat abadi (muabbad) yang disebabkan 

oleh hubungan nasab, besanan atau sesusuan. Sedangkan jenis yang kedua 

pengharamannya bersifat temporal (muaqqat).80 Berikut penjelasannya: 

a. Wanita yang Haram Dinikahi Untuk Selamanya  

 Yaitu perempuan yang haram untuk dinikahi oleh seorang laki-laki untuk 

selama-lamanya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an surah an-Nisaa’ 

ayat 23: 

��َ ��
َ
� ْ ٱ ���سُ ٱ َ�� ُ��ا ِيٱرَ��ُ�ُ�  �� ۡ�ٖ� َ�ِٰ�َ�ةٖ وََ�َ�َ� ِ�ۡ�َ�� زَوَۡ�َ��  �� �� �ِ�ّ ��ُ�ََ��َ

ۚ وَ  ْ ٱوََ��� ِ�ۡ�ُ�َ�� رَِ��ٗ� َ��ِٗ�� وَ�َِ��ءٓٗ ُ��ا َ ٱ �� ِيٱ �� ۚ ٱوَ  ۦ�ََ��ءَٓ�ُ�نَ �ِ�ِ �� إنِ�  ۡ�َرَۡ��مَ
َ ٱ    � �ٗ���ِ َ�نَ َ��َۡ�ُ�ۡ� رَ  ��

 
Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang 

perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara 
bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang 
perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 
laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 
perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan 
sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang 
dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi 
jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu 
ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan 
diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan 
menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang 
bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; 
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”81 
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 Ayat ini Allah swt. menerangkan perempuan-perempuan yang haram 

dinikahi dan yang halal dnikahi. Adapun yang haram dinikahi itu terbagi dua 

yaitu, Pertama, diharamkan untuk selama-lamanya. Kedua, diharamkan dalam 

batas waktu yang terterntu.82 

 Karena sebab permanen yang dimilki oleh perempuan tersebut, seperti 

sebagai anak kandung, ibu kandung, dan suadara kandung. Pengaharaman ini 

terbatas kepada tiga sebab, yaitu: hubungan kekerabatan, hubungan 

perbesaran, dan hubungan sesusuan.83  

1) Pengharaman karena hubungan kerabat (perempuan-perempuan yang 

diharamkan karena hubungan nasab) 

 Para perempuan yang diharamkan karena hubungan nasab untuk selama-

lamanya adalah perempuan yang diharamkan untuk seseorang karena 

hubungan nasab kekerabatan. Mereka itu terdapat 4 (empat) macam: 

 a)   Orang tua seseorang dan nasab ke atasnya 

Mereka adalah ibu dan nenek (ibunya ibu, atau ibunya bapak), 

berdasarkan firman Allah Swt QS. An-Nisaa’: 23 

 �ۡ�َِ�ّ�ُ  �ۡ�ُ�ُٰ َ�َ�ٰ�ُُ�ۡ� وََ���
َ�ُٰ�ُ�ۡ� وَ�َ�َ��ُُ��ۡ وَأَ ��

   �َ��َۡ�ُ��ۡ أُ
 

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu...” (QS. An-
Nisaa’: 23)84 
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Kata “al-um’’ secara bahasa berarti “asal” maka mencakup ibu dan 

nenek. 85 

b).  Anak dan nasab ke bawahnya 

Mereka adalah anak perempuan, cucu perempuan dari anak 

perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki meskipun dalam 

posisi cucu buyut, berdasarkan firman Allah Swt dalam QS. An-

Nisaa’: 23 

 �ۡ�َِ�ّ�ُ  �ۡ�ُ�ُٰ َ�َ�ٰ�ُُ�ۡ� وََ���
َ�ُٰ�ُ�ۡ� وَ�َ�َ��ُُ��ۡ وَأَ ��

   �َ��َۡ�ُ��ۡ أُ
 
Artinya:“ Diharamkan atas kamu (mengawinai) ibu-ibu mu; anak-

anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang 
perempuan...” (QS. An-Nisaa’: 23)86 

 
 c).  Anak orang tua  

Keturunan ibu-bapak, atau salah satu dari keduanya, meskipun 

derajatnya jauh. Mereka adalah saudara perempuan sekandung, atau 

saudara peremupuan sebapak dan seibu, anak perempuan saudara laki-

laki dan saudara perempuan meskipun mereka berada dalam posisi 

cucu buyut, berdasarkan QS. An-Nisaa: 23.  

ُٰ�ُ�ۡ� وََ�َٰ�ُٰ�ُ�ۡ�  ُ�ّ�َِ�ۡ�  َ�َ�ٰ�ُُ�ۡ� وََ���
ۡ وَأَ

َ�ُٰ�ُ�ۡ� وَ�َ�َ��ُُ�� ��
ۡ أُ

��ُ�َۡ��َ
ۡ�ِ� ٱوَ�َ�َ�تُ  ۡ�َخِ ٱوََ�َ��تُ 

ُ ۡ
�  �ُ�ُُ�ٰ�َ ��

ِٰ�ٓ ٱوَأُ ��  �َِ�ّ ��ُُ�ٰ�َ�َ
ۡ وَأَ

��َُ��ۡ�َ�
أَ

َ�َٰ��ِٱ �ُِ�ُ�ُ� وَأُ��  ��� ِٰ� ٱَ�ُٰ� �َِ��ٓ�ُِ�ۡ� وَرََ�� ِٰ� ٱِ� ُ�ُ��رُِ�� ّ�ِ� �َِّ��ٓ�ُِ�ُ�  �� �� 
 �ُِ� ْ دََ��ُۡ�� �ِِ��� �ََ� ُ��َ�حَ َ��َۡ�ُ�ۡ� وََ�َ�� دََ��ُۡ�� �ِِ��� �َ�نِ ��ۡ� �َُ���ُ�ا
                                                             
 

86 Ibid.  



 

 �ُ�ُِ�ٓ�َ��ۡ
َ
ِ��َ ٱ� ۡ�َ�ٰ�ُِ�ۡ� وَأنَ َ�َۡ�ُ��اْ َ�ۡ�َ  ��

ۡ أَ
ۡ�َ�ۡ�ِ ٱِ��

ُ ۡ
 ن� إِ�� َ�� �َۡ� َ��ََ�ۗ إِ  �

َ ٱ    �َ�نَ َ�ُ��رٗ� ر�ِ��ٗ��  ��
Artinya:“Diharamkan atas kamu (mengawni) ibu-ibumu; anak-

anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang 
perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; 
saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak perempuan 
dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan 
dari saudara-saudaramu yang perempuan…” (QS. An-Nisaa’: 
23)87 

d)  Generasi pertama atau yang bertemu secara langsung dari anak-anak 

kakek  dan nenek 

Mereka adalah bibi dari pihak bapak dan ibu, baik mereka itu bibi bagi 

dirinya sendiri maupun bibi bapaknya atau ibunya, ataupun bibi salah 

satu kakeknya atau neneknya. Berdasarkan firman Allah swt.  

 

 �ۡ�َِ�ّ�ُ  �ۡ�ُ�ُٰ َ�َ�ٰ�ُُ�ۡ� وََ���
ۡ وَأَ

َ�ُٰ�ُ�ۡ� وَ�َ�َ��ُُ�� ��
ۡ أُ
َ ٱَ��َۡ�ُ�� �� �   

 
 
Artinya:“Diharamkan atas kamu (mengawini)ibu-ibumu; anak-

anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang 
perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; 
saudara-saudara ibumu yang perempuan…” (QS. An-Nisaa’: 
23)88 

Sedangkan tingkatan yang kedua atau yang tidak langsung dari 

keturunan kakek dan nenek ini tidak diharamkan. Seperti anak-anak 

perempuan bibi dan paman dari pihak bapak (sepupu), dan anak 
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perempuan paman dan bibi dari pihak ibu, karena mereka masuk ke 

dalam kandungan firman Allah swt.,   

�َۡ�ُٰ�ُ�ۡ�ۖ �َِ�َٰ�  ��َِّ��ءِٓ ٱِ�َ�  �ُۡ�ۡ�َ�َ�ُٰ� ٱ۞وَ   
َ
ِ ٱإِ�� َ�� َ��ََ�ۡ� � �� 

 �َۡ��َ ��ُِ�ٰ�َ�ۡ
َ
�ِ� ْ � وَرَاءَٓ َ�ٰ�ُِ�ۡ� أنَ �َ�ۡ�َُ��ا �� ��َُ� ���ِ

ۚ وَأُ ۡ��ُ
 ��َ�َ ۚ�َ�ِِ�ٰ�َ�ُ َ�ۡ�َ �َِ��ِۡ ��ُ�ُ���  َٔ ِ�ۡ�ُ��� َ�  ۦ�ِ�ِ  ۡ�َ�ۡ��َۡ��ُ�ٱ��

ُ��رَُ��� 
ۚ وََ� ُ��َ�حَ َ��َۡ�ُ�ۡ� �ِ�َ�� �ََ�َٰ�ۡ��ُ� �ِ�ِ  أُ ِ�ۢ� َ�ۡ�ِ�  ۦ�َ�ِ�َ�ٗ�
َ ٱإنِ�  �َۡ��ِ�َ��ِ� ٱ    �َ�نَ َ��ِ�ً�� َ�ِ��ٗ��  ��

 
Artinya:“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang 

bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki89 (Allah telah 
menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan 
dihalalkan bagi kamu selain yang demikian 90 ...” (QS. An-
Nisaa’: 24)91 

 Juga firman-Nya swt., dalam QS. al-Ahzab: 50  

��َ ��
َ
� ۡ��َ�ۡ�َ� �ََ� أزََۡ�َٰ�َ�  ��ِ�� ٱ َ��

ِٰ�ٓ ٱإِ���ٓ أَ ُ��رَُ��� وََ�� َ��ََ�ۡ� �َِ��ُ�َ�  ��
َ أُ

ءَاَ��ۡ�
�َ�ءَٓ 

ٓ أَ
� ُ ٱ�ِ�� ٰ�َِ� وَ�َ�َ�تِ  �� َ���َِ� وََ��َ�تِ  َ��َۡ�َ� وََ��َ�تِ َ�ّ�َِ� وََ��َ�تِ َ���

ِٰ� ٱَ�َٰ�ٰ�َِ�  ِ�ِّ إنِۡ أرََادَ  ۡ�َ�أةَٗ ٱوَ  َ��َ�ۡ�نَ َ�َ�َ�  �� ۡ��ِ�ًَ� إنِ وََ��َۡ� َ�ۡ�َ�َ�� �ِ���  ��ِ�� ٱ��
�َۡ� َ��ِۡ�َ�� َ�� �َ�َۡ�َ�� َ��َۡ��ِۡ� ِ�ٓ  �ُۡ�ۡ�ِ��َِ�ۗ ٱأنَ �َۡ��َ�ِ�َ�َ�� َ���َِ�ٗ� ��َ� ِ�� دُونِ 

�َۡ�ُٰ�ُ�ۡ� �َِ�ۡ�َ� �َُ��نَ َ��َ أزََۡ�ِٰ�ِ� 
َ
ُ ٱَ�َ�جٞۗ وََ�نَ  �َۡ� ۡ� وََ�� َ��ََ�ۡ� � َ�ُ��رٗ�  ��

   �ر�ِ��ٗ�� 

                                                             
89 Maksudnya: budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-

samanya 
   90 Ialah: selain dari macam-macam wanita yang tersebut dalam surat An Nisaa' ayat 23 dan 24. 

91 Ibid, h. 82. 



 

Artinya: “Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu 
isteri- isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan 
hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu 
peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, 
dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-
laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan 
bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu 
dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu 
yang turut hijrah bersama kamu… “ (QS. Al-Ahzab: 50)92 

Para perempuan yang diharamkan untuk dinikahi sebab hubungan 

kerabat terbagi menjadi tujuh bagian, yaitu ibu, anak perempuan, 

saudara perempuan, bibi dari pihak bapak, bibi dari pihak ibu, anak 

perempuan saudara laki-laki dan anak perempuan saudara perempuan. 

Hikmah pengharaman mereka itu adalah membangun sistem keluarga 

yang berlandaskan rasa cinta dan sayang yang murni, yang tidak 

dinodai oleh kepentingan. Dengan adanya pengharaman tersebut, 

terputuslah rasa tamak dan terwujudlah persatuan dan pergaulan yang 

murni. Maka, salah seorang dari perempuan tersebut akan 

menyebabkan terputusnya hubungan silaturahim akibat adanya 

pertengkaran dan perselisihan yang biasanya terjadi di antara pasangan 

suami-istri, dan yang menyebabkan terjadinya perbuatan yang haram, 

sebagaimana yang dikatakan oleh al-Kasani. Di samping itu juga 

membuat lemah keturunan dan timbulnya penyakit yang disebabkan 

oleh pernikahan antar kerabat. Berbeda dengan pernikahan yang 

dilakukan dengan orang yang memiliki hubungan yang jauh, yang 
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dapat melahirkan keturunan yang kuat, sebagaimana yang telah 

dibuktikan secara medis dan syariat. Dalam sebuah atsar disebutkan,  

  اِعْترَبُِـوْا وَلاَ تَضْوَوْا

 “Menjauhlah kalian agar lahir keturunan yang tidak lemah”93  

Maksudnya, nikahlah dengan wanita yang jauh (secara nasab) agar 

jangan sampai lahir keturunan yang lemah. 

 2)   Pengharaman akibat hubungan besanan 

Pengharaman yang bersifat abadi akibat hubungan perbesanan juga ada 

empat jenis: 

  a)  Istri orang tua  

Mereka itu adalah yang memiliki hubungan ‘ashabah ataupun yang 

mempunyai hubungan kerabat. Baik wanita tersebut sudah digauli 

ataupun belum digauli, seperti istri bapak dan kakek yang merupakan 

bapaknya bapak, ataupun bapaknya ibu.94 Berdasarkan firman Allah 

Swt:  

ْ َ�� �ََ�َ� ءَا�َ�ؤُُٓ�� ّ�َِ�  وََ�   ۥإِ�� َ�� �َۡ� َ��ََ�ۚ إِ���ُ  ��َِّ��ءِٓ ٱ�َ�ِ�ُ��ا
   �َ�نَ َ�ِٰ�َ�ٗ� وََ�ۡ�ٗ�� وََ��ءَٓ َ��ِ�ً� 

   

Artinya:“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah 
dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah 
lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci 
Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (QS. an-
Nisaa’: 22)95 

                                                             
93 Wahbah Zuhaili, Op.Cit, 
94  Ibid, h. 129. 
95  Kementerian Agama RI, Op.Cit, h. 82. 



 

 
Yang dimaksud dengan nikah dalam kata nakaha yang ada dalam ayat 

ini adalah akad, yang merupakan sebab pengharaman, tanpa 

memedulikan apakah perempuan tersebut telah digauli maupun belum 

digauli. Secara bahasa kata al-ab (bapak) juga berarti kakek dan nasab 

ke atasnya. Dengan berlandaskan ayat ini maka yang haram untuk 

dinikahi hanyalah istri bapak saja. Sedangkan anak perempuan dari 

perempuan tersebut ataupun ibunya tidak haram untuk dinikahi oleh si 

anak. Jika seseorang laki-laki menikahi seorang perempuan maka anak 

lelaki orang laki-laki ini boleh mengawini anak perempuan atau ibu 

dari perempuan tersebut. 

Sebab pengharaman adalah, memuliakan dan menghormati asal (orang 

tua dan nasab ke atasnya), serta mewujudkan kebaikan keluarga, dan 

mencegah kerusakan dari keinginan anak laki-laki terhadap isteri 

bapaknya, dalam kondisi pergaulan yang biasanya terjadi antara bapak 

dengan anak laki-lakinya. Dan biasanya keduanya tinggal dalam satu 

rumah. 

  b)  Istri anak 

Istri anak yaitu perempuan-perempuan ‘ashabah maupun yang 

memiliki hubungan kerabat. Baik perempuan tersebut sudah digauli 

maupun belum digauli, bahkan setelah terjadi perpisahan dengannya 

akibat perceraian maupu  kematian, seperti istri anak laki-laki, atau istri 



 

cucu dari anak laki-laki, atau istri cucu dari anak perempuan, dan nasab 

ke bawahnya.96 Berdasarkan potongan Qs. an-Nisaa’ ayat 23:  

 �ۡ�َِ�ّ�ُ  �ۡ�ُ�ُٰ َ�َ�ٰ�ُُ�ۡ� وََ���
َ�ُٰ�ُ�ۡ� وَ�َ�َ��ُُ��ۡ وَأَ ��

  َ��َۡ�ُ��ۡ أُ
 

\Artinya: ”...(Dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu 
(menantu)...” (QS. an-Nisaa’: 23)97 

 
  Akad perkawinan kepada perempuan ini adalah suatu akad yang batal, 

yang tidak menyebabkan timbulnya dampak apapun. Para ulama 

berkata, “ditetapkan pengharaman dengan akad yang sama terhadap 

wanita yang dinikahi oleh bapak, serta istri anak. Pengharaman ini 

ditetapkan dengan sekadar diadakannya akad terhadap wanita itu.” 

Mazhab Hanafi juga menggolongkan ke dalam pengharaman istri orang 

tua atau istri keturunan, perempuan yang telah digauli oleh orang tua 

maupun keturunan dengan zina ataupun pernikahan yang fasid (rusak); 

karena hanya sekedar melakukan persetubuhan sudah cukup untuk 

menetapkan hukum pengharaman  bagi seorang laki-laki. 

Tidak ada perbedaan jika anak laki-laki tersebut berasal dari hubungan 

nasab ataupun hubungan persusuan. Istri anak laki-laki atau istri cucu 

laki-laki dari anak perempuan akibat persusuan haram untuk selama-

lamanya bagi bapak dan kakek anak laki-laki tersebut. Sebagaimana 

                                                             
96 Wahbah az-Zuhaili, Loc.Cit. 
97 Kementerian Agama Republik Indonesia, Loc.Cit. 



 

diharamkan istri anak laki-laki yang berasal dari hubungan nasab.98 

Karena Nabi saw, bersabda: 

 سَبِ يحُْرمُِ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يحُْرمَُ مِنَ النَّ 

 “Diharamkan dari hubungan persusuan apa yang diharamkan dari 
hubugan nasab.”99 

Juga karena firman Allah pada  potongan ayat Al-Qur’an surah an-

Nisaa’ ayat 23 

ُٰ�ُ�ۡ� وََ�َٰ�ُٰ�ُ�ۡ�  ُ�ّ�َِ�ۡ�  َ�َ�ٰ�ُُ�ۡ� وََ���
ۡ وَأَ

َ�ُٰ�ُ�ۡ� وَ�َ�َ��ُُ�� ��
ۡ أُ

��ُ�َۡ��َ
ۡ�ِ� ٱوَ�ََ��تُ  ۡ�َخِ ٱوََ��َ�تُ 

ُ ۡ
�  �ُ�ُُ�ٰ�َ ��

ِٰ�ٓ ٱوَأُ ��  �َِ�ّ ��ُُ�ٰ�َ�َ
ۡ وَأَ

��َُ��ۡ�َ�
أَ

َ�َٰ��ِٱ َ�ُٰ� �َِ��ٓ�ُِ�ۡ� وَأُ  ��� ���   
Artinya:“...Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan 

bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan 
menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang 
bersaudara...” (QS. an-Nisaa’: 23)100 

 
  c)  Orang tua istri dan nasab ke atasnya 

Tanpa memedulikan apakah dia telah menggauli istrinya tersebut, 

ataupun tidak, seperti ibu mertua dan neneknya. Baik neneka dari pihak 

bapak ataupun dari pihak ibu. Dengan hanya sekedar terjadinya akad 

pernikahan, diharamkan orang tua istri ini kepada suami. Akad 

pernikahan kepada orang tua istri, walaupun telah terjadi perceraian 

dengannya, ataupun terjadi kematian, adalah merupakan akad yang 

batil. Berdasarkan firman Allah swt.,  

                                                             
98  Wahbah az-Zuhaili,Op.Cit, h. 128. 
99  HR. Jamaah dari Aisyah , dan ini adalah lafal Ibnu Majah, Nailul Authar: 6/217 
100 Kementerian Agama RI, Loc.Cit.  



 

 

 �ۡ�ُ�ُٰ َ�َ�ٰ�ُُ�ۡ� وََ���
َ�ُٰ�ُ�ۡ� وَ�َ�َ��ُُ��ۡ وَأَ ��

   �أُ

  

Artinya: “...Ibu-ibu isterimu (mertua)...”  (QS. an-Nisaa’: 23)101 

Dalam surah an-Nisaa’ ayat 23, mengenai para perempuan yang 

diharamkan disebutkan penjelasan para wanita yang diharamkan akibat 

hubungan besanan, setelah penjelasan para perempuan yang 

diharamkan akibat hubungan persusuan yang menciptakan hubungan 

bagaikan hubungan nasab.  

 

  d)  Keturunan istri dan nasab ke bawahnya 

Maksudnya anak-anak tiri, jika seseorang laki-laki telah menggauli 

istrinya. Jika dia belum menggauli istrinya, kemudian dia berpisah 

dengannya sebab perceraian, ataupun kematian, maka anak perempuan 

istri, atau seorang anak perempuan dari keturunannya tidak diharamkan 

untuk suami. Berdasarkan firman Allah Swt.:  

ُٰ�ُ�ۡ� وََ�َٰ�ُٰ�ُ�ۡ�  ُ�ّ�َِ�ۡ�  َ�َ�ٰ�ُُ�ۡ� وََ���
ۡ وَأَ

َ�ُٰ�ُ�ۡ� وَ�َ�َ��ُُ�� ��
ۡ أُ

��ُ�َۡ��َ
ۡ�ِ� ٱوَ�َ�َ�تُ  ۡ�َخِ ٱوََ�َ��تُ 

ُ ۡ
�  �ُ�ُُ�ٰ�َ ��

ِٰ�ٓ ٱوَأُ ��  �َِ�ّ ��ُُ�ٰ�َ�َ
ۡ وَأَ

��َُ��ۡ�َ�
أَ

َ�َٰ��ِٱ َ�ُٰ� �َِ��ٓ�ُِ�ۡ� وَأُ  ��� ���   
Artinya: “…anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri 
yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur 
                                                             

101 Ibid. 



 

dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak 
berdosa kamu mengawininya….” (QS. an-Nisaa’: 23)102 
 

Tanpa memperdulikan apakah anak perempuan tersebut tinggal di rumah 

suami ibunya, ataupun tidak. Sedangkan ikatan yang disebutkan di 

dalam ayat, yang dalam pemeliharaanmu, ini berdasarkan kondisi paa 

umumnya dalam perkara anak tiri, yaitu tinggal bersama ibunya. Maka 

menikahinya akan menyebabkan terputusnya hubungan silaturahim, baik 

anak tiri perempuan tersebut tinggal di rumah bapak tirinya ini maupun 

tidak. 

Menurut mazhab Hanafi juga dimasukkan ke dalam pengharaman asal 

istri dan keturunannya adalah asal dan keturunan perempuan yang telah 

digauli secara haram, atau yang mengandung syubhat. 

Dari uraian yang telah lalu kita perhatikan, dalam perempuan yang 

diharamkan akibat hubungan besanan, bahwa akad itu sendiri terhadap 

seorang perempuan membuat haram orang tuanya, kecuali keturunan 

istri. Para ahli fikih telah menetapkan satu kaidah yang tersohor 

berbunyi, “Akad pernikahan kepada anak perempuan membuat haram 

untuk menikahi ibunya. Dan menggauli ibu membuat haram untuk 

menikahi anak perempuan.” 

Yang menjadi sebab pembedaan ini adalah, sesungguhnya manusia 

mencintai anak laki-lakinya atau anak perempuannya sebagaimana dia 

mencintai dirinya sendiri. Berbeda halnya dengan rasa cintanya kepada 
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orang tua. Seorang ibu tidak akan merasa sakit seandainya bekas 

suaminya menikahi anak perempuannya setelah sebelumnya dia dinikahi 

olehnya. 

Hikmah pengaharaman akibat hubungan besanan sebagai yang 

dijelaskan oleh ad-Dahlawi 103  adalah, “Mencegah perselisihan dan 

pertikaian yang terkadang terjadi di antara sanak kerabat dari jenis ini 

dengan cara melepas hubungan seorang istri dengan suaminya atau 

dengan cara bertikai dengan suami.” 

Sebagaimana yang telah dijelaskan, mazhab Hanafi memasukkan 

beberapa perkara berdasarkan akad yang benar atau akibat persetubuhan: 

(1) Dalam kondisi menggauli perempuan tersebut dengan akad yang 

rusak, seperti pernikahan tanpa saksi. 

(2) Dalam kondisi menggauli perempuan berdasarkan syubhat. Seperti 

orang yang diberi perempuan lain yang bukan istrinya. Karena ada 

orang yang mengatakan kepadanya, bahwa perempuan ini adalah 

istrinya maka dia digauli perempuan tersebut berdasarkan perkataan 

orang lain. Kemudian setelah itu diketahui bahwa perempuan 

tersebut bukanlah istrinya yang tidak sempat dia lihat terlebih 

dahulu. Perempuan yang seperti ii dinamakan al-mar’atu al-

mazfuufah (perempuan yang diboyong). 

(3) Mazhab Hambali dan mazhab Hanafi juga memasukkan pendahuluan 

perbuatan zina, seperti ciuman, dan menyentuh dengan nafsu 
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syahwat masuk ke dalam jenis ini. Mereka berkata, pengaharaman 

akibat hubungan besanan ditetapkan dengan perbuatan zina, 

sentuhan, dan pandangan tanpa ada akad nikah, kepemilikan, serta 

perkara yang syubhat karena sentuhan dan pandangan adalah 

penyebab yang mengajak kepada persetubuhan. Demi kewaspadaan, 

perbuatan ini menempati posisi zina.104 

Berdasarkan pendapat ini, seorang laki-laki haram menikahi anak 

perempuannya dan saudara perempuannya yang lahir akibat perbuatan 

zina, serta cucu perempuan dari anak perempaunnya, serta anak 

perempuan saudara laki-lakinya dan saudara perempuan yang lahir 

akibat perbuatan zina. Jika seorang suami berzina dengan ibu mertuanya 

atau dengan anak perempuannya, maka istrinya menjadi haram untuknya 

untuk selama-lamanya. 

Mereka berdalil untuk pendapat mereka ini dengan dua dalil, yang 

pertama, hadits yang diriwayatkan bahwa ada seorang yang berkata, 

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah melakukan hubungan zina 

dengan seorang perempuan pada masa jahiliah, maka apakah aku boleh 

nikahi anak perempuannya?” Beliau menjawab, 

هَا   لاَ أرََى ذَلِكَ, وَلاَ يَصْلُحُ أَنْ تَـنْكِحَ امْرَأةَ تَطلِْعُ مِنِ ابْـنَتِهَا عَلَى مَا تَطَّلِعُ عَلَيْهِ مِنـْ
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“Itu tidak boleh, dan kamu tidak boleh menikahi seorang perempuan 
yang dari anak perempuannya kamu lihat apa yang kamu lihat dari 
dia”105 

Dalil yang kedua: sesungguhnya perbuatan zina menjadi sebab lahirnya 

anak maka ditetapkan pengharaman akibat hubungan zina diqiaskan 

kepada hubungan yang terjadi bukan yang berupa zina. Keadaan zina 

yang merupakan suatu perbuatan yang haram tidak memberikan 

pengaruh. Dengan dalil bahwa menggauli seorang perempuan 

berdasarkan akad fasid membuat terjadinya pengharaman akibat 

hubungan besanan sesuai dengan kesepakatan ulama, meskipun 

hubungan tersebut adalah hubungan yang haram.106 

Dalil ini dijawab, ini adalah qias ma’a al faariq (mengkiaskan dengan 

sesuatu yang berbeda) karena perbuatan zina harus dikenakan hukuman 

haad, dan tidak menyebabkan ditetapkannya hubungan nasab. Berbeda 

dengan hubungan yang terjadi akibat perkawinan. Oleh karena itu, Imam 

Syafi’i berkata kepada Muhammad Ibnu Hasan, “Sesungguhnya 

perkawinan adalah sebuah perkara yang terpuji, dan perbuatan zina 

adalah perbuatan yang harus dirajam, lalu bagaimana keduanya 

memiliki kesamaan? “ 

Mazhab Maliki dalam pendapatnya yang masyhur dan mazhab Syafii 

berpendapat, sesungguhnya perbuatan zina, memandang, dan 

menyentuh, tidak menyebabkan timbulnya pengharaman akibat 
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hubungan besanan. Maka barang siapa yang melakukan hubungan zina 

dengan seorang perempuan tidak haram baginya untuk menikahinya. 

Juga tidak haram untuk menikahi ibunya atau anak perempuannya. Dan 

perempuan yang dia zinahi tidak haram untuk menikah dengan bapak 

dam keturunan orang yang menzinahinya.107 

Jika seorang laki-laki berbuat zina dengan ibu mertuanya atau anak 

perempuan istrinya, maka perbuatannya ini tidak membuat haram 

istrinya untuk ia nikahi. Jika dia melakukan persetubuhan dengan budak 

laki-lakinya, maka perbuatannya ini tidak membuat haram ibu dan anak 

perempuan budak laki-laki tersebut baginya, akan tetapi makruh baginya 

untuk melakukan ini semua.108 

Mereka berlandaskan dengan empat dalil, yaitu: Yang pertama, 

sesungguhya ada yang pernah bertanya kepada Nabi saw. mengenai 

seorang laki-laki yang melakukan hibungan zina dengan seorang 

perempuan, lalu dia ingin menikahi perempuan tersebut, atau anak 

perempuannya, maka Rasulullah saw. bersabda: 

اَ تحُْرَمُ مَا كَانَ بنِِكَاحٍ    لاَ يحَْرُمُ الحَْلاَلُ الحْرَاَمَ أنمَِّ

“Perkara yang haram tidak membuat haram perkara yang halal, 
sesungguhnya yang diharamkan adalah yang terjadi akibat 
pernikahan.”109 

Ini adalah sebagaimana yang dikataka oleh ad-Dumairi, “Hadits ini 

menunjukkan kepada mazhab Syafi’i, bahwa sesungguhnya perbuatan 
                                                             

107 Ibid. 
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109 HR. Al-Baihaqi dari Aisyah, dan dia dha’ifkan hadits ini. Hadits ini juga diriwayatkan oleh 

Ibnu Majah dari Ibnu Umat 



 

zina tidak menyebabkan terjadinya pengharaman pernikahan akibat 

hubungan besanan. Sehingga orang yang melakukan zina boleh 

menikahi ibu perempuan yang dia zinahi.” 

Pendapat ini didukung oleh beberapa hadits yang lain. Di antaranya 

adalah,  

 الَزَّانيِ الْمَحْلُوْدَ لاَ يـَنْكِحُ ألاَّ مِثـْلَهُ 
”Orang yang melakukan zina yang terkena hukuman cambuk hanya 
boleh menikahi orang yang sepertiganya.”110  

Nabi saw. membacakan ayat bagi orang yang ingin mengawini seorang 

perempuan yang pernah melakukan perbuatan zina, “Dan perempuan 

yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau 

laki-laki musyrik.”111  

Yang kedua, hubungan besanan adalah sebuah kenikmatan. Karena 

hubungan ini membuat orang asing menjadi kerabat. Dan dalam hadits 

disebutkan,  

 الْمُصَاهَرةَُ لحَْمَةٌ كَلَحْمِ النَّسَبِ 
“Perbesanan memiliki hubungan bagaikan hubungan nasab”.112 

Sedangkan zina adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat, sehingga 

tidak menjadi sebab terwujudnya kenikmatan.113  

Yang ketiga, tujuan dari penetapan pengharaman pernikahan akibat 

hubungan perbesanan adalah memutus rasa tamak antara orang laki-laki 

                                                             
110 HR. Ahmad dan Abu Dawud, dia berkata dalam Fathul Baari, para perawinya adalah orang 

yang terpercaya. 
111 Ibid, h. 131. 
112 Ibid. 
113 Ibid. 



 

dan perempuan, untuk mewujudkan rasa dekat dan cinta. Serta persatuan 

yang murni yang tidak memiliki unsur kecurigaan. 

Sedangkan perempuan yang dizinai adalah orang asing bagi orang yang 

menzinahinya, dan tidak memiliki ikatan syariat kepadanya. Serta tidak 

ada hubungan waris mewarisi di antara keduanya. Dia juga tidak 

memiliki kewajiban untuk menikahinya, serta tidak ada jalan untuk 

bertemu dengannya, maka baginya dia bagaikan wanita asing lainnya, 

maka tidak ada landasan untuk menetapkan pengharaman akibat 

hubungan perzinaan.114 

Yang keempat, firman Allah Swt 
 

 ٰ � وَرَاءَٓ َ� �� ��َُ� ���ِ
ِۡ��َِ� َ�ۡ�َ ُ�َ�ٰ�ِِ�َ�ۚ وَأُ �� ��ُِ�ٰ�َ�ۡ

َ
   ��ُِ�ۡ� أنَ �َ�َۡ�ُ��اْ �ِ�

Artinya: “...Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian...”115 (QS. 
an-Nisaa’: 24)116 

Yang menunjukkan secara terang-terangan penghalalan pernikahan 

selain para perempuan yang telah disebutkan sebelumnya. Perempuan 

yang dizinai tidak termasuk ke dalam golongan mereka maka dia masuk 

ke dalam golongan perempuan umum yang boleh dinikahi. 

3).  Pengharaman akibat hubungan sesusuan 

Para perempuan yang diharamkan akibat hubungan persusuan adalah sama 

dengan para perempuan yang diharamkan akibat hubungan nasab. Mereka 

adalah emat jenis dari segi hubungan nasab. Dan empat jenis dari segi 

                                                             
114 Ibid.  
115 Selain dari macam-macam wanita yang tersebut dalam surat an-Nisaa' ayat 23 dan 24. 
116 Kementerian Agama RI, Op.Cit, h. 82. 



 

hubungan besanan. Sehingga keseluruhannya menjadi 8 (delapan).117 Dalil 

pengharamannya adalah firman Allah swt, 

 

َ�ُٰ� �َِ��ٓ�ُِ�ۡ� وَرََ��  ��
ِٰ� ٱ�ُِ�ُ�ُ� وَأُ ِٰ� ٱِ� ُ�ُ��رُِ�� ّ�ِ� �َِّ��ٓ�ُِ�ُ�  �� دََ��ۡ�ُ�  ��

 �ُ�ُِ�ٓ��َ�ۡ
َ
ِ��َ ٱ�ِِ��� �َ�نِ ��ۡ� �َُ���ُ�اْ دََ��ُۡ�� �ِِ��� �ََ� ُ�َ��حَ َ��َۡ�ُ�ۡ� وََ�َ���ُِ� � �� 

ۡ�َ�ٰ�ُِ�ۡ� وَأنَ َ�َۡ�ُ��اْ َ�ۡ�َ 
ۡ أَ

ۡ��َۡ�ِ ٱِ��
ُ ۡ
َ ٱ ن� ۡ� َ��ََ�ۗ إِ إِ�� َ�� �َ  � َ�نَ َ�ُ��رٗ�  ��

   �ر�ِ��ٗ�� 
Artinya: “…ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan 

sepersusuan…” (QS. an-Nisaa’: 23).118  

 Dan sabda Rasulullah saw.  

   يحُْرَمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يحُْرَمُ مِنَ النَّسَابِ 

 “Diharamkan akibat susuan apa yang diharamkan akibat hubungan 
nasab”119  

Sebagaimana diharamkan para perempuan kerabat akibat persusuan, 

diharamkan juga para perempuan kerabat akibat hubungan besanan, 

diqiaskan dengan hubungan nasab. Dengan mengambil pemahaman ayat 

dan hadits yang telah disebutkan, timbullah kaidah, “ Diharamkan akibat 

hubungan persusuan apa yang diharamkan akibat hubungan nasab dan 

hubungan besanan”.   

Golongan perempuan yang diharamkan akibat hubungan susuan ada 

delapan, yaitu sebagaimana berikut ini: 

                                                             
117 Wahbah Az-Zuhaili, Op.Cit, h. 132.  
118 Kementerian Agama RI, Op.Cit, h. 80.  
119 HR. Jamaah dari Aisyah.  



 

Pertama, ibu seseorang dari susuan dan nasab ke atasnya, yaitu ibu susuan 

dan para nenek. 

Kedua, keturunan dari susuan dan nasab di bawahnya. Mereka adalah 

anak perempuan susuan dan anak perempuannya, cucu perempuan anak 

laki-laki susuan, dan anak perempuannya meskipun turun. 

Ketiga, keturunan kedua orang tua dari susuan. Yaitu, saudara-saudara 

perempuan dari susuan , dan keponakan perempuan dari anak laki-laki 

susuan serta anak perempuannya meskipun turun. 

Keempat, keturunan langsung kakek dan nenek dari susuan. Yaitu, bibi 

dari pihak bapak, dan bibi dari pihak ibu susuan. 

Bibi dari pihak bapak susuan adalah saudara perempuan suami si tukang 

menyusui, sedangkan bibi dari pihak ibu susuan adalah saudara 

perempuan si tukang menyusui. Tidak diharamkan keturunan bibi dan 

paman dari pihak bapak susuan, dan keturunan bibi dan paman dari pihak 

ibu susuan, sebagaimana tidak diharamkan dari hubungan nasab. 

Kelima, ibu mertua dan neneknya dan susuan dan nasab ke atasnya. 

Meskipun telah terjadi persetubuhan dengan istri ataupun tidak. 

Keenam, istri bapak, dan istri kakek dari susuan dan nasab ke atasnya. 

Meskipun bapak dan kakek telah menggaulinya ataupun tidak. 

Sebagaimana diharamkan untuknya istri bapak nya dari hubungan nasab. 

Ketujuh, istri anak, istri cucu dari anak laki- laki dan anak perempuan 

susuan, dan nasab di bawahnya. Meskipun anak telah menggaulinya istri 



 

istrinya ataupun tidak. Sebagaimana diharamkan baginya istri anak- 

anaknya dari hubungan nasab. 

Kedelapan, anak perempuan istri dari susuan, dan cucu perempuan dari 

anak-anaknya dan nasab dibawahnya, jika istri telah digauli. Jika dia 

belum digauli, keturunannya dari susuan tidak haram untuk dinikahi oleh 

bekas suaminya, sebagaimana halnya kondisi keturunan secara nasab.120 

b. Wanita yang Haram Dinikahi Karena Sumpah Li’an 

Seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina tanpa mendatangkan 

empat orang saksi, maka suami diharuskan bersumpah empat kali dan yang 

kelima dilanjutkan dengan menyatakan bersedia menerima laknat Allah 

apabila tindakannya itu dusta. Istri yang mendapat tuduhan itu bebas dari 

hukuman zina kalau mau bersumpah seperti suami di atas empat kali dan yang 

kelima diteruskan bersedia mendapat laknat bila tuduhan suami itu benar. 

Sumpah demikian disebut sumpah li’an. 121  Apabila terjadi sumpah li’an 

antara suami istri maka putuslah hubungan perkawinan keduanya untuk 

selama-lamanya. Keharaman ini didasarkan pada firman Allah dalam surat an-

Nur ayat 6-9: 

  

                                                             
120 Ibid, h. 132. 
121 Nasruddin, Fiqh Munakahat, (Bandar Lampung: CV TeamMsBarokah, 2015), h. 136. 



 

 

ِ��َ ٱوَ  ��  �ِۡ��ِ�َ
ةُ أَ َ

�ٰ�َ�ََ� �ۡ�ُ�ُ�ُ�
ٓ أَ �ُ�ۡ� ُ�َ�َ�اءُٓ إِ�� �َۡ�ُ��نَ أزََۡ�َٰ�ُ�ۡ� وَ�َۡ� �َُ�� �

ِ �أرََۡ�ُ� َ�َ�َٰ�تٰ� �ِ  ِٰ��ِ�َ ٱ�َِ�َ�  ۥإِ���ُ  �� ِ ٱأنَ� �َۡ�َ�َ�  ۡ�َ�ِٰ�َ��ُ ٱوَ � ��� َ��َ�ۡ�ِ إنِ  ��
ْ  � �َۡ�ِٰ��ِ�َ ٱَ�نَ ِ�َ�  ِ  �َۡ�َ�ابَ ٱَ�ۡ�َ��  وََ�ۡ�رَؤُا ِ �أنَ �َۡ�َ�َ� أرََۡ�َ� َ�َ�َٰ�تٰ� �  ۥإِ���ُ  ��

ِ ٱأنَ� َ�َ�َ�  �َۡ�ِٰ�َ��َ ٱوَ  � �َۡ�ِٰ��ِ�َ ٱ�َِ�َ�  ٰ ٱَ��َۡ�َ��ٓ إنِ َ�نَ ِ�َ�  �� ��� َ�ِ��ِ �   
Artinya:”Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka 
tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka 
persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, 
sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan 
(sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk 
orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan fari hukuman 
oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah. Sesungguhnya 
suaminyaitu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan 
(sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu 

termasuk orang-orang yang benar” (QS. Al-Nur [24]: 6-9)122 

c. Wanita yang Haram Dinikahi Tidak untuk Selamanya (Larangan yang 

Bersifat Sementara) 

Wanita-wanita yang haram dinikahi tidak untuk selamanya (bersifat 

sementara) adalah sebagai berikut: 

1) Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam 

waktu yang bersamaan; maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu 

yang bersamaan. Keharaman mengumpulkan wanita dalam satu waktu 

perkawinan itu disebutkan dalam lanjutan surat Al-Nisa’ayat 23: 
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ِٰ� ٱ ��  �ُِ� ْ دََ��ُۡ�� �ِِ��� �ََ� ُ�َ��حَ َ��َۡ�ُ�ۡ� وََ�َ�� دََ��ُۡ�� �ِِ��� �َ�نِ ��ۡ� �َُ���ُ�ا

 �ُ�ُِ�ٓ�َ��ۡ
َ
ِ��َ ٱ� ۡ�َ�ٰ�ُِ�ۡ� وَأنَ َ�َۡ�ُ��اْ َ�ۡ�َ  ��

ۡ أَ
ۡ�َ�ۡ�ِ ٱِ��

ُ ۡ
 ن� إِ�� َ�� �َۡ� َ��ََ�ۗ إِ  �

َ ٱ    �َ�نَ َ�ُ��رٗ� ر�ِ��ٗ��  ��
 

Artinya: “...(Dan diharamkan atas kamu) menghimpunkan (dalam 
perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang 
telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS.an-Nisa’[4]: 23).123 

 
Hal ini didasarkan pula kepada hadis Muttafaq ‘Alaih (al-Bukhari dan 

Muslim) riwayat dari Abu Hurairah:  

وَ عَمَّتِهَا وَ بَـينَْ المرَأةَِ وخَا لتَِهَا (متفق  قالَ رَسُولُ االلهِ صلعم لاَتحُْمَعُ بَـينَْ المرَْأَةِ 

  124)عليه

Artinya:  “Rasulullah Saw. bersabda: Tidak bisa dikumpulkan (dimadu) 
antara  seorang  perempuan dan paman perempuannya 
(‘ummah), dan antara seorang perempuan dengan bibi 
(khalah) nya”. (Muttafaq ‘alaih)125 

 
Keharaman mengumpulkan dua wanita dalam satu perkawinan ini juga 

diberlakukan terhadap dua orang yang mempunyai hubungan keluarga 

bibi dan kemenakan. Larangan ini dinyatakan dalam sebuah hadis Nabi 

riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah: 

ا خَ وَ  ةِ أَ رْ مَ الْ  ينَْ ب ـَ ا وَ هَ تِ مَّ عَ ةِ وَ أَ رْ مَ الْ  ينَْ ب ـَ عُ مَ يجَْ  نْ نبي صلى االله عليه وسلم �ى اَ ان ال

اهَ تِ لَ    

                                                             
123 Hasbi Ash-Siddieqi, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Op.Cit., h.120. 
124Al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, Bulughul Maraam, (Mekah: Darul Ulum, 1478H) , h. 206. 
125 Ahmad Rofiq,  Hukum Perdata Islam di Indonesia. Op.Cit. h, 107. 



 

 

Artinya:”Sesungguhnya Rasulullah Saw. melarang mengumpulkan 
(sebagai  istri) antara seorang wanita dengan ‘ammah atau 
khalah (bibinya). 

 
Apabila mengawini mereka berganti-ganti, seperti seorang laki-laki 

mengawini seorang wanita, kemudian wanita tersebut meninggal atau 

dicerai, maka laki-laki itu boleh mengawini adik atau kakak perempuan 

dari wanita yang telah meninggal dunia tersebut. 

2) Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain haram dinikahi oleh 

seorang laki-laki. Keharaman ini disebutkan dalam surat an-Nisa ayat 24: 

�َۡ�ٰ�ُُ�ۡ�ۖ �َِ�َٰ�  ��َِّ��ءِٓ ٱِ�َ�  �ُۡ�ۡ�َ�َ�ُٰ� ٱ۞وَ 
َ
ِ ٱإِ�� َ�� َ��ََ�ۡ� � ��  ���ِ

ۚ وَأُ ۡ
��ُ�َۡ��َ

 ۚ�َ�ِِ�ٰ�َ�ُ َ�ۡ�َ �َِ��ِۡ �� ��ُِ�ٰ�َ�ۡ
َ
� وَرَاءَٓ َ�ٰ�ُِ�ۡ� أنَ �َ�َۡ�ُ��اْ �ِ�    �ا �َُ�� ��

 
Artinya:“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) waita yang 

bersuami...” (QS. an-Nisa ayat 24)126 
 

3) Wanita yang sedang dalam iddah baik iddah cerai maupun iddah ditinggal 

mati. Berdasarkan firman Allah surat al-Baqarah ayat 228 dan 234 

� وََ� َ�ِ�� �َُ��� أنَ �َۡ�ُ�ۡ�َ�  �ُۡ�َ���َ�ُٰ� ٱوَ  �ُ�ِ�ِ��� �ََ�َٰ�َ� �ُُ�وءٖٓ
َ
�ِ� �َ�ۡ�� َ�َ�َ

ُ ٱَ�� َ��ََ�  ��  ِ ِ �ِ�ٓ أرََۡ��ِ�ِ��� إنِ ُ��� �ُۡ�ِ��� �  �ِ�ِ�� ٱ ۡ�َ�مِۡ ٱوَ  ��
َ��� �َِ�دِّ�ِ�� ِ� َ�ٰ�َِ� إنِۡ أرََ 

ْ وَُ�ُ��َ�ُُ��� أَ ۚ وَ�َُ��� ِ�ۡ�ُ�  ادُوٓا ِيٱإِۡ�َ�ٰٗ�� �� 
 ِ ُ ٱوَ�ِ��َِّ��لِ َ��َۡ�ِ��� دَرََ�ٞ�ۗ وَ  �َۡ�ۡ�ُ�وفِ� �َ��َۡ�ِ��� � ��  �ٌ��ِ�َ �ٌ�ِ��َ�   
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ِ��َ ٱوَ  �ُ�ِ�ِ��� أرََۡ�َ�َ�  ��
َ
�ِ� �َ�ۡ�� ُ�َ�َ���ۡ�نَ ِ��ُ�ۡ� وََ�َ�رُونَ أزََۡ�ٰٗ�� َ�َ�َ

َ��َُ��� �ََ� ُ�َ��حَ َ�َ��ُۡ�ۡ� �ِ�َ�� َ�َ��َۡ� ِ�ٓ 
َ أَ

ۖ� �َ�ذَِا �َ�َۡ�� ۡ�ُ��ٖ وََ�ۡ�ٗ
أَ

 ِ � ���ِ�ِ�ُ�
أَ

ُ ٱوَ  �َۡ�ۡ�ُ�وفِ� �    � �َِ�� َ�ۡ�َ��ُ�نَ َ��ِ�ٞ  ��
 

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri 
(menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa 
yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada 
Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam 
masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah, dan 
para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya 
menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu 
tingkatan kelebihan daripada isterinya, dan Allah Maha Perkasa lagi 
Maha Bijaksana.” (al-Baqarah: 228)127 

ِ��َ ٱوَ  ��  ���ِ�ِ�ُ�
َ
�ِ� �َ�ۡ�� أرََۡ�َ�َ� ُ�َ�َ���ۡ�نَ ِ��ُ�ۡ� وََ�َ�رُونَ أزََۡ�ٰٗ�� َ�َ�َ

َ��َُ��� �ََ� ُ�َ��حَ َ�َ��ُۡ�ۡ� �ِ�َ�� َ�َ��َۡ� ِ�ٓ 
َ أَ

ۖ� �َ�ذَِا �َ�َۡ�� ۡ�ُ��ٖ وََ�ۡ�ٗ
أَ

 ِ � ���ِ�ِ�ُ�
ُ ٱوَ  �َۡ�ۡ�ُ�وفِ� �أَ    ��َِ�� َ�ۡ�َ��ُ�نَ َ��ِ�ٞ  ��

 
Artinya:“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan 

meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) 
menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. 
kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu 
(para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka 
menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”( 
al-Baqarah: 234)128 
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4) Wanita yang ditalak tiga haram kawin lagi dengan bekas suaminya, 

kecuali kalau sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungan 

kelamin serta dicerai oleh suami terakhir itu dan telah habis masa 

iddahnya berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229-230. 

5) Wanita yang sedang melakukan ihram baik ihram umrah maupun ihram 

haji tidak boleh dikawini. Hal ini berasarkan Hadis Nabi Saw. Yang 

diriwayatkan oleh Iman Muslim dan Utsman bin Affan: 

129لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب (رواه مسلم  عن عتمان بن عفان)  

Artinya:“Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh 
menikahkan, dan tidak boleh pula meminang.” 

6) Wanita musyrik, haram dinikah. Maksud wanita musyrik ialah yang 

menyembah selain Allah. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah dalam 

surat al-Baqarah ayat 24. 

ْ وَ�َ� َ�ۡ�َ��ُ�اْ �َ  �َ�نِ ْ ���ۡ� َ�ۡ�َ��ُ�ا ُ��ا ۖ ٱوَ  ���سُ ٱوَ�ُ�دَُ��  ��ِ� ٱ ���رَ ٱ ��  ۡ�َِ��رَةُ
تۡ �ِ�َۡ�ٰ�ِ�ِ�َ�  ���ِ

   �أُ
  

Artinya: “Maka jika kamu tidak dapat membuat(nya) - dan pasti kamu 
tidak akan dapat membuat(nya), peliharalah dirimu dari neraka 
yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi 
orang-orang kafir.” (QS. Al-Baqarah: 24)130 

Adapun wanita Ahli Kitab, yakni wanita Nasrani, Allah berfirman dalam 

surat al-Maidah ayat 5 

 
                                                             

129 al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, Op.Cit, h. 206. 
130 Kementerian Agama RI. Op.Cit, h..4. 



 

:  

ِ��� �َُ�ُ�  ۡ�َ�مَۡ ٱ
ّ�َِ�ُٰ�ۖ ٱأُ ِ��َ ٱوََ�َ��مُ  ��� ��  ْ ِ�ّ�ٞ ��ُ�ۡ�  �ِۡ�َ�َٰ� ٱأوُ�ُ�ا

�َِ�  �ُۡ�ۡ�َ�َ�ُٰ� ٱوَ  �ُۡ�ۡ�ِ�َ�ِٰ� ٱِ�َ�  �ُۡ�ۡ�َ�َ�ُٰ� ٱوََ�َ��ُ�ُ�ۡ� ِ�ّ�ٞ ��ُ�ۡ�ۖ وَ 
ِ��َ ٱ ��  ْ ٓ ءَا�َ�ۡ�ُُ��ُ��� أُ  �ِۡ�َ�َٰ� ٱأوُ�ُ�ا ُ�ِۡ��َِ�  �رَُ��� �ُ ِ�� َ�ۡ��ُِ�ۡ� إذَِا

 ِ ۡ�َ�انٖ� وََ�� �َۡ�ُ�ۡ� �
يٓ أَ ِ

�َ�ٰ�ِ �َ�ۡ�َ ُ�َ�ٰ�ِِ�َ� وََ� ُ���ِ�� ِ�ۡ  �َِ��َ �ۡ�َ�َ
   � �َۡ�ِٰ�ِ��َ ٱِ�َ�  �ِ�َ�ةِ ٱوَُ�َ� ِ�  ۥَ�َ��ُ�ُ 

Artinya:”Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan 
(sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan 
makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) 
wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman 
dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang 
diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka 
dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) 
menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman 
(tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di 

hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.” (QS. al-Maidah: 5)131 

Larangan menikah dengan seseorang yang berbeda agama atau dengan 

orang yang tidak beragama Islam, di tegaskan oleh Allah Swt. Di dalam 

Al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 221: 

ۡ�ِ��ٌَ� َ�ۡ�ٞ ّ�ِ� �ُۡ�ۡ�َِ�ِٰ� ٱ�َ�ِ�ُ��اْ  وََ�  �� �ٞ�َ
َ َ
ۚ وَ� ���ِ�ُۡ� ٰ ���َ  ٖ��َِ�ۡ ��

 ْ ۡ�َ�َ�ۡ�ُ�ۡ�ۗ وََ� �ُ�ِ�ُ��ا
ۡ أَ

ۡ�ِ�ٌ�  �ُۡ�ۡ�ِ�ِ�َ ٱوَ�َ� �� �ٞ�ۡ�َ ْۚ وَ�َ ٰ �ُۡ��ُِ��ا ���َ
ۡ�َ�َ�ُ�ۡ�ۗ أوَُْ���َِ� �َ�ۡ 

ۡ أَ
ۡ�كِٖ وَ�َ� ُ ٱوَ  ���رِ� ٱإَِ�  ُ��نَ َ�ۡ�ٞ ّ�ِ� �� �� 

                                                             
131 Ibid, h. 107. 



 

ْ إَِ�  ���ِٱ�َۡ�ُ�ٓ�ا ُ ءَاَ�ٰ�ِ�ِ ۖۦ �ِ�ذِۡ�ِ�ِ �َۡ�ۡ��َِ�ةِ ٱوَ  ۡ�َ �ِ����سِ �ََ���ُ�ۡ�  ۦوَُ��َّ�ِ
ُ�ونَ  ���ََ��َ�   
 

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum 
mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih 
baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan 
janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan 
wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya 
budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia 
menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah 
mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah 
menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada 
manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (QS. al-Baqarah 
[2]: 221).132 

Ayat di atas mengisyaratkan agar umat Islam sedapat mungkin tidak 

melakukan perkawinan antar agama, karena pertimbangan madlaratnya 

lebih besar dari manfaatnya. Betapapun, antara pemeluk Islam dan selain 

Islam, terdapat perbedaan prinsip, yang tidak jarang justru menjadi pemicu 

munculnya konflik dalam rumah tangga. Ini tentu tidak dikehendaki oleh 

pasangan suami-istri dalam mengarungi bahtera keluarga.133 

  Berdasarkan uraian di atas, maka wanita yang dilarang untuk dinikahi 

laki-laki menurut hukum Islam berjumlah dua puluh tiga (23). Oleh karena 

itu, khusus larangan menikah satu kantor tidak termasuk dalam perkawinan 

yang dilarang dalam hukum Islam. Begitu juga di dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Larangan 
                                                             

132 Ibid, h. 35.  
  133 Ahmad Rofiq,  Op.Cit, h.111. 



 

menikah dalam waktu selama-lamanya diatur dalam Pasal 39 Kompilasi 

Hukum Islam, yaitu sebagai berikut: 

  Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan 

seorang wanita disebabkan: 

1. Karena pertalian nasab: 

a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya 

atau keturunannya. 

b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu. 

c. Dengan seorang waita saudara yang melahirkannya. 

2. Karena pertalian kerbat semenda: 

a. Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya. 

b. Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya. 

c. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali 

putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al 

dukhul. 

d. Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya. 

3. Karena pertalian sesusuan: 

a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus 

ke atas. 

b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis luruh 

ke bawah. 

c. Dengan seorang waita saudara perempuan dan kemenakan sesusuan ke 

bawah. 



 

d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas. 

e. Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.134 

  Adapun larangan perkawinan yang sewaktu-waktu sementara, dijelaskan 

dalam Pasal 40 KHI: 

 Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang 

wanita karena keadaan tertentu: 

a. Karena wanita yang bersangkutan masih satu perkawinan dengan pria lain. 

b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain. 

c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.135 

 Pasal 41 menjelaskan larangan kawin karena pertalian nasab dengan 

perempuan yang telah dikawini, atau karena sepersusuan. 

 (1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang 

mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan isterinya: 

a. Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya. 

b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya. 

 (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya 

telah ditalak raj’i, tetap masih dalam masa iddah.136 

   Larangan kawin juga berlaku bagi seorang laki-laki yang telah beristeri 

empat dan masih terikat dalam tali perkawinan atau ditalak raj’i yang masih 

dalam masa iddah. Hal ini diatur dalam Pasal 42 KHI sebagai berikut: 

                                                             
134Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Edisi Revisi, (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2013) , h. 105. 
135 Ibid, h. 106  
136 Ibid. 



 

 “Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang 

wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang 

keempat empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak 

raj’I ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan 

sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj’i.”137 

  Larangan perkawinan terhadap isteri yang telah ditalak tiga dan dili’an 

diatur dalam Pasal 43 KHI: 

(1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria: 

a. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali. 

b. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili’an. 

 (2)  Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas isteri tadi 

telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba’da 

dukhul dan telah habis masa iddahnya. 

Selanjutnya Pasal 44 KHI menegaskan bahwa : “Seorang wanita Islam 

dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak 

beragama Islam.”138 

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, larangan perkawinan diatur dalam Pasal 8 yaitu sebagai berikut:   

a. Berhubungan darah dalan garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;  

                                                             
137 Ibid, h. 110. 
138 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Cetakan ke-I (Bandar 

Lampung: Gunung Pesagi, 1996), h. 14-17.  



 

b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara 

saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara 

seorang dengan saudara neneknya;  

c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak 

tiri;  

d. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;  

e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari 

isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;  

f. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang 

berlaku dilarang kawin.  

 Selajutnya dalam Pasal 9 139  diatur mengenai larangan kawin bagi 

seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain dan dalam 

Pasal 10 140  mengatur tentang larangan kawin bagi perempuan yang telah 

ditalak tiga oleh suaminya.141 

 

 

 

 

 

                                                             
139  Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan: “Seseorang yang masih terikat tali perkawinan 

dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan 
Pasal 4 Undang-Undang ini.” 

140 Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan: “ Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin 
lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya maka di antara mereka tidak boleh 
dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hokum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu 
dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.: 

141 Ibid, h. 113-114. 



 

B. Pertimbangan Mashlahat Terhadap Perkawinan Satu Kantor 

 Pengertian Mashlahah dalam bahasa arab berarti perbuatan yang mnedorong 

kepada kebaikan manusia.142Salah satu objek penting dalam ijtihad ialah konsep 

mashlahat yang merupakan metode hukum dan alat untuk mencapai tujuan hukum 

Islam (Mqashid syrai’ah). Dikalangan ulama ushul dan ulama fiqih, mashlahat 

dipandang sebagai salah satu metode hukum yang mendominan untuk digunakan 

oleh para ulama dalam menetapkan hukum syara’, khususnya masalah-masalah 

hukum yang secara tidak tegas diatur dalam nash. Walaupun kedudukan 

mashlahat dianggap dalil hukum yang bersifat zhanni, akan tetapi terkadang 

kedudukan mashlahat diposisikan lebih tinggi dari metode hukum lainnya, seperti 

ijma’, qiyas, istihsan, istishab, sadd adz-adzariah, syar’u man qablana, dan urf 

yaitu dalam beberapa masalah-masalah hukum mu’amalah.143 

 Mashlahat merupakan salah satu metode penetapan hukum syara’ yang 

dilakukan dalam proses ijtihad (pengambilan keputusan hukum) yang lebih 

banyak menekankan pada aspek mendahulukan kemashlahatan dan meniadakan 

mudharat. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyyah  جَلْبُ الْمَنْفَعَة وَدَفْعُ المَفْسَدَة (menarik 

kemanfaatan dan menolak kemudaratan. 144  Namun, setiap mashlahat yang 

bertentangan dengan Al-qur’an, sunnah atau ijma’ dapat menjadi batal. Sebab, 

                                                             
142 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih,(Jakarta: Amzah, 

2005) h. 200.  
143 Abdul Hamid, “Aplikasi Teori Mashlahah (Mashlahah) Najm Al-Din Al-Thufi Dalam 

Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis di Bank Syari’ah”, Jurnal Al-‘Adalah, Vol. XII, No. 4 
Desember 2015, (Bandung: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung), h. 729 
(on-line), tersedia di http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/210/358 (1 
Desember 2018 ), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 

144 Hasbi as-Shiddiqi, Falsafah Hukum Islam, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 171-
171. 



 

untuk menjadikan mashlahat sebagai metode penetapan hukum syara’, hendaknya 

tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih kuat, dapat diterima oleh akal 

sehat, berlaku umum dalam urusan mu’amalah serta disepakati oleh kebanyakan. 

Maka, jika tidak memenuhi empat syarat tersebut, dengan sendirinya mashlahat 

itu menjadi gugur/ tertolak.145 

 Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan dibuatnya sebuah peraturan ialah 

dalam rangka mewujudkan suatu kemashlahatan. Dalam hal ini, tujuan dibuatnya 

peraturan mengenai larangan menikah satu kantor oleh perusahaan yang 

dituangkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja 

bersama adalah untuk menghindari konflik kepentingan suami isteri, korupsi, 

kolusi dan nepotisme (KKN) serta menjaga profesionalitas pekerja. Namun 

peraturan tersebut dibatalkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dengan 

dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 tentang 

Pembatalan Larangan Menikah Satu Kantor yang tujuannya untuk menjamin dan 

melindungi hak asasi manusia (pekerja) khususnya hak untuk mendapatkan 

pekerjaan serta haknya untuk menikah dengan siapapun melalui perkawinan yang 

sah.  

 Dengan demikian baik peraturan yang dibuat oleh perusahaan maupun 

putusan yang dikeluarkan Hakim Mahkamah Konstitusi, keduanya sama-sama 

mempunyai tujuan untuk mencapai kemashlahatan bersama walaupun disisi lain 

masing-masing peraturan tersebut mempunyai kekurangan.  

   

                                                             
145 Ibid. 



 

BAB III 

UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DAN  

MAHKAMAH KONSTITUSI  

 
A. Undang- Undang Ketenagakerjaan 

4.Pengertian Ketenagakerjaan dan Dasar Hukum Undang-Undang 

Ketenagakerjaan  

a. Pengertian Ketenagakerjaan 

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja 

pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. 146  Sedangkan yang 

dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan 

pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi 

kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 147 Pengertian tenaga kerja 

menurut  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

tersebut sejalan dengan pengertian tenaga kerja menurut konsep 

ketenagakerjaan pada umumnya sebagaimana ditulis oleh Payman J. 

Simanjuntak bahwa pengertian tenaga kerja atau manpower adalah mencakup 

penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja dan 

yang melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga148 

Berikut pendapat beberapa ahli hukum mengenai pengertian Hukum 

Ketenagakerjaan di Indonesia: 

                                                             
146 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat (1).  
147 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat (2). 
148 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2014) , h. 28. 



 

Neh van Asveld menegaskan bahwa Hukum Ketenagakerjaan adalah 

hukum yang bersangkutan dengan pekerjaan di dalam hubungan kerja dan di 

luar hubungan kerja.149 

Menurut Molenaar Hukum Ketenagakerjaan ialah bagian dari hukum yang 

berlaku di suatu negara, yang pada pokoknya mengatur hubungan antara 

buruh dengan buruh dan antara buruh dan penguasa.150 

Menurut Soetiksno memberikan pendapat mengenai Hukum 

Ketenagakerjaan yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan hukum 

mengenai hubungan kerja yang mengakibatkan seorang secara pribadi 

ditempatkan di bawah pimpinan (perintah) orang lain dan keadaan-keadaan 

penghidupan yang langsung bersangkut-paut dengan hubungan kerja tersebut. 

Pengertian Hukum Ketenagakerjaan/perburuhan menurut Imam Soepomo 

diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan, baik peraturan tertulis 

maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang 

bekerja pada orang lain dengan menerima upah.151 

Maka dapat kita ketahui bahwa ketenagakerjaan ialah segala sesuatu yang 

berkaitan dengan hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh serta perturan 

yang mengikat keduanya. 

 

 
 

b. Dasar Hukum Ketenagakerjaan  
                                                             

149 Ibid.  
150 Ibid. 
151 Sapoetra Karta, dkk, Hukum Perburuhan Indonesia Berlandaskan Pancasila, Cetakan IV, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 15  



 

Berdasarkan penjelasan diatas, pengaturan hak-hak pekerja sangat penting 

dalam kehidupan industri Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang 

Ketenagakerjaan sebagai penjabaran dari Pancasila sebagai falsafah Bangsa 

Indonesia dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai 

dasar hukum konstitusi Indonesia. Dicanangkannya hukum sebagai panglima 

dan sifat hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan kerja antara pekerja dan 

pengusaha, maka dimunculkan aturan tentang ketenagakerjaan, aturan tersebut 

berupa Undang-Undang Ketenagakerjaan yang meliputi Undang- Undang No. 

13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial 

Tenagakerja, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan 

Hubungan Industri, Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh dan Peraturan Pemerintah maupun keputusan 

pemerintah yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan. Salah satu 

persoalan penting dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia yaitu 

tentang hak-hak dasar pekerja, dan perlindungan atas keberlangsungan kerja 

(jaminan kerja).152 

5. Kedudukan Undang-Undang Ketenagakerjaan  

Indonesia adalah negara hukum dan menganut sistem hukum Eropa 

Kontinental. Oleh sebab itu, segala sesuatu harus didasarkan pada hukum 

tertulis. Sumber hukum ketenagakerjaan saat ini (s/d tahun 2011) terdiri dari 
                                                             

152 Darwis Anatami, “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Outsourcing Menurut Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan dan Hukum Islam”, Jurnal Al-Adalah, Vol. XIII, 
No. 2, Desember 2016, (Aceh: Universitas Samudra, 2016), h. 206 (on-line), tersedia di 
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1859/1517 (1 Desember 2018), dapat 
dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 

  



 

peraturan perundang-undangan dan di luar peraturan perundang-undangan. 

Namun payung hukum utama bagi urusan ketenagakerjaan di Indonesia adalah 

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 yang menyatakan 

bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 

layak bagi kemanusiaan”. Secara umum, Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), 

Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar RI 1945 juga menjadi 

payung hukum utama.  

Berdasarkan pondasi tersebut, maka terbentuklah Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut Undang-Undang 

Ketenagakerjaan) yang menjadi dasar hukum utama dalam bidang 

ketenagakerjaan. 153  Maka dapat dikatakan bahwa undang-undang tersebut 

sebagai “kompilasi” dari ketentuan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, 

sehingga memudahkan para pihak yang berkentingan (stakeholders) untuk 

mempelajarinya.154 

6.  Larangan Menikah Satu Kantor Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan 

      Pasal 153 ayat (1) huruf f UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

menyebutkan bahwa “pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan 

kerja (PHK) dengan alasan, pekerja/buruh mempunyai pertalian darah 

dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja /buruh lainnya di dalam satu 

                                                             
153 Sugiarto, “Pengertian, Dasar, Ruang Lingkup Dan Sumber Hukum Tenaga Kerja” (On-

line), tersedia di: https://artonang.blogspot.com/2014/12/pengertian-dasar-ruang-lingkup-dan.html (3 
Desember 2014), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 

154 Lalu Husin, Op.Cit, h. 25. 



 

perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja (PK), peraturan 

perusahaan (PP) atau perjanjian kerja bersama (PKB)”. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka apabila dalam PKB telah diatur 

adanya larangan untuk menikah dengan sesama pekerja dalam satu perusahaan, 

maka ketentuan dalam perjanjan kerja bersama dimaksud mengikat (pacta sun 

servanda) dan menjadi pengecualian bagi undang-undang dengan 

memperbolehkan pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) 

terhadap sesama pekerja yang menikah dalam satu perusahaan. Dengan kata 

lain, pengusaha tidak dilarang atau boleh untuk melakukan pemutusan 

hubungan kerja (PHK) terhadap sesama pekerja yang menikah dalam satu 

perusahaan jika memang sebelumnya telah diperjanjikan/diatur larangan 

menikah dimaksud, baik melalui perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan 

(PP) atau perjanjian kerja bersama (PKB).155 

Perjanjian kerja menurut A. Ridwan Halim dan kawan-kawan 

mengemukakan bahwa pengertian perjanjian kerja adalah suatu perjanjian yang 

diadakan antara majikan tertentun dan karyawan-karyawan tertentu, yang 

umumnya berkenaan dengan segala persyaratan yang secara timbal balik harus 

dipenui oleh kedua belah pihak, selaras dengan hak dan kewajiban mereka 

terhadap satu sama lainnya.156 Hal ini sejalan dengan pengertian perjanjian 

kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu  perjanjian antara 

pekerj/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat 
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kerja, hak, dan kewajiban para pihak.157 Peraturan perusahaan ialah peraturan 

yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja 

dan tata tertib perusahaan.158  

Sedangkan perjanjian kerja bersama ialah perjanjian yang merupakan 

hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat 

pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertangguang jawab 

dibidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha, atau 

perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban 

kedua belah pihak.159 

Menurut Pasal 108 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan, apabila di 

perusahaan sudah ada perjanjian kerja bersama, maka pengusaha tidak 

memiliki kewajiban membuat aturan perusahaan. Dengan kata lain bahwa 

sesungguhnya peraturan perusahaan sama dengan perjanjian kerja bersama. 

Itulah sebabnya di perusahaan hanya dapat dibuat satu peraturan perusahaan 

atau perjanjian kerja bersama yang hanya ada satu di suatu perusahaan. 160 

Yang membedakan peraturan perusahaan dengan perjanjian kerja bersama 

adalah tata cara pembuatannya, di mana peraturan perusahaan disusun sepihak 

oleh pengusaha yang bersangkutan. Sedangkan perjanjian kerja bersama 

disusun oleh pengusaha bersama-sama dengan serikat pekerja yang ada di 

perusahaan. 
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B.  Mahkamah Konstitusi (MK) 

1.  Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) 

       Kekuasaan Mahkamah Konstitusi adalah segala hal yang berkaitan dengan 

kewenangan dan tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas-tugasnya, baik 

dibidang teknis judisial maupun non-judisial, seperti pengaturan organisasi dan 

administrasi Mahkamah Konstitusi.161 

Berikut yang menjadi kewenangan Mahkamah Konsititusi yang diatur 

dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003: 

1. Mahkamah Konstitusi bewenang mengadili pada tingkat pertama dan 

terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 

a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

b. memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenanganya 

diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

c. memutus pembubaran partai politik; dan 

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum 

2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR 

bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan 

pelanggaran hukum berupa pengkhiantan terhadap Negara, korupsi, 

penyuapan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau 
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tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.162 

Lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (3) dijelaskan mengenai dugaan pelanggaraan 

hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), yaitu: 

a. Pengkhianatan terhadap Negara adalah tindak pidana terhadap keamanan 

Negara sebagaimana diatur dalam undang undang; 

b. Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana atau penyuapan sebagaimana 

diatur dalam undang undang; 

c. Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan 

pidana pejara 5 (lima) tahun atau lebih; 

d. Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat 

Presiden dan/atau Wakil Presiden; 

e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden 

adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945;163 

 Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10, Mahkamah Konstitusi berwenang memanggil pejabat negara, 

pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. 
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 Sedangkan tentang tanggung jawab dan akuntabilitas Mahkamah 

Konstitusi diatur dalam Pasal 10, Mahkamah Konstitusi berwenang 

memanggil pejabat Negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk 

memberikan keterangan. Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab mengatur 

organisasi, personalia, administrasi, dan keuangan sesuai dengan prinsip 

pemerintahan yang baik dan bersih. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi 

wajib mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka 

mengenai: 

1. Permohonan yang terdaftar , diperiksa, dan diputus; 

2. Pengolahan keuangan dan tugas administrasi lainnya.164 

Laporan sebagimana dimaksud diatas dimuat dalam berita berkala yang 

diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini masyarakat mempunyai 

akses untuk mendapatkan putusan Mahkamah Konstitusi. 

Mekanisme constitutional control digerakkan oleh adanya permohonan 

dari pemohon yang memiliki legal standing untuk membela kepentingannya 

yang dianggap dirugikan oleh berlakunya satu undang-undang, atau berangkat 

dari kewenangan konstitusional satu lembaga lainnya. Karena trigger 

mechanism terletak pada pemohon, meskipun dikatakan dalam asas hukum 

acara bahwa hakim aktif dalam proses, tetapi hakim tidak boleh melakukan 
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inisiatif untuk mengadakan pengujian undang-undang atas kemauannya 

sendiri.165 

Demikian juga dalam kewenangannya yang lain, Mahkamah Konstitusi 

bersifat pasif baik dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara, 

perselisihan hasil pemilihan umum maupun pembubaran partai politik. 

Mahkamah Konstitusi tidak berinisiatif menggunakan kewenangannya tetapi 

semata harus didasarkan pada adanya permohonan.166 

Penggunaan kata permohonan dan bukan gugatan yang diajukan kepada 

Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam hukum acara perdata yang 

menyangkut contentius rechtspraak dapat menimbulkan kesan seakan-akan 

perkara yang diajukan merupakan satu perkara yang bersifat satu pihak (ex 

parte atau volontair). Padahal hal ini tidak selalu benar karena dalam jenis 

perkara tertentu harus ada pihak yang secara tegas ditetapkan dan ditarik 

sebagai pihak dan yang mempunyai hak untuk menjawab atau menaggapi 

permohonan tersebut.167 

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung 

dalam Pasal 1 ayat (7) dan (8) membedakan permohonan dari gugatan. Untuk 

perkara (i) pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; (ii) 

sengketa kewenangan antarlembaga negara yang kewenagannya diberikan 

oleh Undang-Undamg Dasar 1945; (iii) memeriksa, mengadili, dan 
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memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau 

Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana 

yang dimaksud dalam Pasal 7B ayat (1) UUD 1945 dan perubahan diajukan 

dalam permohonan yang merupakan permintaan untuk diputus. 

Di pihak lain, jika perkara yang diajukan adala mengenai (i) pembubaran 

partai politik dan (ii) perselisihan hasil pemilihan umum maka harus dengan 

gugatan yang merupakan tuntutan yang diajukan tertulis. Tentu saja, Peraturan 

Mahkamah Agung No.2 Tahun 2002 itu tidak berlaku lagi sepanjang 

mengenai Mahkamah Konstitusi setelah diundangkannya Undang-Undang 

Mahkamah Konstitusi.168 

Meskipun tidak digunakan istilah gugatan dari Peraturan Mahkamah 

Agung No. 2 Tahun 2002 sesungguhnya ada pihak yang berada dalam posisi 

membela kedudukan dan haknya sebagaimana seorang tergugat. Undang-

Undang Mahkamah Konstitusi memilih istilah “permohonan”, tetapi 

sesungguhnya ada pihak yang berkepentingan untuk berada dalam posisi 

sebagai termohon. Mungkin hal ini timbul karena kuatnya nuansa kepentingan 

umum yang terlibat daam perselisihan demikian, sehingga dihindarkan sifat 

berperkara yang adversarial.169 

Permohonan yang diajukan ditulis dalam Bahasa Indonesia dalam 12 (dua 

belas) rangkap. Persyaratan 12 rangkap ini adalah karena setiap hakim, yang 

berjumlah sembilan orang, masing-masing akan memperoleh satu rangkap 
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dan bila permohonan menyangkut pengujian undnag-undang maka akan 

diberikan 1 (satu) rangkap masing-masing kepada Presiden dan DPR. Kepada 

Mahkamah Agung cukup diberitahukan dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak 

permohonan dicatat mengenai adanya permohonan pengujian undang-undang 

tertentu.170 

Maksud pemberitahuan kepada Mahkamah Agung adalah agar Mahkamah 

Agung menghentikan untuk sementara pengujian peraturan perundang-

undangan di bawah undang-undang yang terkait dengan undang-undang yang 

dimintakan pengujiannya kepada oleh Mahkamah Konstitusi (Pasal 53 dan 

Pasal 55 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi). Pihak terkait, yaitu pihak 

yang akan terpengaruh oleh diujinya satu undang-undang diberikan juga satu 

rangkap permohonan dan dapat memberikan keterangan baik yang 

mendukung permohonan ataupun menolak permohonan.171 

2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XV/2017 

a.  Duduk Perkara 

  Permohonan mengenai uji materil Pasal 153 ayat (1) huruf f bertanggal 

30 Januari 2017 yang diajukan oleh 8 (delapan) orang pemohon yang terdiri 

dari 7 orang pegawai PT PLN(Persero) WS2JB dan 1 (satu) orang mantan 

pegawai PT PLN (Persero) S2JB Area Jambi dengan alasan/pokok 

permohonan uji materil Pasal 153 ayat (1) huruf f ialah bahwasanya dalam 

suatu perusahaan, perjanjian kerja dibuat oleh pengusaha dan pekerja, 
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peraturan perusahaan dibuat oleh pihak pengusaha, sedangkan perjanjian 

kerja bersama (PKB) dibuat oleh pengusaha dan para pekerja/buruh. 

Apabila dilihat kedudukannya, perjanjian kerja harus tunduk pada perjanjian 

kerja bersama, begitupun peraturan perusahaan tidka perlu ada apabila 

sudah ada perjanjian kerja bersama. Akan tetapi, terdapat kesamaan di 

antaranya, yaitu mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak serta 

syarat-syarat kerja. Pada syarat-syarat kerja inilah aturan yang membatasi 

hak untuk menikah antar pekerja biasanya diatur.  Yaitu aturan yang 

menyatakan bahwa diwajibkan keluar salah satu diantara keduanya atau 

bahkan dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) apabila terdapat antar 

pekerja yang menikah dalam satu perusahaan sebagaimana diatur dalam 

perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Hal 

tersebut tercantum pada Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang 

Ketenagakerjaan. Alasan-alasan yang dilarang oleh undang-undang perihal 

pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha, salah satunya pengusaha 

dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena pekerja/buruh 

mempunyai pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh 

lainnya dalam satu perusahaan, kecuali diatur lain dalam perjanjian kerja, 

peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Maka, selama aturan 

tersebut da dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian 

kerja bersama, pekerja/buruh wajib tunduk pada aturan tersebut.172 

                                                             
172 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017.  



 

   Dengan demikian, para pemohon merasa dirugikan akibat 

diberlakukannya aturan tersebut yang disebabkan hilangnya hak konstitusi 

pemohon dengan hilangnya jaminan kerja dan penghidupan yang layak. 

 Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 yang 

dituangkan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang HAM, “Setiap 

orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui 

perkawinan yang sah”, kemudian dalam ayat (2) menyatakan bahwa 

perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon 

suami dan calon isteri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 Selain itu, pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan 

bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan 

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah 

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” 

dan Pasal 2 menyatakan, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan 

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. 

Sedangkan pelarangan perkawinan menurut Pasal 8 Peraturan Pemerintah 

(PP) No. 45 Tahun 1990 “Adalah orang yang memiliki garis keturunan 

lurus ke bawah, ke atas, atau hubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, 

menantu, dan ibu/bapak tiri” 173 

 Apabila peraturan perusahaan, perjanjian kerja atau perjanjian kerja 

bersama mengharuskan suami isteri yang bekerja dalam suatu perusahaan, 
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salah satunya harus keluar, bahkan dilakukan PHK terhadap pekerja seperti 

yang dialami salah satu pemohon saudari Yekti Kurniasih dan masih banyak 

Yekti-Yekti lain yang terkena pemutusan hubungan kerja, yang disebabkan 

melakukan perkawinan dalam satu perusahaan.  

 Tentunya peraturan perusahaan, perjanjian kerja, atau perjanjian kerja 

bersama yang mempunyai payung hukum Pasal 153 ayat (1) huruf f 

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sangatlah 

bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar RI Tahun 

1945.174 

 Jika undang-undang tersebut yang mencantumkan kata,“kecuali yang 

telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian 

kerja bersama” tidak dihapus/dibatalkan oleh Mahkamah, maka akan 

berpotensi besar pengusaha akan melakukan pelarangan perkawinan sesama 

pekerja dalam satu perusahaan yang sama dan pemutusan hubungan kerja 

akan terus terjadi dikarenakan pekerja tersebut melaksanakan perintah 

agamanya dengan melakukan ikata perkawinan. Yang mana jodoh dalam 

perkawinan tidak bisa ditentang disebabkan iakatan perkawinan anatara 

seorang pria dan wanita yang memilki rasa saling mencintai sulit untuk 

ditolak, tentunya apabila sudah ada kecocokan dan sepakat, maka hubungan 

tersebut akan melangkah pada jenjang perkawinan.175 

                                                             
174 Ibid. 
175 Ibid. 



 

 Masalah lain yang dapat timbul adalah pasangan pekerja tersebut 

akhirnya memutuskan untuk tidak jadi enikah guna bertahan di perusahaan 

tersebut, kemudian kedua belah pihak secara baik-baik berpisah yang 

seharusnya tidak masalah, tetapi juga terbuka kemungkinan keduanya 

memilih untuk tinggal bersama tanpa suatu ikatan perkawinan guna 

menghindari peraturan perusahaan. Hal ini tentu sangnat bertentangan 

dengan nilai kehidupan yang dianut oleh bangsa Indonesia yang masih 

menjunjung tinggi lembaga perkawinan.176 

 Suatu pembatasan hak untuk membentuk keluarga dan hak atas 

pekerjaan tidak perlu dilakukan, jika setiap individu yang bekerja dalam 

satu perusahaan memiliki moral dan etika baik. Oleh karena itu, diperlukan 

adanya individu-individu yang menanamkan etika yang baik tersebut. 

Pernikahan sesama pekerja/buruh dalam suatu perusahaan sebenarnya 

merupakan keuntungan bagi perusahaan karena dapat menghemat 

pengeluaran perusahaan dalam hal menganggung jaminan kesehatan 

keluarga pekerja yaitu, perusahaan hanya menanggung 1 (satu) orang 

pekerja beserta keluarganya tetapi perusahaan memiliki 2 (dua) pekerja, 

dimana suami atau isteri yang menanggung sesuai yang didaftarkan ke 

perusahaan, dibandingkan dengan suami yang mempunyai isteri/ibu rumah 

tangga maka perusahaan hanya mendapatkan satu orang pekerja tetapi 

menanggung isteri dan anak-anak pekerja tersebut.177 

                                                             
176 Ibid. 
177 Ibid. 



 

 Menurut Pemohon apabila perusahaan mempunyai alasan untuk 

mencegah terjadinya unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam 

satu perusahaan, hal ini sangatlah tidak beralasan kerna unsur terjadinya 

KKN adalah tergantung pada mentalitas seseorang.178 

 Maka, jika Mahkamah Konstitusi membatalkan frasa yang ada pada 

Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Ketenagakerjaan, “Kecuali telah 

diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja 

bersama”, dalam hal ini pengusaha tidak dapat lagi memasukkan unsur 

pelarangan pekerja/buruh yang memiliki pertalian darah dan/atau ikatan 

perkawinan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian 

kerja bersama, dimana pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan 

kerja karena pekerja/buruh tersebut melaksanakan perkawinan sesama 

pekerja dalam satu perusahaan. Sehingga hak konstitusi pekerja/buruh 

terlindungi.179 

 Dengan demikian, Pemohon menyampaikan dalam petitumnya kepada 

Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan pemohon agar 

membatalkan sebagian Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang 

Ketenagakerjaan yang berbunyi,”Kecuali telah diatur dalam perjanjian 

kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja berama” karena 

bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-
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Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan memerintahkan 

pemuatan putusan ini dalam lembaran Berita Negara Republik Indonesia. 

Berikut beberapa alat bukti yang ajukan oleh para pemohon sebagai penguat 

dalil-dalil permohonannya: 

1. Bukti P-1 Fotokopi Undang-Udanng Dasar RI Tahun 1945; 

2. Bukti P-2 Fotokopi Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi; 

3. Bukti P-3 Fotokopi Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman; 

4. Bukti P-4 Fotokopi data Pemohon; 

5. Bukti P-5 Fotokopi Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan; 

6. Bukti P-6 Fotokopi Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan; 

7. Bukti P-7 Fotokopi Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI No. 10 Tahun 1983 tentang 

izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil; 

8. Bukti P-8 Undang-Undang No, 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia.180 

 Dalam putusan ini Hakim Mahkamah Konstitusi tidak hanya mendengar 

permohonan para pemohon dalam menguji ulang  pasal tersebut, tetapi juga 

Hakim MK mengimpun keterangan yang diberikan oleh DPR, Presiden, 
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APINDO dan PT PLN (Persero) dalam persidangan baik secara lisan 

maupun secara tertulis mengenai uji materil Pasal 153 ayat (1) huruf f yang 

mana isi pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945, berikut keterangannya: 

  1)  Presiden 

Presiden memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 15 Mei 

2017, yang pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut: 

Alinea keempat Pembukaan UUD 1945, menentukan bahwa tujuan 

Negara RI salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum 

dan keadilan sosial. Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian 

integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan 

dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan 

pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan 

harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan 

masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun 

spiritual.181 

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan 

keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja 

tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan  

masyarakat. Oleh karena itu hubungan industrial sebagai bagian dari 

pembangunan ketenagakerjaan harus diarahkan untuk terus mewujudkan 

                                                             
181 Ibid. 



 

hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan, dengan 

tetap mendorong partisipasi yang optimal dari seluruh tenaga kerja dan 

pekerja/buruh Indonesia untuk membangun negara Indonesia yang dicita- 

citakan. 182 

Bahwa dibentuknya Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan 

amanat dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 33 UUD 

RI Tahun 1945 untuk mengatur lebih teknis pengaturan bidang 

ketenagakerjaan, salah satunya pengaturan mengenai hubungan 

industrial. Dengan kata lain pengaturan mengenai hubungan industrial 

dalam UU 13/2003 merupakan kebijakan hukum (legal policy) 

pembentuk undang-undang dalam menentukannya.183 

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan diatur menganai hal-hal 

yang terkait dengan hubungan industrial, termasuk perlindungan 

pekerja/buruh, perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh untuk 

berunding dengan pengusaha, perlindungan keselamatan, dan kesehatan 

kerja, perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak, dan 

penyandang cacat, serta perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan 

jaminan sosial tenaga kerja.184 

Salah satu bentuk perlindungan pekerja/buruh yang diatur dalam 

Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah perlindungan dari adanya 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ketentuan Pasal 153 ayat (1) UU 
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Ketenagakerjaan secara eksplisit telah menyebutkan bahwa pengusaha, 

pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan 

segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan 

hubungan kerja. Segala upaya dimaksud adalah segala kegiatan-kegiatan 

yang bersifat positif yang pada akhirnya dapat menghindari terjadinya 

PHK.  185 

Bahwa dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan telah diatur mengenai 

larangan bagi pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja 

(PHK) yang didasarkan atas suatu sebab tertentu, yaitu sebagaimana 

diatur dalam Pasal 153 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang berbunyi:  

Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan 
alasan:  
a. pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut 

keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) 
bulan secara terus- menerus;   

b. pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena 
memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

c.   pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya; 
d.    pekerja/buruh menikah;    
e.  pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau 

menyusui bayinya;   
f. pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan 

perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu 
perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan 
perusahan, atau perjanjian kerja bersama;  

g. pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus 
serikat  pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan 
serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam 
kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang 
diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau 
perjanjian kerja bersama;   
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h.  pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib 
mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana 
kejahatan;  

i.   karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, 
golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan;   

j.   pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan 
kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat 
keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat 
dipastikan.  

 
 Bahwa salah satu larangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 153 ayat 

(1) huruf f UU Ketenagakerjaan, adalah karena alasan pekerja/buruh 

mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/ 

buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam 

perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 

 Bahwa makna ketentuan a quo pada dasarnya ingin memberikan 

kesempatan bagi para pelaku hubungan industrial baik pengusaha dan 

pekerja/buruh untuk menentukan lain. Dalam arti bahwa perjanjian kerja, 

peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama merupakan suatu 

bentuk kesepakatan yang dibuat oleh pelaku hubungan industrial dan 

mengikat bagi para pihak.186 

 Bahwa yang dimaksud dengan perjanjian kerja sebagaimana yang 

ditentukan dalam Pasal 1 angka 14 UU Ketenagakerjaan dinyatakan 

bahwa “Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan 

pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, 

dan kewajiban para pihak”, sedangkan dalam Pasal 1 angka 20 UU 

Ketenagakerjaan “Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat 
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secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata 

tertib perusahaan”, serta dalam Pasal 1 angka 21 UU Ketenagakerjaan, 

“Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil 

perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat 

pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung 

jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa 

pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat 

kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak”.187 

 Bahwa perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja 

bersama adalah suatu kesepakatan atau perikatan, dan merupakan 

undang-undang bagi yang mengadakannya, sebagaimana dinyatakan 

dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi, “Semua persetujuan yang 

dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang 

bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik 

kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena 

alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus 

dilaksanakan dengan itikad baik”. 188 

 Bahwa dengan diaturnya frasa “Kecuali telah diatur dalam perjanjian 

kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama” dalam 

Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan, pada dasarnya 

pembentuk Undang-Undang mengakui bahwa sumber hukum yang 
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berlaku dan mendasari hubungan kerja antara pengusaha dan 

pekerja/buruh adalah perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau 

perjanjian kerja bersama. Sehingga secara substansi, kewenangan untuk 

menentukan apakah dengan adanya pertalian darah dan/atau ikatan 

perkawinan pekerja/buruh dapat di-PHK atau tetap dapat bekerja di 

dalam satu perusahaan menjadi kewenangan para pihak (pengusaha dan 

pekerja/buruh) untuk menentukannya. Sehingga pekerja/buruh 

seharusnya sudah mengetahui dan dapat memperkirakan konsekuensi 

apabila mereka melakukan perikatan perkawinan sesama rekan sekerja 

yang dilakukan setelah perjanjian kerja disepakati oleh kedua belah 

pihak. 189 

 Bahwa frasa a quo dimaksudkan untuk mengakomodir sifat dan jenis 

pekerjaan serta karakteristik perusahaan dalam bisnis tertentu, namun 

demikian dengan adanya ketentuan yang memberlakukan perjanjian 

kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama terlebih dahulu 

harus melalui proses pemeriksaan oleh Pemerintah, maka hal ini untuk 

mencegah terjadinya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pengusaha 

terkait permasalahan hubungan pertalian darah dan ikatan perkawinan. 

Dalam hal ini Pemerintah akan memeriksa substansi dalam perjanjian 

kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, dan apabila 

ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-
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undangan maka Pemerintah akan memberikan koreksi, sebagai bentuk 

pengawasan dari Pemerintah.190 

 Sehingga diaturnya frasa tersebut dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f UU 

Ketenagakerjaan, tidaklah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan 

Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Sehingga terhadap dalil para Pemohon 

tidak beralasan dan tidak berdasar.191 

 Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah 

memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi, dapat 

memberikan putusan sebagai berikut:  

1) Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan 

hukum (legal standing);  

2) Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidak- 

tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat 

diterima (niet ontvankelijk verklaard);  

3) Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan;  

4) Menyatakan ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak bertentangan 

dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2)   DPR RI 

 Dewan Perwakilan Rakyat memberikan keterangan tertulis yang 

diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 13 Juni 2017 terhadap 
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permohonan pengujian Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan 

terhadap UUD RI Tahun 1945 yang pada pokoknya menyampaikan 

keterangan sebagai berikut:    

Pembukaan alinea ke-4 (keempat) UUD 1945 menegaskan bahwa 

tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Republik Indonesia antara lain 

untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam 

memajukan kesejahteraan umum, negara bertanggung jawab untuk   

meningkatkan kesejahteraan sehingga hak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak adalah jaminan sekaligus hak konstitusional 

setiap warga negara. Hak atas pekerjaan dapat meningkatkan 

kesejahteraan seseorang sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup yang 

layak.192 

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “Indonesia adalah 

negara hukum”. Salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya 

supremasi hukum (A.V. Dicey) yang artinya segala upaya penegakan 

hukum dan penempatan hukum pada posisi tertinggi dari segalanya, serta 

menjadikan hukum sebagai panglima ataupun komandan dalam upaya 

untuk menjaga dan melindungi tingkat stabilitas dalam kehidupan suatu 

bangsa dan negara (Abdul Manan).193 
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Dalam menyusun UU Ketenagakerjaan, pembuat UU juga telah 

memperhatikan standar internasional seperti Konvensi ILO dan Konvensi 

PBB baik yang telah maupun belum diratifikasi oleh Indonesia. 

Ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Konvensi PBB mengenai Hak-hak 

Ekonomi, Sosial, dan Budaya mengenai kewajiban negara untuk 

menjamin setiap pekerja diperlakukan secara adil dan tanpa diskriminasi 

di dalam semua aspek ketenagakerjaan juga telah dimasukan dalam 

ketentuan UU Ketenagakerjaan.194 

Ketentuan dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan yang 

berbunyi, "kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan 

perusahaan, atau perjanjian kerja bersama" telah mengadopsi prinsip 

kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian, dimana ketentuan 

tersebut hanya bisa dilaksanakan apabila telah disepakati oleh kedua 

belah pihak melalui suatu perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan 

perjanjian kerja bersama. Selain itu, dalam membuat suatu aturan, 

perusahaan tidak diperkenankan memasukkan ketentuan yang 

bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dimana perusahaan 

tersebut berkedudukan atau berdiri. Ketentuan dalam berkontrak diatur 

dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang 

berketentuan:195 

"Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;  
1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;  

                                                             
194 Ibid. 
195 Ibid. 



 

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;    
3. suatu pokok persoalan tertentu;  
4. suatu sebab yang tidak terlarang."   
 
Perjanjian kerja merupakan bagian dari perjanjian yang dimaksudkan 

dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya 

disebut KUH Perdata). Sebagai bagian dari Buku III KUHPerdata maka 

berlaku asas-asas umum dari suatu perikatan salah satunya asas pacta sun 

servanda yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Asas pacta sun 

servanda menyatakan bahwa perjanjian merupakan undang-undang bagi 

yang membuatnya. Undang-undang merupakan bagian dari hukum dan 

sebagai negara hukum otomatis setiap warga negara harus menaati 

perjanjian yang dibuatnya karena perjanjian berdasarkan Pasal 1338 

KUHPerdata sama dengan undang-undang bagi yang membuatnya. 

Perjanjian kerja juga bersifat mengikat dikarenakan merupakan hasil 

kesepakatan para pihak yang harusnya muncul tanpa paksaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur 

syarat sah perjanjian. Oleh karena itu persetujuan atau kesepakatan 

tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan persetujuan atau 

kesepakatan para pihak, yakni pihak pemberi kerja dan pihak penerima 

kerja. Tentunya, penerimaan maupun penolakan terhadap perjanjian 

maupun kontrak tersebut akan menimbulkan konsekuensi tersendiri yang 

berbeda-beda.196   
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DPR RI berpandangan bahwa tidak benar ketentuan Pasal 153 ayat (1) 

huruf f UU Ketenagakerjaan telah bertentangan dengan kebebasan 

membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui 

perkawinan yang sah atas dasar kehendak bebas calon suami dan calon 

istri yang bersangkutan. Pekerja bebas melakukan perkawinan dengan 

siapapun yang dikehendaki dan dirasa telah cocok, namun dengan adanya 

ketentuan pada perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama atau peraturan 

perusahaan yang  melarang untuk menikah dengan sesama pekerja pada 

perusahaan tersebut, maka salah satu pekerja dapat mengundurkan diri 

karena ketentuan dalam perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama 

ataupun peraturan perusahaan tersebut telah disepakati dan berlaku 

mengikat bagi seluruh pekerja di instansi tersebut. Sebaliknya, apabila 

pekerja memaksakan untuk melakukan pernikahan dengan sesama 

pekerja pada instansi dimana ia bekerja, maka pekerja tersebut telah 

melakukan wanprestasi dan kepadanya dapat dikenakan sanksi tertentu 

sesuai dengan ketentuan perusahaan dan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku.197   

Pada dasarnya, larangan adanya ikatan perkawinan dalam satu 

perusahaan dimaksudkan untuk menjaga profesionalitas karyawan. Di 

samping itu, larangan adanya ikatan perkawinan dalam satu perusahaan 

juga dimaksudkan agar tidak terjadi konfik kepentingan (conflict of 

interest) antara suami-isteri yang bekerja dalam satu perusahaan. Konflik 

                                                             
197 Ibid. 



 

berkepentingan dapat terjadi ketika individu atau organisasi terlibat 

dalam berbagai kepentingan, sehingga dapat mempengaruhi motivasi 

untuk bertindak dan berbagai aktivitas lainnya. Konflik kepentingan 

muncul ketika seseorang pada posisi tertentu memiliki kepentingan 

profesional dan pribadi yang bersinggungan. Persinggungan kepentingan 

ini dapat menyulitkan orang tersebut untuk menjalankan tugasnya. Suatu 

konflik kepentingan dapat timbul bahkan jika hal tersebut tidak 

menimbulkan tindakan yang tidak etis atau tidak pantas.198 

Menurut Thomas Hobbes keadilan merupakan suatu penataan terhadap 

suatu perjanjian. Sehingga keadilan dipandang sebagai perbuatan yang 

telah diatur di dalam suatu perjanjian. Pekerja yang telah menandatangi 

suatu perjanjian atau kontrak kerja yang di dalamnya termuat suatu 

aturan bahwa dilarangnya terjadi suatu ikatan perkawinan harus menaati 

ketentuan hal yang telah disepakati. Sesuai dengan teori keadilan yang 

dikemukakan oleh Thomas Hobbes apabila pekerja yang melanggar 

ketentuan yang termuat dalam suatu perjanjian yang telah disepakati 

dapat dikatakan melakukan perilaku yang tidak adil dan dapat berakibat 

pada perolehan keadilan bagi orang lain akan terganggu.199 

Hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan 

keturunan melalui perkawinan yang sah memang telah menjadi salah satu 

hak asasi manusia (HAM) yang diatur dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 

                                                             
198 Ibid. 
199 Ibid. 



 

1945. Akan tetapi, hak ini tidaklah termasuk dalam salah satu hak yang 

tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun menurut Pasal 28I UUD 

1945 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM). Sehingga dalam keadaan 

tertentu hak untuk membentuk keluarga dapat disimpangi. Pasal 153 ayat 

(1) huruf f UU Ketenagakerjaan merupakan salah satu bentuk pasal yang 

menyimpangi aturan ini.200   

Aturan penyimpangan ini tidak hanya terdapat dalam UU 

Ketenagakerjaan, akan tetapi juga dalam UU khusus yang mengatur 

perkawinan yaitu Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan. Pasal 

tersebut melarang dilangsungkannya perkawinan antara dua orang yang 

mempunyai hubungan yang oleh agamanya dan peraturan lain yang 

berlaku dilarang kawin. Keberadaan pasal ini menegaskan bahwa 

larangan untuk melangsungkan perkawinan juga dapat diatur dalam 

peraturan perundang-undangan lainnya termasuk UU Ketenagakerjaan.201   

Bahwa terjadinya pemecatan atau pemutusan hubungan kerja antara 

perusahaan dengan pekerja yang melakukan pernikahan dengan sesama 

pekerja, yang berarti pekerja tersebut telah melanggar ketentuan yang 

telah disepakati dalam perjanjian kerja maupun perjanjian kerja bersama 

sehingga dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi atau pelanggaran 

kesepakatan yang telah dilakukan oleh pihak pemberi kerja dan pekerja 
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ketika ikatan kontrak dibangun diantara para pihak, merupakan 

konsekuensi yang telah diatur dengan jelas menurut kesepakatan para 

pihak melalui perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama maupun 

peraturan perusahaan. Oleh karena itu tidak benar bahwa ketentuan 

dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan bertentangan 

dengan ketentuan dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.202  

Jika ada permasalahan dengan perjanjian kerja, Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial (selanjutnya disebut UU 2/2004) sesungguhnya telah mengatur 

bagaimana cara/proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial 

diantara para pihak baik di luar pengadilan maupun dalam pengadilan. 

Perselisihan berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja merupakan 

salah satu bentuk perselisihan hubungan industrial menurut Pasal 1 angka 

1 UU 2/2004.203 

Berdasarkan dalil-dalil di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Ketua 

Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:   

 1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum 

(legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak 

dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);  

2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidak-

setidaknya menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima;  

                                                             
202 Ibid. 
203 Ibid. 



 

3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;  

4. Menyatakan Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya pada bagian 

"kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan 

atau perjanjian kerja bersama" tidak bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  

5. Menyatakan Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya pada bagian 

"kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan 

atau perjanjian kerja bersama" tetap memiliki kekuatan hukum 

mengikat.  

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi 

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et 

bono).204 

 
3)  Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) 

Bahwa dalam perkara a quo, Asosiasi Pengusaha Indonesia 

(APINDO) telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada 

tanggal 15 Mei 2017 terkait permohonan uji materi Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 153 ayat (1) huruf 

f khususnya pada klausul yang mencantumkan kata-kata “kecuali yang 

telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian 

kerja bersama” terhadap Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 
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1945 untuk dibatalkan, 205  yang pada pokoknya menerangkan sebagai 

berikut: 

1. Perkawinan antara pekerja laki-laki dan pekerja wanita dalam satu 

perusahaan ataupun satu instansi pemerintahan telah lama terjadi dan 

mengakibatkan dampak positif maupun negatif baik kepada 

perusahaan   maupun kepada pekerja itu sendiri dan pekerja lainnya 

sebagai bagian dari perusahaan tersebut. 

2. Adapun dampak positif dari perkawinan sesama pekerja dalam satu 

perusahaan adalah pasangan pekerja tersebut secara emosional akan 

saling menguatkan hubungan keluarganya sehingga merasa aman dan 

tenteram karena saling melindungi. Namun demikian, selain dampak 

positif tersebut juga terdapat dampak negatif yang berhubungan 

dengan perasaan saling melindungi tersebut yang berpotensi negatif 

yakni dapat mengurangi bahkan menghilangkan objektivitas kerja dari 

hubungan kerja antara pekerja dan manajemen perusahaan. Sebagai 

contoh seorang Manager HRD disatu perusahaan mempekerjakan istri 

atau suami dari atasan kerjanya yakni General Manager disatu 

perusahaan sebagai Supervisor, dimana pada suatu keadaan tertentu 

istri atau suami atasan Manager HRD tersebut melakukan pelanggaran 

indisipliner atau pelanggaran lainnya yang dapat dikenakan sanksi 

sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, 

atau Perjanjian Kerja Bersama. Dengan kondisi tersebut, secara 
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psikologis akan terjadi konflik bathin bagi Manager HRD tersebut 

untuk menegakkan aturan diperusahaannya.   

3. Dengan adanya dampak negatif dan positif tersebut, maka Pemerintah 

mengatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada Pasal 

153 ayat (10) huruf f dengan tujuan untuk mencegah hal-hal yang 

negatif terjadi di lingkungan perusahaan dan membangun kondisi kerja 

yang baik, professional, dan berkeadilan.206 

4. Bahwa UUD 1945 pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 

28B ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak membentuk 

keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. 

Kemudian Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan menegaskan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir 

bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri 

dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia 

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” serta Pasal 33 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang juga 

menegaskan bahwa “Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, 

setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang 

lain”. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa perkawinan   

adalah hak setiap orang yang bersifat sakral dan terdapat kewajiban 
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bagi suami istri yang menjadikan hubungan keduanya menjadi sangat 

kuat dan “khusus”.207  

5. Pada prinsipnya perusahaan tidak melarang seseorang untuk menikah, 

akan tetapi apabila suami istri bekerja dalam satu perusahaan yang 

sama akan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (conflict of 

interest) dalam mengambil keputusan dalam internal perusahaan, dan 

juga dapat mengganggu objektifitas serta profesionalisme dalam 

pekerjaannya. Misalnya berkaitan dengan penilaian kinerja pekerja, 

dalam pengembangan karir, dalam promosi, pemberian sanksi dan 

sebagainya yang akan mengganggu rasa keadilan bagi pekerja lainnya 

yang tidak memiliki hubungan khusus sebagai suami istri dalam satu 

perusahaan yang jumlahnya tentu lebih banyak sebagaimana diatur 

dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang 

berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang 

adil dan layak dalam hubungan kerja”.208 

6. Ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan 

Pasal 153 ayat (1) huruf f adalah tidak bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar RI 1945. Hal ini bertujuan untuk melindungi 

kepentingan yang lebih besar dalam menjaga hak setiap warga negara 

untuk menikah tetapi sekaligus juga untuk menjaga hak setiap orang 

yang bekerja guna mendapatkan perlakuan yang adil dimana kedua hal 
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tersebut merupakan hak asasi manusia yang sama-sama diatur di 

dalam UUD 1945 Pasal 28J ayat (1) yang menegaskan bahwa “Setiap 

orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara” dan ayat (2) 

yang berbunyi “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap 

orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan 

undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin 

pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain 

dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan 

moral, nilai-nilai agama, dan ketertiban umum dalam suatu 

masyaraka demokratis”.209  

Berdasarkan keterangan yang dikemukakan di atas, maka APINDO 

berpendapat; 

1. Bahwa ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang pada prinsipnya 

menegaskan bahwa Pengusaha dilarang melakukan pemutusan 

hubungan kerja dengan alasan bahwa pekerja/buruh mempunyai 

pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh 

lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian 

kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama tidak 

bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 

1945.  

                                                             
209 Ibid. 



 

2. Bahwa dengan adanya pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini memberikan 

jaminan kondusivitas hubungan kerja sesama pekerja maupun pekerja 

dan manajemen perusahaan, sehingga mempengaruhi profesionalitas 

kerja dan memberikan keadilan baik antara pekerja itu sendiri maupun 

bagi perusahaan.210 

Selanjutnya Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) telah 

menyampaikan keterangan tambahan dalam persidangan pada tanggal 5 

Juni 2017, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:211  

I. Kebiasaan Merupakan Sumber Hukum Formil  

Ketentuan larangan mempekerjakan antara pekerja laki-laki dan pekerja 

wanita yang mempunyai hubungan suami/istri (ikatan perkawinan) 

dalam satu perusahaan ataupun satu instansi pemerintahan telah lama 

terjadi begitupun dengan ketentuan mempekerjakan karyawan atau 

pekerja/buruh yang mempunyai hubungan darah dalam satu perusahaan 

(pengecualian untuk perusahaan keluarga) pun telah lama terjadi dan 

mengakibatkan dampak positif maupun negatif baik kepada perusahaan 

maupun kepada pekerja itu sendiri dan pekerja lainnya sebagai bagian 

dari perusahaan tersebut. 212 

Ketentuan ini sudah menjadi sebuah kebiasaan yang berlaku umum 

dalam dunia bisnis khususnya berkaitan dengan hubungan industrial 
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yang telah ada jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebagaimana kita ketahui 

bersama bahwa kebiasan yang telah berlaku umum merupakan sumber 

hukum formil di Indonesia. Kebiasaan merupakan sumber hukum 

formil dengan syarat:  

a. Harus ada perbuatan atau tindakan tertentu yang dilakukan 

berulangkali dalam hal yang sama dan diikuti oleh orang 

banyak/umum;  

b. Harus ada keyakinan hukum dari orang-orang/golongan-golongan 

yang berkepentingan dalam arti harus terdapat keyakinan bahwa 

aturan- aturan yang ditimbulkan oleh kebiasaan itu 

mengandung/memuat hal- hal yang baik dan layak untuk 

diikuti/ditaati serta mempunyai kekuatan mengikat.  

Kebiasaan dalam dunia bisnis ini salah satunya dapat dilihat dari 

adanya peraturan yang dibuat oleh Bank Pembangunan Indonesia 

(BAPINDO) pada tahun 1973 sekarang Bank Mandiri yang 

menegaskan tentang pernikahan antar pegawai BAPINDO yang pada 

prinsipnya mengatur berkenaan dengan larangan mempekerjakan 

pegawai yang mempunyai hubungan suami/istri. Keputusan Direksi 

Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO) Nomor 6 Tahun 1973 



 

tentang Pernikahan Antar Pegawai BAPINDO (sekarang menjadi Bank 

Mandiri) (bukti 1).213 

Pasal 1  
“Setelah dikeluarkannya keputusan direksi ini, hubungan kerja antara 
Bapindo dengan salah seorang dari pegawai yang akan menikah 
dengan sesama pegawai Bapindo akan terputus dengan sendirinya 
terhitung mulai tanggal pernikahan tersebut”.  
 
Pasal 2  
“Pemutusan hubungan kerja termaksud pada Pasal 1 di atas, akan 
berlaku atas diri pegawai yang mempunyai masa kerja yang terpendek 
diantara ke-2 (dua) pegawai yang menikah, kecuali apabila mereka 
secara tertulis menyatakan pilihan lain dari mereka berdua”.  
Pasal 3: 
“Kedua pegawai yang bersangkutan yang akan menikah, 1 (satu) bulan 
sebelum pernikahannya dilangsungkan, harus memberitahukan 
bersama- sama secara tertulis kepada Bapindo tentang maksud 
masing-masing sehubungan dengan ketentuan Pasal 2”. 
  

 
II. Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate 

Governance) Khususnya Berkaitan Dengan Pencegahan Terhadap 

Praktek Nepotisme Diperusahaan 

1. Bahwa untuk mencegah terjadinya praktek nepotisme di perusahaan 

maka ketentuan-ketentuan berkenaan dengan larangan 

mempekerjakan karyawan atau pekerja/buruh yang mempunyai 

hubungan keluarga atau suami istri telah terjadi jauh sebelum 

munculnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. Ketentuan tersebut dapat dilihat dari Keputusan 

Direksi Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO) Nomor 6 Tahun 
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1973 tentang Pernikahan Antar Pegawai BAPINDO (sekarang 

menjadi Bank Mandiri) (bukti 1).214 

  Pasal 1  
 “Setelah dikeluarkannya keputusan direksi ini, hubungan kerja 

antara Bapindo dengan salah seorang dari pegawai yang akan 
menikah dengan sesama pegawai Bapindo akan terputus dengan 
sendirinya terhitung mulai tanggal pernikahan tersebut”.  

 
Pasal 2  
“Pemutusan hubungan kerja termaksud pada Pasal 1 di atas, akan 
berlaku atas diri pegawai yang mempunyai masa kerja yang 
terpendek diantara ke-2 (dua) pegawai yang menikah, kecuali 
apabila mereka secara tertulis menyatakan pilihan lain dari mereka 
berdua”.  

Pasal 3 

“Kedua pegawai yang bersangkutan yang akan menikah, 1 (satu) 
bulan sebelum pernikahannya dilangsungkan, harus 
memberitahukan bersama- sama secara tertulis kepada Bapindo 
tentang maksud masing-masing sehubungan dengan ketentuan Pasal 
2”.  

2. Keputusan Direksi BAPINDO Nomor 6 Tahun 1973 (sekarang 

menjadi Bank Mandiri) tersebut menegaskan ketentuan PHK 

terhadap karyawan yang mempunyai hubungan pernikahan diatur 

sebelah pihak oleh perusahaan dalam rangka pencegahan terhadap 

potensi terjadinya nepotisme karena hal tersebut merupakan faktor 

yang sangat penting dalam dunia perbankan (sektor perbankan dan 

sektor keuangan). Namun demikian setelah adanya Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya pada 

Pasal 153 ayat (1) huruf f maka ketentuan PHK tersebut dilakukan 

dengan adanya perjanjian yang ditetapkan bersama oleh kedua belah 
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pihak yakni perusahaan dan karyawan atau pekerja/buruh 

diperusahaan bersangkutan yang tercantum di dalam Perjanjian 

Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.  

3. Larangan mempekerjakan karyawan atau pekerja/buruh yang 

mempunyai ikatan darah, hubungan suami istri juga telah diterapkan 

di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengacu 

pada prinsip Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang baik (Good 

Corporate Governance), prinsip Kesetaraan/Equalitas, dan Tidak 

Diskriminatif sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri 

BUMN Nomor SE- 06/MBU/2014 tentang Pencegahan Praktek 

Nepotisme di Badan Usaha Milik Negara (Bukti 2).215 

4. Mengacu pada Surat Edaran Kementerian BUMN tersebut pada poin 

3 di atas, maka perusahaan-perusahaan BUMN termasuk perusahaan 

perbankan milik BUMN seperti Bank BNI, Bank Mandiri, Bank 

BRI, dan diikuti oleh perusahaan perbankan swasta lainnya tentu 

akan menerapkan ketentuan yang sama kedalam Peraturan 

Perusahaannya yang dituangkan di dalam Perjanjian Kerja Bersama 

(PKB) (bukti – 3).216 

 III. Membuka Peluang Kerja bagi Kepala Keluarga Lainnya  

1. Dengan adanya ketentuan larangan mempekerjakan karyawan atau 

Pekerja/Buruh yang mempunyai hubungan pernikahan dalam satu 
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perusahaan yang diterapkan oleh beberapa perusahaan tertentu 

dengan menimbang kondisi perusahaannya masing-masing, hal ini 

memberikan peluang untuk membuka kesempatan kerja yang seluas-

luasnya bagi pencari kerja lainnya, artinya jika dari 1.000 orang 

pekerja di suatu perusahaan merupakan kepala keluarga yang 

menghidupi beberapa istri dan anak-anaknya, maka secara tidak 

langsung dapat mensejahterakan 1.000 keluarga yang bersangkutan. 

Lain halnya apabila 1.000 pekerja tersebut bekerja di satu 

perusahaan dengan 200 pekerja merupakan pasangan suami istri, 

maka keluarga yang sejahtera melalui hubungan kerja hanya 900 

keluarga saja dan secara tidak langsung menutup kesempatan bagi 

kepala keluarga lainnya (100 kepala keluarga) untuk memperoleh 

kesempatan bekerja dan meraih kesejahteraan bersama perusahaan 

tersebut.  

2. Dengan di-PHK-nya salah satu karyawan atau pekerja/buruh yang 

bekerja dalam satu perusahaan baik itu suami atau istrinya, Hal ini 

tidak akan menutup kesempatan kerja baginya untuk bekerja di 

perusahaan lainnya. Kesempatan kerja di perusahaan lain tersebut 

akan mudah diterima oleh Karyawan atau Pekerja/Buruh yang telah 

di PHK tersebut dengan syarat kemampuan atau kompetensi bagus 

yang telah dimilikinya. 



 

 Berdasarkan keterangan yang kami kemukakan di atas, maka kami 

berpendapat;217  

1) Bahwa dengan adanya frasa kecuali telah diatur dalam perjanjian 

kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama pada 

Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan tersebut. Hal ini memberikan peluang kepada 

Perusahaan dan Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Buruh di 

satu perusahaan untuk mengatur penata kelolaan persoalan hubungan 

industrial di perusahaan sesuai dengan kondisi dan kemampuan 

perusahaan mereka masing-masing dengan cara dirundingkan 

terlebih dahulu persyaratan dan mekanisme yang dikehendaki 

bersama yang tentunya akan dituangkan ke dalam kesepakatan 

bersama yakni Perjanjian Kerja dan/atau Perjanjian Kerja Bersama 

(PKB).  

2) Bahwa ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang pada prinsipnya 

menegaskan bahwa Pengusaha dilarang melakukan pemutusan 

hubungan kerja dengan alasan bahwa Pekerja/Buruh mempunyai 

pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh 

lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam 

perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama 
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tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) 

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

3) Bahwa dengan adanya Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini memberikan 

jaminan kondusifitas hubungan kerja sesama pekerja maupun 

pekerja dan manajemen perusahaan, sehingga mempengaruhi 

profesionalitas kerja dan memberikan keadilan baik antara pekerja 

itu sendiri maupun bagi perusahaan.   

4) Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan di atas mohon 

kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam 

perkara ini untuk dapat menolak seluruh permohonan uji materi 

Pemohon yang telah diajukan oleh Ir. H. Jhoni Boetja, S.E. dan 

kawan kawan.  

 Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi 

dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (et aequo et bono).218    

 4)  PT. PLN (Persero) 

 PT. PLN (Persero) telah menyampaikan keterangan yang diterima di 

Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juni 2017, yang pada 

pokoknya menerangkan sebagai berikut:  

1. Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur 

Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja karena 
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pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan 

dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah 

diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian 

kerja bersama.  

2. Aturan atau kode etik perusahaan yang mengatur hubungan 

perkawinan sesama pegawai berbeda-beda antar satu perusahaan dan 

lainnya. PT. PLN (Persero) khususnya sebagai perusahaan yang 

memiliki karakteristik khusus mengatur pemutusan hubungan kerja 

akibat ikatan perkawinana sesama pegawai dengan pertimbangan 

profesionalitas dan mencegah terjadinya konflik kepentingan antara 

pegawai yang dapat menurunkan kinerja perusahaan. Reputasi 

pegawai yang tidak dapat memisahkan antara ursuan pribadi dengan 

urusan pada pekerjaan berpengaruh negatif bagi perusahaan dan 

berdampak buruk bagi citra pegawai itu sendiri. 

3. Latar belakang PT. PLN (Persero) dan Serikat Pekerja menyepakati 

pengaturan perkawinan sesama pegawai dalam Addendum Kedua 

Perjanjian Kerja Bersama tanggal 11 Oktober 2013 adalah sebagai 

berikut: 219 

a. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

diatur bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang 

pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal 
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berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suami istri wajib saling 

cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan 

lahir bathin yang satu kepada yang lain. Dengan demikian ikatan 

perkawinan adalah ikatan khusus, ikatan lahir dan batin antara 

suami istri yang kuat dan khusus.  

Dari sisi hubungan industrial, ikatan perkawinan ini mempunyai 

risiko yang berpotensi mengganggu dan/atau mengurangi 

profesionalitas hubungan kerja, antara lain:  

i. Dari sisi konflik kepentingan – kolusi, perlakuan yang berbeda 

Konflik kepentingan terjadi ketika pegawai sebagai suami 

dan/atau istri mempunyai posisi yang menguntungkan secara 

personal baik langsung atau tidak langsung dari hubungan 

pertalian ikatan perkawinan yang berpengaruh terhadap 

kepentingan bisnis perusahaan. Apabila ada pegawai yang 

menikah satu kantor dan keduanya memiliki jabatan atau fungsi 

yang strategis, maka berpotensi memunculkan konflik 

kepentingan.220 

  Contoh:  

 a) Pegawai A menjabat sebagai manajer SDM, di satu sisi 

istrinya sedang menjalani fit & proper test untuk seleksi jabatan 

tertentu di kantor Pegawai A tersebut.  
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b) Pegawai A sebagai General Manager, Pegawai B sebagai istri 

menjabat Pejabat Pengadaan.  

c) Pegawai A sebagai engineer di bidang teknologi informasi, 

pegawai B sebagai istri di bidang niaga, informasi keamanan 

data penjualan tenaga listrik dalam sistem teknologi PLN dapat 

digunakan untuk kepentingan pribadi dalam bidang niaga jual 

beli tenaga listrik. 221 

ii.Dari sisi Talent Pool Perkawinan antar pegawai dapat 

menimbulkan hambatan bagi perusahaan dalam membina karir 

pegawai yang bersangkutan. Ada jabatan yang tersedia kepada 

pegawai yang memiliki kualitas dan potensi untuk menduduki 

jabatan tersebut, namun karena formasi jabatan berpengaruh 

terhadap jabatan/fungsi suami/istri yang juga pegawai, maka 

perusahaan tidak dapat memberikan jabatan tersebut kepada 

pegawai yang bersangkutan, sehingga perusahaan kehilangan 

potensi sumber daya manusia yang mempunyai kualitas yang 

sama atau lebih baik dari pegawai tersebut (no right man in the 

right place).222  

Dengan sumber daya yang ada, perusahaan bisa lebih fokus 

dalam menjalankan fungsi strategic pembinaan kompetensi 

pegawai dibandingkan dengan menangani hal yang bersifat 
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administratif, sehingga pegawai lebih terpantau pengembangan 

karirnya, keterbatasan formasi jabatan.223 

Perusahaan akan secara profesional menempatkan pegawai 

sesuai kompetensinya, sehingga pegawai mendapatkan 

pembinaan karir tanpa terkendala dengan faktor pernikahan. 

Dengan demikian, terjadi harmonisasi antara kepentingan 

pribadi pegawai dan kepentingan perseroan secara proporsional 

dengan memperhatikan kondisi perseroan.224 

iii.Permintaan/penolakan mutasi yang mengganggu 

profesionalisme bekerja Bagi PLN perusahaan yang proses 

bisnisnya terintegrasi dan berlokasi di seluruh wilayah 

Indonesia, mutasi pegawai adalah hal yang awam terjadi 

terlebih untuk kebutuhan formasi tenaga kerja. Sedari menjadi 

pegawai PLN, pegawai yang bersangkutan sudah mengetahui 

konsekuensi bekerja di PLN adalah bersedia ditempatkan di 

seluruh unit kerja PLN. 225 

Pertalian suami istri mengakibatkan banyaknya permintaan 

mutasi/ penolakan mutasi dengan alasan pribadi yaitu suami 

istri mutasi atau tidak ikut dimutasi. Keadaan suami istri tidak 

dalam satu kediaman yang sama dan tetap tidak dikehendaki 

dalam perkawinan, hal ini juga diatur dalam Pasal 34 Undang-
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Undang Nomor 1 Tahun 1974: (1) Suami-istri harus mempunyai 

tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah tempat kediaman yang 

dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-

istri bersama.226 

Kegiatan usaha/bisnis PLN tentu tidak dapat menjadi 

penghalang suami/istri mempunyai kediaman tetap bersama, 

oleh karena ikatan hubungan perkawinan lebih kuat dan khusus 

dari hubungan industrial, maka hal ini menjadi penghalang 

dalam peningkatan profesionalisme bekerja yang tentu secara 

linear mengganggu kinerja perusahaan.227    

 

b. Faktor jenis usaha menjadi salah satu pertimbangan utama 

diaturnya ikatan perkawinan dalam satu perusahaan. Beberapa 

perusahaan dengan jenis bisnis dan transaksi dengan risiko tinggi 

dan sangat mengedepankan kualitas pelayanan dan 

profesionalitas melarang perkawinan sesama pegawai (bank, 

asuransi, bisnis terintegrasi, PLN, dll).  

Setiap perusahaan mempunyai karakteristik usaha/industri yang 

berbeda- beda. Misal perusahaan: multinasional, bisnis 

terintegrasi se-Indonesia, terlokalisir di suatu daerah, 

kerahasiaan/kepercayaan tinggi, teknologi tinggi, dll. Sedangkan 
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Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak mengatur kekhususan 

hubungan industrial masing-masing karakteristik perusahaan. 

Oleh karenanya Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan 

kesempatan kepada pengusaha dan tenaga kerja mengatur tata 

kerja melalui Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, dan/atau 

Perjanjian Kerja Bersama.228  

Karakteristik usaha/bisnis PLN adalah perusahaan yang proses 

bisnisnya dari hulu sampai hilir dengan berbagai usaha 

penunjang serta lokasi kerja unit PLN yang tersebar di seluruh 

wilayah Indonesia. Dengan demikian insan sumber daya manusia 

PLN merupakan bagian dari Formasi Tenaga Kerja yang harus 

mampu dan bersedia melaksanakan pekerjaana secara optimal 

dengan lokasi kerja seluruh Indonesia.229 

Formasi tenaga kerja PLN yang dipersiapkan meningkat setiap 

tahunnya membutuhkan tenaga kerja yang siap dan professional 

untuk menjalankan bisnis ketenagalistrikan secara profesional, 

PLN meminimalisir resiko dari adanya potensi konflik 

kepentingan yang mengganggu kinerja perusahaan. Oleh 

karenanya adanya Pasal 153 ayat (1) huruf f UU 
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Ketenagakerjaan justru memberikan kepastian hukum dan 

mendukung bisnis yang profesional.230   

c.  Dari sisi Legal Yuridis  

i.  Pasal 1338 KUHPerdata Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan, 

semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang 

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain 

dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan- 

alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus 

dilaksanakan dengan itikad baik.231  

Dengan demikian masing-masing pihak diberikan kebebasan 

untuk menyepakati isi dari suatu perjanjian atau biasa dikenal 

dengan istilah asas kebebasan berkontrak. Dalam perjanjian 

tertuang hak dan kewajiban yang mengikat masing-masing 

pihak. Asas kebebasan berkontrak tersebut dimiliki oleh setiap 

pihak yang mempunyai kepentingan. Kepentingan-kepentingan 

antar pihak kemudian dituangkan dalam perjanjian yang 

didalamnya berisi hak dan kewajiban yang mengikat serta 

harus dipatuhi oleh masing-masing pihak yang menyetujuinya.  

Asas kebebasan berkontrak mempunyai arti bahwa pihak yang 

akan melakukan perjanjian/kontrak dalam keadaan bebas dan 
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tanpa paksaan. Para pihak tidak dapat dipaksa untuk sepakat 

karena bertentangan dengan syarat objektif dalam Pasal 1320 

KUHPerdata yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri. 

Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f UU 

Ketenagakerjaan, memberikan ruang bagi pengusaha dan 

pekerja mengatur ikatan perkawinan dalam hubungan 

industrial sepanjang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan 

Perusahaan, dan/atau Perjanjian Kerja Bersama.232 

Pasal 1 butir 14, 20, dan 21 UU Ketenagakerjaan mengatur:  

14.  Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh 
dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat 
syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.  

20. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat 
secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat 
kerja dan tata tertib perusahaan.  

21. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang 
merupakan hasil perundingan antara serikat 
pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat 
pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang  
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan 
pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan 
pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan 
kewajiban kedua belah pihak. 

 
Berdasarkan aturan tersebut pengaturan pemutusan hubungan 

kerja karena ikatan perkawinan diperbolehkan undang-undang 

dengan catatan adanya kesepakatan para pihak terlebih dahulu 
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yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan 

Perusahaan, dan/atau Perjanjian Kerja Bersama.233 

Pekerja dan/atau serikat pekerja diberikan kebebasan untuk 

menyepakati atau tidak suatu Perjanjian Kerja dan pengusaha 

tidak dapat memaksa calon pekerja untuk menandatangani 

Perjanjian Kerja dan/atau Perjanjian Kerja Bersama. Dengan 

demikian, apabila pekerja sepakat kepada suatu perjanjian, 

maka pekerja tersebut secara sadar mematuhi dan tunduk 

kepada Perjanjian Kerja yang telah dibuat berlaku sebagai 

undang-undang bagi para pihak (asas pacta sunt servanda). 

Hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi 

perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya 

sebuah undang-undang.234 

Segala ketentuan dan kode etik yang telah diatur oleh 

perusahaan harus dipatuhi oleh pekerja dan pengusaha. Pekerja 

yang telah setuju atas Perjanjian Kerja terikat pada kewajiban 

dan hak yang tercantum dalam Perjanjian Kerja serta aturan-

aturan perusahaan yang berlaku.235   

ii. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan mengatur bahwa hubungan hubungan kerja 

merupakan hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh 
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berdasarkan Perjanjian Kerja yang memiliki unsur pekerjaan, 

upah dan perintah.  

Kewenangan yang dimilki oleh pengusaha kepada pekerja 

antara lain ialah unsur perintah, yang bertujuan agar segala 

tindakan yang dilakukan oleh pekerja sesuai dengan 

kepentingan perseroan, asalkan tidak bertentangan dengan 

perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan. Hal 

tersebut dapat berupa perintah melakukan sesuatu atau tidak 

melakukan sesuatu yang tertuang dalam perjanjian kerja atau 

peraturan perusahaan.236 

Maka, atas ketentuan tersebut, pengusaha dapat menerapkan 

aturan yang mewajibkan atau melarang suatu perbuatan yang 

bertujuan untuk meningkatkan kinerja perseroan serta 

meningkatkan pelayanan dan sikap profesional dalam bekerja. 

Pasal 61 ayat (1) huruf d Undang-Undang Ketenagakerjaan 

mengatur perjanjian kerja berakhir apabila adanya keadaan 

atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian 

kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang 

dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.  Jadi, 

perusahaan dapat membuat aturan dalam mengatur keadaan 

tertentu apabila terjadi dalam perusahaan dan dilakukan oleh 
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pekerja, maka perusahaan dapat melakukan pemutusan 

hubungan kerja.237 

iii. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas, Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas 

menyatakan Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk 

kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan 

perseroan.  

Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas 

menyatakan: Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad 

baik dan penuh tanggung jawab.238  

Direksi berwenang untuk mengeluarkan kebijakan dan aturan-

aturan dalam menjalankan kegiatan perseroan. Segala 

kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh direksi semata-

mata untuk kepentingan perseroan yang dilaksanakan dengan 

itikad baik dan penuh tanggung jawab. Oleh karenanya 

perusahaan dapat mengatur hal-hal yang baik untuk 

kepentingan bisnisnya termasuk mengatur hal-hal yang 

berpotensi mengganggu hubungan profesionalisme dalam 

bekerja termasuk pertalian ikatan perkawinan dalam pekerjaan.  
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Pengusaha ataupun perusahaan juga perlu diberikan jaminan 

hukum yang layak dan adil untuk menjalankan usaha, 

menggerakkan perekonomian sebagimana Pasal 28D ayat (1) 

UUD 1945 yang menyatakan:  “Setiap orang berhak atas 

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang 

adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 

4. Sebagaimana dijelaskan di atas, proses bisnis PLN merupakan 

proses bisnis yang memiliki kekhususan yaitu proses bisnisnya 

dari hulu – hilir dengan berbagai usaha penunjang dan lokasi 

kerja unit PLN tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan 

demikian untuk menghindari adanya konflik kepentingan, 

menurutnya talent pool, PLN dan serikat pekerja telah mencapai 

kesepakatan dalam Addendum Perjanjian Kerja Bersama yaitu 

menerapkan Pasal 153 ayat (1) huruf f mengatur pemutusan 

hubungan kerja/pemberhentian sebagai pegawai terhadap 

pekerja/buruh mempunyai ikatan perkawinan dengan 

pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan.239 

5.  Pernikahan antar sesama pegawai berpotensi mengganngu 

kepentingan dan kinerja perusahaan yang disebabkan konflik 

kepentingan, menurunkan sikap profesional pegawai sehingga 

mengakibatkan perusahaan tidak luwes/lancer dalam menentukan 

kebijakan, terutama kebijakan dalam pengembangan organisasi 
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dan karir pegawai. Untuk meminimalisir risiko ini maka Pasal 

153 ayat (1) huruf f justru memberikan jaminan hukum bagi 

pengusaha untuk menjalankan usaha dengan layak dan 

profesional serta jaminan bagi pekerja dalam menjalankan 

hubungan kerja yang profesional untuk mendapatkan 

penghidupan yang layak.240 

6. Pasal 153 ayat (1) huruf f yang mengatur tentang ikatan 

perkawinan antar sesama pekerja merupakan jaminan hukum bagi 

pekerja da perusahaan agar dapat membuat aturan terkait hal 

pemutusan hubungan kerja (PHK)  akibat pertalian ikatan 

perkawinan sesama pekerja selama aturan tersebut telah diatur 

dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, dan/atau Perjanjian 

Kerja Bersama dengan tujuan demi meningkatkan kinerja 

perseroan dan meminimalisir konflik kepentingan. Kesepakatan 

dalam bentuk Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, dn/atau 

Perjanjian Kerja Bersama ialah pemberian jaminan hukum yang 

adil dan layak sesuai dengan perundang-undangan dan Pasal 28D 

ayat (1) Undang-Undang Dasar RI 1945 bagi pekerja dan 

pengusaha.241 
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 b.  Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi   

  Berdasarkan duduk perkara tersebut, maka Hakim Konstitusi memberikan 

argumentasi sebagai berikut:  

1)  Pasal 28B ayat (1) UUD Tahun 1945 menjamin hak konstitusional 

seseorang yaitu dalam hal membentuk keluarga dan melanjutkan 

keturunan melalui perkawinan yang sah. Hal itu juga ditegaskan dalam 

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. 

Smentara itu, perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas 

kehendak bebas calon suami dan calon isteri sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Adanya ketentuan Pasal 153  ayat 

(1) huruf f UU 13/2003 membawa konsekuensi bahwa pengusaha akan 

melakukan pelarangan adanya perkawinan sesama pekerja dalam satu 

perusahaan. Karena menurut Undang-Undang Perkawinan sahnya 

perkawinan adalah sah setelah dilakukan menurut agama berarti  norma 

Undang-Undang a quo juga melarang orang melakukan perintah 

agamanya;242 

2) Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f UU 

Ketenagakerjaan menghilangkan jaminan kerja para Pemohon dan hak 

atas penghidupan yang layak serta mendapat imbalan dan perlakuan 

yang adil dalam hubungan kerja yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) 

UUD 1945. Jika perusahaan beralasan bahwa ketentuan demikian adalah 

penting untuk mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme, 
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alasan itu tidak dapat diterima sebab terjadinya korupsi, kolusi, dan 

nepotisme adalah tergantung kepada mentalitas seseorang;  

3) Sebenarnya, perkawinan antar sesama pekerja dalam satu perusahaan 

justru menguntungkan pihak perusahaan karena dapat menghemat 

pengeluaran perusahaan dalam hal menangggung biaya kesehatan 

keluarga pekerja karena perusahaan hanya akan menanggung satu orang 

pekerja beserta keluarga tetapi perusahaan memiliki dua orang pekerja, 

di mana bisa suami atau istri yang berkedudukan sebagai penanggung 

yang akan didaftarkan ke perusahaan yang bersangkutan.243 

Selain alasan permohonan dan bukti-bukti para pemohon, Hakim 

Konstitusi juga mempertimbangkan keterangan secara tertulis dari DPR RI, 

keterangan tertulis dan lisan Presiden, keterangan APINDO, dan keterangan 

tertulis PT.PLN (Persero), bukti surat/tulisan APINDO, kesimpulan tertulis 

Pemohon, kesimpulan tertulis Presiden, dan kesimpulan tertulis APINDO, 

berikut pertimbangan Hakim MK mengenai uji materil Pasal 153 ayat (1) 

huruf f Undag-Undang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar RI 

Tahun 1945.244 

1)  Pasal 28D ayat (2) UUD RI 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak 

untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan 

layak dalam hubungan kerja”. Sejalan dengan itu, Pasal 23 ayat (1) 

Deklarasi HAM PBB menegaskan,“Setiap orang berhak atas 
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pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas 

syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak 

atas perlindungan dari pengangguran”. Hak konsttusional 

sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD RI 1945 merupakan 

bagian dari hak asasi manusia yang tergolong ke dalam hak-hak 

ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Berbeda halnya dengan pemenuhan 

terhadap hak asasi manusia yang tergolong hak-hak sipil dan politik 

yang pemenuhannya justru dilakukan dengan sedikit mungkin campur 

tangan negara, bahkan dalam batas-batas tertentu, negara tidak boleh 

campur tangan, pemenuhan terhadap hak- hak yang tergolong ke dalam 

hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan justru membutuhkan peran 

aktif negara sesuai kemampuan atau sumber daya yang dimiliki oleh 

tiap-tiap negara.245  

2) Pasal 28I ayat (4) UUD RI 1945 menyatakan, “Perlindungan, pemajuan, 

penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab 

negara, terutama pemerintah”. Oleh karena itu, terlepas dari jenis atau 

kategorinya, tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 tersebut tetap melekat pada negara, 

khususnya Pemerintah. Hal itu juga berlaku terhadap hak-hak yang 

menjadi isu konstitusional dalam permohonan a quo, dalam hal ini 

khususnya hak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan 

yang layak dan adil dalam hubungan kerja serta hak untuk membentuk 
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keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 

Meskipun tanggung jawab untuk melindungi, memajukan, dan 

memenuhi hak asasi manusia itu oleh Konstitusi ditegaskan menjadi 

tanggung jawab negara, khususnya pemerintah, hal itu bukan berarti 

bahwa institusi atau orang-perorangan di luar negara tidak wajib 

menghormati keberadaan hak-hak tersebut. Sebab, esensi setiap hak 

yang dimiliki seseorang selalu menimbulkan kewajiban pada pihak atau 

orang lainnya untuk menghormati keberadaan hak itu.246 

3) Hak atas pekerjaan merupakan juga hak yang terkait dengan hak 

kesejahteraan. maka, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia (UU 39/1999) mempertegas ketentuan yang 

tertuang dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 tersebut. Pasal 38 ayat 

(1) UU 39/1999 menyatakan, “Setiap warga negara, sesuai dengan 

bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.” 

Dalam ayat (2) diatur, “Setiap orang berhak dengan bebas memilih 

pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat 

ketenagakerjaan yang adil”. Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan 

yang termuat dalam Pasal 6 ayat (1) International Covenant on 

Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang 

Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) yang telah diratifikasi dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan 

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
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(Kovenan Internasional tentang Hak Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) 

menyatakan, “Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak 

atas pekerjaan, termasuk hak setiap orang atas kesempatan untuk 

mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya 

sendiri secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang tepat 

guna melindungi hak tersebut”.247 

  Pertimbangan sebagaimana terurai dalam sub-paragraf 1 sampai dengan 

sub-paragraf 3 di atas, menunjukkan bahwa kewajiban melindungi hak 

untuk mendapatkan pekerjaan bukan hanya menjadi kewajiban 

konstitusional (constitutional obligation) negara tetapi juga telah 

menjadi kewajiban yang lahir dari hukum internasional (international 

legal obligation), dalam hal ini kewajiban yang lahir dari keturutsertaan 

Indonesia dalam International Covenant on Economic, Social, and 

Cultural Rights. Benar bahwa Konstitusi memberikan wewenang 

konstitusional kepada negara untuk membuat pembatasan terhadap hak 

asasi manusia, namun kewenangan itu tunduk pada persyaratan yang 

ditentukan oleh Konstitusi, sebagaimana akan diuraikan lebih jauh 

dalam pertimbangan di bawah ini.248 

4) Jika ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Dasar RI Tahun 

1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, Deklarasi Universal Hak 

Asasi Manusia, dan International Covenant on Economic, Social, and 
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Cultural Rights tersebut dikaitkan dengan Pasal 153 ayat (1) huruf f 

UU 13/2003 yang secara a contrario berarti bahwa dalam suatu 

perusahaan yang mempersyaratkan pekerja/buruh tidak boleh 

mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan 

pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan dan menjadikan hal itu 

sebagai dasar dapat dilakukannya pemutusan hubungan kerja terhadap 

pekerja/buruh yang bersangkutan, Mahkamah menilai bahwa aturan 

tersebut tidak sejalan dengan norma dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 

1945 maupun Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) UU 39/1999, Pasal 6 ayat 

(1) International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights 

(Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan 

Budaya) yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2005, dan Pasal 23 ayat (1) Deklarasi HAM PBB sebagaimana 

disebutkan di atas. Pertalian darah atau hubungan perkawinan adalah 

takdir yang tidak dapat direncanakan maupun dielakkan. Oleh karena 

itu, menjadikan sesuatu yang bersifat takdir sebagai syarat untuk 

mengesampingkan pemenuhan hak asasi manusia, dalam hal ini hak 

atas pekerjaan serta hak untuk membentuk keluarga, adalah tidak dapat 

diterima sebagai alasan yang sah secara konstitusional. Sesuai dengan 

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 pembatasan terhadap hak asasi manusia 

hanya dapat dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin 

pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan 

untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, 



 

nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu 

masyarakat demokratis.249  

 Pembatasan sebagaimana termuat dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f UU 

13/2003 tidak memenuhi syarat penghormatan atas hak dan kebebasan 

orang lain karena tidak ada hak atau kebebasan orang lain yang 

terganggu oleh adanya pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan 

dimaksud. Demikian pula tidak ada norma-norma moral, nilai-nilai 

agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat 

demokratis yang terganggu oleh adanya fakta bahwa pekerja/buruh 

dalam satu perusahaan memiliki pertalian darah dan/atau ikatan 

perkawinan. 250 

   Menimbang bahwa Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dan PT. 

PLN (Persero) dalam keterangannya menjelaskan memberlakukan Pasal 153 

ayat (1) huruf f Undang-Undang di lingukungan internal mereka ialah untuk 

mencegah hal-hal negatif di perusahaan, untuk membangun kondisi kerja 

yang baik, berkeadilan dan profesionalitas serta menghindari potensi 

terjadinya konflik kepentingan dalam mengambil sebuah keputusan dalam 

internal perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi 

berpendapat alasan-alasan itu tidak memenuhi syarat pembatasan 

konstitusional sebagaimana yang tercantum pada Pasal 28J ayat (2) Undang-

Undang Dasar RI 1945. Adapun dalam kekhawatiran terjadinya hal-hal yang 
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disebutkan di atas, dapat dicegah dengan membuat peraturan perusahaan 

yang ketat agar dapat terbangunnya integritas pekerja yang tinggi dan 

terwujudnya kondisi kerja yang baik, berkeadilan dan profesionalitas.251  

Presiden dan pihak terkait APINDO beragumentasi bahwa pada 

prinsipnya mendasar pada doktrin pacta sunt servanda dengan 

mengaitkannya dengan Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi,“Semua 

persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat 

ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena 

alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus 

dilaksanakan dengan itikad baik”, mahkamah berpendapat, argumentasi 

demikian tidak selalu relevan untuk diterapkan tanpa  memperhatikan 

keseimbangan kedudukan para pihak yang membuat persetujuan itu dibuat. 

Maka dalam hal ini, telah jelas bahwasanya antara pengusaha dan 

pekerja/buruh berada dalam posisi yang tidak seimbang. Karena 

pekerja/buruh adalah pihak yang berada dalam posisi yang lebih lemah 

karena sebagai pihak yang membutuhkan pekerjaan. Dengan adanya posisi 

yang tidak seimbang itu, maka dalam hal ini filosofi kebebasan berkontrak 

yang merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian menjadi tidak 

sepenuhnya terpenuhi. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan 

tersebut, maka kata “telah” yang terdapat dalam rumusan Pasal 153 ayat (1) 
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huruf f Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak dengan sendirinya berarti 

telah terpenuhinya filosofi prinsip kebebasan berkontrak.252  

c.  Amar Putusan  

Amar putusan keputusan MK No. 13/PUU-XV/ tentang judicial review 

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 

153 mengadili dan menyatakan: 

1)   Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;  

2) Menyatakan frasa “Kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, 

peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama” dalam Pasal 

153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4279) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat;   

3)   Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik 

Indonesia sebagaimana mestinya.253 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Konstitusionalitas Larangan Menikah Satu Kantor Menurut Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 tentang Pembatalan Pasal 

153 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan  

Pertimbangan dibuatnya Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagaimana 

tercantum di dalam konsideran Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu: 

1. Bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan 

Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, 

makmur yang merata baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 2. Bahwa dalam pelaksanaan pembagunan nasional, tenaga kerja mempunyai 

peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan 

pembangunan. 

3. Bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan 

pembangunan ketenagkerjaan untuk meningkatkan kualitas kerja dan peran 

sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja 

dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.254 

4.  Bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-

hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan 
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tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan 

pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan 

kemajuan dunia usaha.255 

Untuk mencapai suatu tujuan maka dibuatlah perjanjian yang merupakan 

kesepakatan antara kedua belah pihak, dalam hal ini adalah kesepakatan antara 

pengusaha dan pekerja. Perjanjian tersebut difungsikan sebagai suatu aturan agar  

meningkatkan kinerja pekerja dalam suatu perusahaan. Sebagaimana dijelaskan 

Pengertian kinaerja dalam “Pokok-pokok Penjelasan Menteri Negara Koordinator 

Bidang Politik dan Keamanan tentang Gerakan Kinerja Nasional (GDN)”, yaitu 

sebagai berikut:  

1. Kinerja adalah ketaatan terhadap peraturan dan norma kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berlaku, yang dilaksanakan 

secara sadar dan ikhlas lahir batin, sehingga timbul rasa malu terkena sanksi 

dan rasa takut terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

2.  Kinerja di satu sisi adalah sikap hidup dan perilaku yang mencerminkan 

tanggung jawab tanpa paksaan dari luar. Sikap dan perilaku ini dianut 

berdasarkan keyakinan bahwa hal itu bermanfaat bagi diri sendiri dan 

masyarakat.256 

Salah satu perjanjian yang menjadi permasalahan disini ialah peraturan 

yang terdapat dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwasanya pengusaha dilarang melakukan 
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pemutusan hubungan kerja dengan alasan “pekerja/buruh mempunyai pertalian 

darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu 

perusahaan , kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, 

atau perjanjian kerja bersama”  

Penjelasan dari isi ketentuan di atas ialah pekerja bebas untuk menikah 

dengan siapapun, namun dengan adanya kesepakatan dalam perjanjian tersebut 

apabila pekerja menikah dengan sesama pekerja yang bekerja pada satu 

perusahaan yang sama maka konsekuensi yang harus diterima ialah salah satu 

pekerja tersebut harus mengundurkan diri dari perusahaan dan jika mereka tetap 

menikah dan tidak melakukan pengunduran diri sesuai dengan isi ketentuan 

perjanjian tersebut, maka pengusaha berhak untuk melakukan pemutusan 

hubungan kerja (PHK) kepada yang bersangkutan.257 

Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan beberapa perusahaan 

perbankan swasta lainnya telah menerapkan peraturan yang berupa larangan 

mempekerjakan pekerja/buruh yang memiliki ikatan darah, hubungan suami istri, 

yang mana peraturan tersebut mengacu pada prinsip-prinsip penerapan tata kelola 

perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), prinsip 

kesetaraan/equalitas, dan tidak diskriminatif sebagaimana tertuang dalam Surat 

Edaran Menteri BUMN No. SE-06/MBU/2014 tentang pencegahan Praktek 

Nepotisme di Badan Usaha Milik Negara yang kemudian dituangkan ke dalam 

peraturan perusahaan, perjanjian kerja, atau perjanjian kerja bersama.258  
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Hal ini bertujuan untuk menjaga profesionalitas kerja, menghindari 

konfilk kepentingan antara suami istri, serta agar terhindar dari tindak Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada perusahaan.259 

Selain itu, timbul akibat lain dari diberlakukannya peraturan tersebut ialah 

bahwa perkawinan antar sesama pekerja secara emosional akan seling 

menguatkan hubungan keluarganya sehingga mereka merasa aman dan tentram 

karena adanya rasa saling melindungi. Akan tetapi, dari rasa saling melindungi ini 

maka dapat memunculkan dampak negatif dalam melaksanakan kewajibannya 

sebagai pekerja,  mereka yang bersangkutan dapat menghilangkan objektivitas 

kerja dari hubungan kerja antar pekerja dengan  manajemen perusahaan. Antara 

lain, pada suatu kondisi secara psikologis akan menimbulkan konflik batin untuk 

menegakkan suatu aturan di perusahaan yaitu apabila seorang Manager HRD di 

suatu perusahaan yang sama  mempekerjakan istri atau suami dari atasan kerjanya 

yakni General Manager sebagai supervisor, dimana pada suatu keadaan tertentu 

isteri atau suami atasan Manager HRD tersebut melakukan pelanggaran tidak 

disiplin atau pelanggaran lain yang dapat dikenakan sanksi berupa pemutusan 

hubungan kerja (PHK) atau sanksi lainnya yang telah diatur dalam perjanjian 

kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.260 
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Bahkan jika perusahaan memperkerjakan dua orang pekerja yang mana 

keduanya terikat hubungan perkawinan, sehingga tidak menutup kemungkinan 

akan terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).261  

Dengan  adanya dampak positif dan negatif tersebut, maka Pemerintah 

mengaturnya pada Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Ketenagakerjaan 

yang bertujuan untuk menghindari hal negatif di lingkungan perusahaan dan demi 

membangun kondisi kerja yang baik, profesional, serta berkeadilan. 262 

Namun, dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

13/PUU-XV/2017, yang memuat bahwa Hakim MK menyatakan Pasal 153 ayat 

(1) huruf f Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat karena bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana tercantum 

dalam Pasal 10 ayat (1) Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia263, Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945264 serta tidak sejalan dengan hukum Islam. Maka, secara 

otomatis perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama 

yang mengatur larangan menikah antar sesama pekerja sekantor tidak berlaku lagi 

karena Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Ketenagakerjaan yang 

merupakan payung hukum peraturan tersebut telah dibatalkan oleh Hakim 

Mahkamah Konstitusi.  
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B.  Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 13/PUU-

XV/2017  

Sumber hukum utama dalam Islam ialah Al-Qur’an sedangkan Hadits 

sebagai sumber hukum kedua yang fungsinya sebagai penjelas isi kandungan dari 

al-Qur’an yang keduanya sebagai pedoman hidup yang mengatur segala tingkah 

laku manusia.  

Namun, semakin berkembangnya zaman dan peradaban masyarakat, 

sehingga menimbulkan berbagai masalah yang belum dijelaskan secara tegas 

dalam al-Quran dan hadits. Maka, dibutuhkankan seseorang yang dianggap 

mampu untuk menyelesaikan atau memutuskan perkara yang terjadi di tengah 

berkembangnya masyarakat era modern kini yaitu seorang hakim (dalam 

khazanah Islam disebut dengan qadhi). Fungsi seorang hakim ialah untuk 

menerapkan hukum, menemukan hukum serta menciptakan hukum. Hal itu 

dilakukan agar terciptanya kehidupan yang tentram, sejahtera dan berkeadilan. 

Sebagaimana tercantum dalam QS. an-Nisaa’ ayat 135: 

  ��َ ��
َ
� ِ��َ ٱ۞َ�� ��  ِ � �َ�ِٰ �ُ�ِ�ُ�ۡ�  �ۡ�ِۡ�ِ� �ءَاَ�ُ��اْ ُ���ُ�اْ �َ��

� أَ ِ وَ�َۡ� َ�َ ُ�َ�َ�اءَٓ ِ��
�ۡ�ِ ٱأوَِ  �َۡ��َِ�ۚ ٱوَ  �َۡ�ِٰ�َ

َ ۡ
ُ �إنِ �َُ�ۡ� َ��ِ��� أوَۡ �َ�ِٗ�� �َ  � ۖ �ََ� �َ���ُِ��اْ  �� أوََۡ�ٰ �ِِ�َ��

ُ  �َۡ�َ�ى� ٱ ْۚ أنَ َ�ۡ�ِ�� ْ  ٓۥ�ن �َ�ۡ�ُ  �ا َ ٱأَوۡ ُ�ۡ��ُِ��اْ �َ�نِ�  ا    �َ�نَ �َِ�� َ�ۡ�َ��ُ�نَ َ��ِٗ��  ��
    

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-
benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap 
dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia 265  kaya 
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ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka 
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari 
kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan 
menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui 
segala apa yang kamu kerjakan”.266 

Dalam perkara yang diajukan oleh para pemohon ke Mahkamah 

Konstitusi pada tanggal 30 Januari 2017 mengenai uji materil Pasal 153 ayat (1) 

huruf f Undang-Undang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang tertera dalam putusan Mahkamah 

Konstitusi No. 13/PUU-XV/2017. Berdasarkan berbagai pertimbangan yang telah 

dijelaskan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi bahwasanya para pemohon 

mendalilkan bahwasanya Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang 

Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 

pada Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2), berikut keterangannya:  

a.   Hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) UUD RI Tahun 1945 

ialah hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui 

perkawinan yang sah. Sebagaimana ditegaskan juga pada Pasal 10 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

Sedangkan, perkawinan yang sah hanya dapat dilangsungkan atas adanya 

kehendak bebas calon suami dan calon isteri sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya ketentuan Pasal 153 

ayat (1) huruf f UU 13/2003 membawa konsekuensi bahwa pengusaha akan 

melakukan pelarangan adanya perkawinan sesama pekerja dalam satu 

perusahaan. Karena menurut Undang-Undang Perkawinan sahnya perkawinan 
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adalah sah setelah dilakukan menurut agama berarti norma Undang-Undang a 

quo juga melarang orang melakukan perintah agamanya;  

b. frasa yang ada pada ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang 

Ketenagakerjaan menghilangkan jaminan kerja para Pemohon dan hak atas 

penghidupan yang layak serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil 

dalam hubungan kerja yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Jika 

perusahaan beralasan bahwa ketentuan demikian adalah penting untuk 

mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), alasan itu tidak 

dapat diterima sebab terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) 

adalah tergantung kepada mentalitas seseorang;  

c.  Adanya perkawinan antar pekerja/buruh yang bekerja dalam satu perusahaan 

justru menguntungkan pihak perusahaan karena dapat menghemat 

pengeluaran perusahaan dalam hal menangggung biaya kesehatan keluarga 

pekerja karena perusahaan hanya akan menanggung satu orang pekerja beserta 

keluarga tetapi perusahaan memiliki dua orang pekerja, di mana bisa suami 

atau isteri yang berkedudukan sebagai penanggung yang akan didaftarkan ke 

perusahaan yang bersangkutan.267 

Hakim MK juga telah menghimpun serta mempertimbangkan berbagai 

keterangan dan kesimpulan yang telah diberikan oleh Presiden, DPR RI, Asosiasi 

Pengusaha Indonesia (APINDO) yang diberikan secara lisan maupun tertulis 

dalam persidangan, berikut pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam 

putusannya: 
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1.  Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar RI yang berbunyi: “Setiap orang 

berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan 

layak dalam hubungan kerja”. Begitu juga ditegaskan oleh Pasal 23 ayat (1) 

Deklarasi HAM PBB, “Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan 

bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil 

dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran”. 

Hak Konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang 

Dasar RI Tahun 1945 merupakan bagian dari hak asasi manusia yang 

tergolong ke dalam hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Berbeda halnya 

dengan pemenuhan terhadap hak asasi manusia yang tergolong dalam hak-hak 

sipil dan politik yang pemenuhannya justru dilakukan dengan sedikit mungkin 

campur tangan negara, bahkan dalam batas-batas tertentu negara tidak boleh 

campur tangan, pemenuhan terhadap hak-hak yang tergolong dalam hak-hak 

ekonomi, sosial, dan kebudayaan justru membutuhkan peran aktif negara 

sesuai kemampuan atau sumber daya yang dimilki oleh tiap-tiap negara.  

2.  Pasal 28I ayat (4) UUD RI Tahun 1945 menyatakan,“Perlindungan, 

pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung 

jawab negara, terutama pemerintah”. Oleh karena itu, terlepas dari jenis atau 

kategorinya, tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I 

ayat (4) UUD RI Tahun 1945 tersebut tetap melekat pada negara, khususnya 

Pemerintah. Hal iru berlaku terhadap hak-hak yang menjadi isu konstitusional 

dalam permohonan a quo, dalam hal ini khususnya hak untuk bekerja serta 

mendapatkan imbalan dan perlakuan yang layak dan adil dalam hubungan 



 

kerja serta hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui 

perkawinan yang sah. Meskipun tanggung jawab untuk melindungi, 

memajukan, dan memenuhi hak asasi manusia itu oleh Konstitusi ditegaskan 

menjadi tanggung jawab negara, khususnya pemeritah, hal itu bukan berarti 

bahwa institusi atau perorangan di luar negara tidak wajib menghormati 

keberadaan hak-hak tersebut. Sebab, esensi setiap hak yang dimiliki seseorang 

selalu menimbulkan kewajiban pada pihak atau orang lainnya untuk 

menghormati keberadaan hak itu. 

3.  Hak atas pekerjaaan adalah terkait juga dengan hak kesejahteraan. Oleh karena 

itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 

39/1999) mempertegas ketentuan yang tertuang dalam Pasal 28D ayat (2) 

UUD 1945 tersebut. Pasal 38 ayat (1) UU 39/1999 menyatakan, “Setiap 

warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas 

pekerjaan yang layak.”  

Dalam ayat (2) diatur, “Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan 

yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang 

adil”. 

Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 6 ayat (1) 

International Covenant on Economic Social, and Cultural Rights (Kovenan 

Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) yang telah 

diratifikasi dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan 

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan 

Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) menyatakan 



 

“Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, 

termasuk hak setiap orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui 

pekerjaan yang dipilih atau diterimanya sendiri secara bebas, dan akan 

mengambil langkah-langkah yang tepat guna melindungi hak tersebut”.  

Pertimbangan yang terurai pada sub-paragraf 1 sampai dengan 3 di atas 

menunjukkan bahwasanya kewajiban melindungi hak untuk mendapatkan 

pekerjaan bukan hanya menjadi kewajiban konstitusional (constitusi 

obligation) negara tetapi juga telah menjadi kewajiban yang lahir dari hukum 

Internasional (international legal obligation) dalam hal ini kewajiban yang 

lahi dari keikutsertaan Indonesia dalam International Covenant on Economic, 

Social and Cultural Rights. 

Konstitusi memberikan wewenang konstitusional kepada negara untuk 

membuat pembatasan terhadap hak asasi manusia, namun kewenangan tu 

tunduk pada persyaratan yang ditentukan oleh Konstitusi. 

4. Jika ketentuan yang etdapat pada Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, 

Undang-Undang HAM, Deklarasi Universal Hak Asaso Manusia, dan 

International Covenant on Economic, Socialm and Cultural Rights tersebut 

dihubungkan dengan Pasal Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang 

Ketenagakerjaan yang secara a contrario berarti dalam suatu perusahaan yang 

mempersyaratkan pekerja/buruh tidak boleh mempunyai pertalian darah 

dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu 

perusahaan dan menjadikan hal itu sebagai dasar dapat dilakukannya 

pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja/buruh yang bersangkutan, 



 

Mahkamah Konstitusi menilai bahwa aturan itu tidak sejalan dengan norma 

pada Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 maupun Pasal 

38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang HAM, Pasal 6 ayat (1) Iternational 

Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasioanl 

tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) yang telah diratifikasi oleh 

Undang-Undang No. 11 Tahun 2005, dan Pasal 23 ayat (1) Deklarasi HAM 

PBB sebagaimana disebutkan di atas.  

Petalian darah atau hubungan perkawinan merupakan takdir yang tidak dapat 

direncanakan maupun dielakkan. Oleh karena itu, menjadikan sesuatu yang 

bersifat takdir sebagai syarat untuk mengesampingkan pemenuhan hak asasi 

manusia, dalam hal ini hak atas pekerjaan serta hak untuk membentuk 

keluarga, adalah tidak dapat diterima sebagai alasan yang sah secara 

konstutisional. Sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 

Tahun 1945, pembatasan terhadap hak asasi manusia hanya dapat dilakukan 

dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan 

atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil 

sesuay dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan 

ketertiban umum dalam suatu masyaratkat demokratis.  

Pembatasan sebagaimana termuat dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f UU 

13/2003 tidak memenuhi syarat penghormatan atas hak dan kebebasan orang 

lain karena tidak ada hak atau kebebasan orang lain yang terganggu oleh 

adanya pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dimaksud. Demikian pula 

tidak ada norma-norma moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban 



 

umum dalam suatu masyarakat demokratis yang terganggu oleh adanya fakta 

bahwa pekerja/buruh dalam satu perusahaan memiliki pertalian darah dan/atau 

ikatan perkawinan.    

5.  Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan PT PLN (Persero) dalam 

keterangannya menyatakan memberlakukan Pasal 153 ayat (1) huruf f UU 

13/2003 di lingkungan internal mereka adalah dengan tujuan untuk mencegah 

hal-hal negatif yang terjadi di lingkungan perusahaan dan membangun kondisi 

kerja yang baik, profesional, dan berkeadilan, serta mencegah potensi 

timbulnya konflik kepentingan (conflict of interest) dalam mengambil suatu 

keputusan dalam internal perusahaan. Terhadap hal tersebut, Mahkamah 

berpendapat bahwa alasan demikian tidak memenuhi syarat pembatasan 

konstitusional sebagaimana yang termuat dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 

1945. Adapun kekhawatiran akan terjadinya hal-hal negatif di lingkungan 

perusahaan dan potensi timbulnya konflik kepentingan (conflict of interest) 

dalam mengambil suatu keputusan dalam internal perusahaan, hal tersebut 

dapat dicegah dengan merumuskan peraturan perusahaan yang ketat sehingga 

memungkinkan terbangunnya integritas pekerja/buruh yang tinggi sehingga 

terwujud kondisi kerja yang baik, profesional, dan berkeadilan.  

Sedangkan argumentasi yang diberikan baik oleh Presiden maupun pihak 

terkait APINDO yang pada prinsipnya mendasarkan pada doktrin pact sunt 

servanda dengan memngaitkannya dengan Pasal 1338 KUHPerdata yang 

menyatakan, “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang 

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan 



 

itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, 

atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan 

harus dilaksanakan dengan itikad baik”, Mahkamah berpendapat, 

bahwasanya yang demikian itu tidak selalu relevan untuk diterapkan tanpa 

memperhatikan keseimbangan kedudukan para pihak yang membuat 

persetujuan tersebut ketika persetujuan itu dibuat. Dengan demikian kaitannya 

dengan hal ini, ialah telah jelas  bahwa antara pengusaha dan pekerja/buruh 

berada pada posisi yang lebih lemah, karena sebagain pihak yang 

membutuhkan pekerjaan. Atas adanya posisi yang tidak seimbang tersebut, 

maka filosofi kebebasan berkontrak yang merupakan salah satu syarat sahnya 

perjanjian menjadi tidak sepenuhnya terpenuhi. Berdasarkan pertimbangan 

tersebut, kata “telah” pada rumusan Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-

Undang Ketenagakerjaan tidak dengan sendirinya berarti telah terpenuhinya 

filosofi prinsip kebebasan berkontrak.268 

Dari pertimbangan hukum diatas maka dapat dikatakan bahwa 

permohonan pemohon beralasan menurut hukum juga Hakim Mahkamah 

Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon yakni dalam 

hal memperjuangkan haknya untuk mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya seperti sandang, pangan dan papan sehingga  dapat hidup 

dengan layak serta terkait hak kebebasan pekerja/buruh untuk menikah dengan 

siapa pun dengan tujuan untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang 

sah.  
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Apabila pelarangan tersebut tidak dibatalkan, maka banyaklah pekerja 

yang kehilangan hak konstitusinya dan penghidupan yang layak dengan alasan 

menjalankan syari’at agama yaitu menikah. Sebab, jodoh merupakan bagian dari 

takdir yang tidak ada yang mengetahui akan dengan siapa dan dimana manusia 

akan dipertemukan.  Jika pelarangan tersebut tetap diberlakukan maka, tidak 

menutup kemungkinan akan terjadinya perzinahan dengan alasan mereka yang 

bersangkutan lebih memilih untuk diam-diam berhubungan selayaknya suami istri 

dengan tidak melakukan perkawinan yang sah dan resmi supaya tidak ada yang 

keluar atau dikeluarkan dari perusahaan tempatnya bekerja. Dengan demikian hal 

tersebut sangatlah bertentangan dengan norma kehidupan. 

 
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

13/PUU-XV/2017 tentang Pembatalan Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-

Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

Bentuk amalan ibadah yang memiliki nilai lebih dimata Allah swt. ialah 

bekerja. Sebab, dengan bekerja manusia dapat menunjukkan usahanya untuk 

mendapatkan rezeki sebagaimana yang telah diatur oleh Allah swt. Bekerja 

dengan niat untuk menafkahi keluarga, Allah swt janjikan pahala serta imbalan 

untuk mereka yang ikhlas lillahi ta’ala, sebagaimana dijelaskan dalam QS. at-

Taubah ayat 105: 

 

 

 



 

ْ ٱ وَ�ُ�ِ  ُ ٱ�ََ�َ�َى  ۡ�َ��ُ�ا ونَ إَِ�ٰ َ�ٰ�ِِ�  �ُۡ�ۡ�ِ�ُ��نَۖ ٱوَ  ۥَ�َ��َُ�ۡ� وَرَُ��ُ�ُ  �� وََ�ُ�َد�
َ�َٰ�ةِ ٱوَ  �َۡ�ۡ��ِ ٱ    �ۡ� َ�ۡ�َ��ُ�نَ َ��ُ�َّ�ُِ�ُ�� �َِ�� ُ��ُ�  ���

Artinya:“Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta 
orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 
dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan 
yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 
kerjakan.”269 

 Penjelasan dari ayat diatas bahwasanya Allah swt memerintahkan kepada 

Rasulullah saw agar menyampaikan kepada kaum muslimin bahwa apabila 

mereka telah melakukan amal-amal sholeh, maka Allah dan Rasul-Nya serta 

orang-orang mukmin lainnya akan melihat dan menilai amal tersebut. Juga agar 

kita bekerja dengan halal untuk memenuhi kebutuhan hidup. Setiap pekerjaan 

atau tingkah laku yang menghasilkan amal atau dosa besar dan kecil akan 

diperlihatkan dengan sejelas-jelasnya pada hari akhir nanti serta mendapat 

pertanggung jawaban di akhirat kelak. 

Baik bekerja sebagai pedagang, pengusaha ataupun sebagai seorang 

pegawai di perusahan milik orang lain, yang paling penting dan utama adalah 

proses dan hasil yang didapatnya halal serta diridhoi oleh Allah swt. sebagaimana 

juga telah dijelaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 188: 

ِ��َ ٱ وَ�َ�لَ  ُ ٱَ� َ�ۡ��َُ��نَ �َۡ�َ� �َُ�ّ�ُِ�َ��  �� ۗ َ�َ�ٰ�َِ� �َ�لَ  �� �ِ�َ��ٓ ءَا�َ�ٞ
ۡ
ِ��َ ٱأوَۡ �َ� �� 
   ��َِ�ۡ�ٖ� �ُ��ِ�ُ�نَ  �َ�ِٰ� ٱ�ِ� َ�ۡ��ِِ�� ّ�ِۡ�َ� �َۡ��ِِ�ۡ�ۘ �ََ�ٰ�ََ�ۡ� �ُ�ُ�ُ�ُ�ۡ�ۗ �َۡ� �َ����� 
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Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain 
di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu 
membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat 
memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan 
(jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”270 

 
Berdasarkan ayat di atas. Allah swt., mengingatkan kepada manusia agar 

senantiasa memperoleh rizki dengan cara yang halal dan menghindari bentuk 

kasab yang bathil. Yaitu, bentuk mata pencaharian yang dilarang oleh agama atau 

aqad mu’amalah yang menyimpang. Karena rezeki merupakan bagian dari 

sumber kehidupan yang akan berpengaruh pada pribadi seseorang. Jika 

diperolehnya dari rezeki yang halal maka akan melahirkan pribadi yang terpuji, 

begitu sebaliknya jika didapat dengan cara yang batil, maka akan melahirkan 

pribadi yang menyimpangi akhlak juga perilakunya.271 

Dalam memperkerjakan seseorang, para pengusaha akan memilah dan 

memilih mana yang tepat dan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan dalam 

perusahaannya serta yang dapat berlaku adil dan jujur. Hal ini telah dijelaskan 

dalam al-Qur’an dalam QS. al-Qashash ayat 26: 

 �َۡ��َ�  �َِ�
َ
� ۖ  ٔۡ ۡ�َ� ٱإِۡ�َ��ُٰ�َ�� َ�� ِ��ُ ٱ �َۡ��ِي� ٱ َ�ۡ�تَ  ۡٔ ۡ�َ� ٱإنِ� َ�ۡ�َ َ�ِ�  ِ�ۡ�هُ

َ ۡ
� �   

Artinya:“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia 
sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang 
yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang 
yang kuat lagi dapat dipercaya".272 

 Selain dilakukan penyeleksian dalam mencari seorang pekerja, pengusaha 

juga membuat suatu aturan. Sebuah peraturan yang dibuat pasti memiliki tujuan, 
                                                             

270 Ibid, h. 29.  
271  Oneng Nurul Bariyah, Materi Hadits (Tentang Islam, Hukum, Ekonomi, Sosial, dan 

Lingkungan), (Jakarta: Kalam Muliah, 2007). h. 95-96. 
272 Kementerian Agama RI, Op.Cit, h. 388. 



 

baik itu peraturan yang dibuat secara sepihak ataupun atas kesepakatan antar 

pekerja/buruh dan pengusaha. Berbagai pertimbangan dilakukan demi tercapainya 

suatu tujuan antara lain agar berkembangnya perusahaan tersebut serta terciptanya 

kerjasama yang berkeadilan tanpa diskriminasi.273 

Dalam hal ini, bentuk peraturan yang dibuat oleh pengusaha ialah dengan 

membuat peraturan mengenai larangan menikah antar pekerja/buruh yang satu 

dengan pekerja/buruh lainnya yang bekerja pada satu perusahaan yang sama. 

Tujuannya ialah sebagaimana dijelaskan pada poin (a) bahwasanya tujuan 

peraturan tersebut agar menjaga profesionalitas pekerja dan agar tidak terjadi 

konflik kepentingan antara suami istri yang bekerja pada satu perusahaan yang 

sama serta terhindar dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam 

perusahaan tersebut.274 

Sedangkan jika kita melihat pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi 

pada Putusan MK No. 13/PUU-XV/2017 ialah bahwa Hakim Konstitusi lebih 

mengedepankan hak asasi manusia dalam melindungi dan menjamin hak asasi 

manusia untuk mendapatkan pekerjaan serta penghidupan yang layak, juga terkait 

kebebasan seseorang untuk memilih pendamping hidup, membentuk keluarga 

juga melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Hal tersebut sesuai 

dengan tujuan perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan yang berbunyi:  
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“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang 
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang 
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 

 
Sebab jika pelarangan tersebut tidak dibatalkan dan tetap diberlakukan, maka 

tidak menutup kemungkinan akan adanya hal negatif yang menyalahi norma 

agama dan susila. Misalnya, anjuran menikah bagi seseorang yang sudah 

dikategorikan wajib untuk menikah yaitu yang mampu dan nafsunya telah 

mendesak, tidak mampu berpuasa, atau mampu berpuasa namun tidak mengekang 

nafsu dan tidak ada jalan lain kecuali dengan menikah, apabila ia dikenai 

peraturan tersebut maka mereka gagal menikah atau bahkan tetap berhubungan 

dengan tanpa ikatan perkawinan atau dalam artian “berzina” dengan sebab agar 

tidak mengundurkan diri atau di PHK dari perusahaan tempat mereka bekerja. 

Berdasarkan sumber hukum Islam baik dalam al-Quran, hadis, ijma’, 

Qiyas, istihsan, mashlahah mursalah, istishab, ‘urf, sadudz-dzariah dan syar’u 

man qablana yang mana Islam tidak mengenal adanya larangan menikah bagi 

mereka yang bekerja pada satu perusahaan yang sama, yang ada hanyalah 

larangan menikah bagi mereka yang memiliki hubungan darah, larangan menikah 

dikarenakan sumpah li’an dan juga larangan menikah sementara seperti 

dilarangnya menikah bagi perempuan yang masih dalam masa iddah.  

Menurut penulis, bahwa alasan dibuatnya larangan menikah dengan 

sesama pekerja yang bekerja pada satu perusahaan yang sama adalah dapat 

dibenarkan. Sebab tujuannya adalah untuk menjaga profesionalitas pekerja. 

Namun hal ini tetap memiliki dampak positif dan dampak negatif, mashlahat juga 

mudharatnya. 



 

Sisi mashlahat yang ditimbulkan dari pelarangan tersebut ialah untuk 

menghindari hal-hal negatif yang terjadi diperusahaan seperti korupsi, kolusi dan 

nepotisme (KKN), konfilk kepentingan antara suami istri juga menjaga 

profesionalitas kerja pekerja. Sedangkan dari sisi lain, pelarangan tersebut 

menimbulkan kemudharatan yaitu hilangnya hak asasi pekerja sebagai manusia 

yang memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan, penghidupan yang layak, 

mendapat imbalan, membentuk keluaraga serta melanjutkan keturunan. Jika kita 

memandang lebih jauh maka ada jalan lain yang dapat ditempuh dibandingkan 

harus membatasi hak asasi orang lain.  

Selain itu, jika hal itu tetap diberlakukan maka timbullah dampak 

psikologis bagi pekerja karena dihadapkan dengan dua pilihan yaitu keinginannya 

untuk menikah dengan sesama pekerja di perusahaan tersebut atau jika ia berhenti 

bekerja maka hilangnya mata pencaharian serta sulitnya mencari pekerjaan yang 

lain dan hal itu akan berdampak pada penambahan angka pengangguran di 

Indonesia. 

Kemudharatan tersebut telah nampak sebagaimana yang dirasakan oleh 

pekerja salah satunya ialah Yekti Kurniasih, Amd. (mantan pegawai PLN 

Wilayah S2JB Area Jambi) yang mana ia berkedudukan sebagai pemohon dalam 

uji materil Pasal 153 ayat (1) huruf f, ia kehilangan pekerjaan karena memilih 

untuk menikah dengan sesama pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan yang 

sama dengannya.  

Beberapa sebab yang mendorong seseorang untuk melakukan korupsi 

antara lain karena kebutuhan, adanya peluang, ingin memperkaya diri sendiri, dan 



 

lain sebagainya.275 Dengan demikian, hal ini menguatkan bahwa unsur terjadinya 

korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah karena faktor mental individunya sendiri, 

bukan karena sebab adanya ikatan darah atau ikatan perkawinan. Jikalau mereka 

memang ada niat untuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, dengan 

seorang diri pun bisa saja terjadi. Maka menurut penulis, cara pencegahan yang 

lebih tepat serta dapat diterima oleh semua pihak ialah dengan membuat peraturan 

dan melakukan tindakan yang lebih tegas, agar tercapainya kemashlahatan 

bersama tanpa ada pihak yang merasa diberatkan atau terpaksa.  

Mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan uji materil Undang-

Undang Ketenagakerjaan terhadap frasa yang terdapat pada Pasal 153 ayat 1 

huruf f, yang mana Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk 

mengabulkan permohonan uji materil para pemohon dengan membatalkan frasa 

yang terdapat pada Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Ketenagakerjaan 

yang berbunyi:“Kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan 

perusahaan, atau perjanjian kerja bersama” dengan alasan pasal tersebut 

bertentangan dengan Pasal 28B ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap orang 

berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan 

yang sah" dan Pasal 28D ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak 

untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam 

hubungan kerja". Terdapat sisi mashlahat dengan dibatalkannya frasa pada Pasal 

153 ayat (1) huruf f yaitu bahwa hak asasi pekerja menjadi terlindungi dan 
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Korupsi, (Jakarta: Arya Maheka), h. 24. 



 

terjamin karena kembalinya hak asasi para pekerja  untuk tetap dapat bekerja dan 

haknya untuk membentuk keluarga serta untuk melanjutkan keturunan yang 

merupakan salah satu perintah agama. Hal ini sesuai pada hadis Nabi saw 

menganai anjuran untuk menikah sebagai berikut: 

جَ الْعَبْدُ فَـقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّيْنِ، فَـلْيَتَّقِ االلهَ فىِ و فى رواية البيهقى، قاَلَ رَسُوْلُ االلهِ ص: اِذَا تَـزَوَّ 

 .الْبَاقِى النِّصْفِ 

 
Artinya: Dan dalam riwayat Baihaqi disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, 

“Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah 
menyempurnakan separo agamanya, maka hendaklah dia bertaqwa 
kepada Allah pada separo sisanya”.276 (HR.Thabrany dan Hakim)  

 
Dilihat dari sisi kemashlahatan perkara di atas, maka penulis berpendapat, 

setuju dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XV/2017 tentang 

Pembatalan Larangan Menikah Satu Kantor, yang mana hal ini sesuai dengan 

kaidah fiqiyyah:   جَلْبُ الْمَنْفَعَة وَدَفْعُ المَفْسَدَة (menarik kemanfaatan dan menolak 

kemudaratan)277 

Oleh karena itu, sesuai dengan kaidah tersebut, maka dengan 

dibatalkannya fasa pada Pasal 153 ayat 1 huruf f, hak para pekerja yang ingin 

menikah dengan sesama pekerja di satu perusahaan yang sama dapat terlaksana 

dengan keduanya dapat tetap bekerja pada satu kantor yang sama. Karena jika 

tidak dibatalkan frasa tersebut, maka akan menimbulkan mudharat dari perjanjian 

kerja, peraraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dikuatkan oleh 

frasa yang terdapat dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang 

Ketenagakerjaan. Sebab masih ada jalan lain untuk menghindari hal-hal negatif 
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yang dimaksud oleh pembuat peraturan tersebut yaitu dengan membuat peraturan 

yang lebih ketat dan tegas serta tidak menghilangkan hak asasi pekerja.  

Terkait dengan salah satu asas yang berlaku dalam pembentukan hukum 

yaitu asas lex superior derogat legi inferiori yang maknanya bahwa ketentuan 

yang berkedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan 

yang kedudukannya lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama. Sebab peraturan 

yang lebih tinggi ialah yang menjadi dasar mengikatnya. Jika bertentangan maka 

peraturan yang lebih rendah tersebut dikesampingkan oleh peraturan yang lebih 

tinggi. 278  Maka, dengan adanya pembatalan ini, otomatis perjanjian kerja, 

peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang mengatur larangan 

menikah satu kantor tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi, 

sebab peraturan perusahaan, perjanjian kerja atau perjanjian kerja bersama itu 

mempunyai kekuatan hukum atas adanya frasa pada Pasal 153 ayat (1) huruf f 

Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan, “Pengusaha dilarang 

melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan: (f) pekerja/buruh 

mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh 

lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, 

peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.  

Dengan demikian, hal tersebut jelas tidak sejalan dengan Pasal 28B ayat 

(1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: 

“setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui 
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perkawinan yang sah” dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945: “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat 

imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” yang 

menjadi dasar dan acuan hukum di Indonesia yang mana dalam tata hierarki 

peraturan perundang-undangan Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945 berada pada posisi tertinggi, oleh karena itu semua 

peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkatan di bawahnya tidak 

boleh betentangan dengan isi daripada Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 dan 

harus di uji materil. 

Secara normatif, Mahkamah Konstitusi membolehkan pernikahan antar 

pegawai yang bekerja pada satu kantor dan pada prakteknya di lapangan, 

perusahaan mempunyai kebijakan yang melarang pernikahan antar sesama 

pegawai yang bekerja pada satu kantor yang sama.  Kebijakan dari perusahaan 

tersebut dibuat untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan antar suami-isteri,  

korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta menjaga profesionalitas kerja 

pegawai, namun disisi lain pernikahan antar sesama pegawai ini, selain 

mempunyai sisi negatif juga mempunyai sisi positifnya yaitu mereka yang 

mempunyai ikatan perkawinan dalam satu kantor tersebut dapat lebih produktif 

dalam menajalankan pekerjaannya, karena mereka akan saling melindungi satu 

sama lain serta saling membantu dalam bekerja yang mana hal itu akan 

menguntungkan perusahaan. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa pembatasan 

hak untuk berkeluarga dengan sesama pekerja satu perusahaan tidak perlu 



 

diadakan, apabila setiap individu yang bekerja dalam satu perusahaan memiliki 

moral dan etika yang baik. Maka diperlukan adanya individu-individu yang 

menanamkan etika yang baik untuk mencegah terjadinya hal negatif yang berupa 

tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) atau hal-hal lain yang berkaitan 

dengan profesionalitas kerja pegawai yang akan merugikan  perusahaan, serta 

pengusaha juga dapat mencegahnya dengan membuat peraturan yang lebih ketat 

dan tegas agar terciptanya kemashlahatan bersama. 

 

  



 

BAB V 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

  Setelah penulis memaparkan dan mengkaji pembasan pada skripsi ini, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1.  Larangan perkawinan sesama pekerja/buruh yang tercantum pada Pasal 153 

ayat (1) huruf f Undang-Undang Ketenagakerjaan yang selanjutnya frasa 

pada pasal tersebut dimuat dalam peraturan perusahaan, perjanjian kerja, 

atau perjanjan kerja bersama ialah bertujuan untuk mencegah terjadinya 

konflik kepentingan antara suami-istri, korupsi, kolusi dan nepotisme 

(KKN) serta untuk menjaga profesionalitas kerja pegawai, yang mana jika 

hal tersebut terjadi, maka akan merugikan perusahaan. Namun, dengan 

dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 

yang memuat pembatalan Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang merupakan payung 

hukum dari perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja 

bersama secara otomatis tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat 

karena Pasal tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, 

Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD RI Tahun 1945 serta tidak 

sejalan dengan konstitusi. 



 

2.  Bahwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi 

pada putusan No. 13/PUU-XV/2017 mengenai permohonan uji materil Pasal 

153 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, 

bahwasanya pasal tersebut tidak terpenuhinya syarat penghormatan atas hak 

dan kebebasan orang lain untuk mendapatkan pekerjaan dan hak untuk 

menikah. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi lebih memperjuangkan hak 

pekerja/buruh untuk tetap mendapatkan pekerjaan, membentuk keluarga 

serta melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah termasuk 

perkawinan antara pekerja/buruh yang bekerja pada satu perusahaan yang 

sama. 

3.  Dilihat dari sisi kemashlahatan perkara di atas, maka Hukum Islam lebih 

menitikberatkan pada kemashlahatan yang lebih besar yaitu untuk 

melindungi dan menjamin hak asasi pekerja, dalam hal ini ialah dengan 

dibatalkannya frasa yang terdapat pada Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh Putusan 

Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XV/2017 tentang Pembatalan Larangan 

Menikah Satu Kantor, yang mana hal ini sesuai dengan kaidah fiqiyyah:  

فَعَة وَدَفْعُ المفَْسَدَة  .(menarik kemanfaatan dan menolak kemudaratan) جَلْبُ الْمَنـْ

Dengan demikian, hukum Islam tidak melarang terhadap pernikahan satu 

kantor. Hal ini dilandaskan pada qaidah fiqhiyyah dan Al-Qur’an. Begitu 

juga dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang 



 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (atau biasa disebut Undang-

Undang Perkawinan) serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan tidak 

adanya peraturan mengenai larangan menikah satu kantor.  

 
B.  Saran 

1. Ditujukan kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan perusahaan-

perusahaan lainnya agar tidak melarang pernikahan antar pekerja yang bekerja 

pada satu kantor dengan catatan membuat perjanjian bahwa para pekerja yang 

bersangkutan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) atau 

perbuatan lain yang berakibat merugikan perusahaan atau negara. 

2. Bagi para aparat penegak hukum seperti hakim dan lembaga peradilan, 

hendaknya memperhatikan larangan menikah satu kantor agar tidak dijadikan 

suatu justifikasi hukum, melainkan menjadi pertimbangan bagi para 

perusahaan yang melakukan larangan menikah satu kantor untuk bisa 

memberikan kejelasan jawaban hukum agar perlindungan lembaga 

perkawinan di Indonesia sesuai dengan hukum Islam dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

3. Dibolehkannya pernikahan antar pekerja yang bekerja pada satu kantor yang 

sama, menjadi jawaban tentang persoalan hukum dan dapat dijadikan pijakan 

untuk penelitian selanjutnya. 

 

 


